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ABSTRAK
Nama > Arfianti Kusuma Wardhani
Program Studi : [lmu Hukum
Judul Tesis - Analisis Hukum terhadap Mode 4 General Agreement on Trade

in  Services (GATS) dan Kepentingan Indonesia dalam
Liberalisasi Perdagangan di Bidang Jasa

Tesis ini menganalisis ketentuan Mode 4 General Agreement on Trade in Services
(GATS) dan membahas mengenai kepentingan Indonesia dalam liberalisasi
perdagangan di bidang jasa. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui
bagaimana pelaksanaan liberalisasi Mode 4 dan hasil yang dicapai, untuk
mengetahui peran Mode 4 dan upaya liberalisasi bagi Indonesia, serta untuk
mengetahui hal-hal apa yang akan Indonesia lakukan dalam forum perdagangan
internasional untuk memenuhi kepentingannya di dalam Mode 4. Penulisan tesis
ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat preskriptif dengan
menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
dalam Mode 4 GATS tidak ada pembatasan mengenai ruang lingkup Mode 4,
yaitu definisi Mode 4 dan kategori individu (natural person) tidak jelas, serta
tidak adanya definisi temporary dan tingkat keterampilan. Mode 4 adalah moda
penyedia jasa yang paling kecil liberalisasinya di dalam GATS. Hal ini
disebabkan oleh banyaknya hambatan-hambatan dalam Mode 4, antara lain visa
dan izin kerja, masalah definisi Mode 4 GATS, dan pengakuan kualifikasi. Hasil
penelitian ini juga menunjukkan bahwa Mode 4 penting bagi Indonesia karena
Indonesia mempunyai kepentingan ekspor berupa keunggulan komparatif pada
Mode 4 dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari Mode 4. Untuk
memanfaatkan Mode 4 dalam liberalisasi perdagangan di bidang jasa, Indonesia
melakukan strategi ekspor dan strategi impor, Penelitian ini antara lain
menyarankan bahwa 1Indonesia tidak lagi dapat mengandalkan keunggulan
komparatifnya di bidang jasa ketenagakerjaan, tetapt harus beralih ke keunggulan
kompetitif, yaitu dengan meningkatkan kualitas TKI.

Kata Kunci :
Mode 4 GATS, liberalisasi, perdagangan di bidang jasa
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ABSTRACT
Name - Arfianti Kusuma Wardhani
Study Program : Legal Studies
Title : Legal Analysis of General Agreement on Trade in Services

(GATS) Mode 4 and Indonesia’s Interests in the Liberalization
of Trade in Services

This thesis analyzes the provisions of General Agreement on Trade in Services
(GATS) Mode 4 and discusses Indonesia’s interests in the liberalization of trade
in services. The aim of this thesis is to determine how the implementation of the
liberalization of Mode 4 and the results achieved, to determine the role of
liberalization of Mode 4 and the efforts of liberalization for Indonesia, and to
- “know ‘what Indorigsia“is ‘going to dd in thié international trade forum to rieet its
interests in Mode 4. This thesis uses methods that are prescriptive normative
research using qualitative approaches. The results of this study indicate that in
GATS Mode 4 there are no limitations on the scope of Mode 4, i.e. the unclear
definition of Mode 4 and the category of natural persons, and there are no
definitions in the term of temporary and the level of skills. Mode 4 is the least
liberalized mode of services supply in the GATS. This is caused by a number of
constraints in Mode 4, including visas and work permits, the GATS Mode 4
definition problems, and the recognition of qualifications. The results of this study
also show that Mode 4 is important for Indonesia because Indonesia has a
comparative advantage in the form of export interests in Mode 4 and the benefits
derived from Mode 4. In order to take advantage of the liberalization of Mode 4
trade in services, Indonesia is pursuing export and import strategies. This
research, among others, suggested that Indonesia can no longer rely on its
comparative advantage in the service sector employment, but must switch to a
competitive advantage, namely by improving the quality of Indonesian workers.

Key words:
GATS Mode 4, liberalization, trade in services
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BAB }
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri dimulai sejak
tahun 1970-an dan perdagangan bebas di bidang jasa ini mengalami peningkatan
yang tajam dalam dasawarsa terakhir ini. Program ini merupakan kebijakan
nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi,
khuéusnya terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) dan keluarganya. Krisis
ekonomi yang berkepanjangan dan jumlah pengangguran yang terus membengkak
mengakibatkan kemampuan ekonomi dan finansial masyarakat menjadi sangat
lemah, sehingga sebagian masyarakat mencar jalan keluar, antara lain adalah
menjadi tenaga kerja di luar negeri.

Migrasi ekonomi warga suatu negara ke negara lain merupakan hal yang
lazim terjadi di manapun di belahan bumi ini. Dengan semakin tipisnya batas-
batas antar negara dan semakin longgarnya segala bentuk pembatasan,
mempermudah arus mobilitas manusia, khususnya tenaga kerja, ke berbagai
negara. Migrasi internasional ini berkembang seiring dengan peningkatan
hubungan antar negara yang berdasarkan pada hubungan politik ekonomi dan
sosial budaya.

Migrasi tenaga kerja, apakah sementara ataupun tetap, tegjadi karena
adanya perbedaan antar negara, terutama dalam memperoleh kesempatan
ekonomt. Dengan adanya perbedaan upah, kondisi kerja dan kesempatan untuk
bekerja, maka timbul tekanan untuk bermigrasi ke negara yang menjanjikan
adanya kesempatan kerja yang lebih baik.

Jasa ketenagakerjaan adalah salah satu bagian dan sektor jasa yang
menjadi sumber potensi utama Indonesia dalam perdagangan bebas. Saat ini
sektor perdagangan jasa memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian
Indonesia melebihi perdagangan internasional di bidang barang. Sektor jasa

Indonesia memberikan kontribusi sekitar 48 persen terhadap perekonomian
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Indonesia, sedangkan sektor pertanian (termasuk pertambangan) dan manufaktur
memberikan kontribusi sekitar 24 dan 28 persen..terhadap perekonomian
Indonesia'.

Indonesia adalah anggota World Trade Organization (WTO) yang aktif
berunding dan menjadi target pasar barang dan jasa. Dengan meratifikasi
Undang-Undang nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement
Establishing The World Trade Orgamization (Persetujuan Pembentukan
Organisasi Perdagangan Dunia), Indonesia harys dapat mengambil manfaat yang
sebesar-besarnya dari liberalisasi ekonomi (perdagangan bebas) sebagai wujud
dari globalisasi. Dengan menjadi anggota WTO, Indonesia mempunyai posisi
tawar yang sama tinggi dengan negara-negara maju anggota WTO lainnya, tetapi
dalam praktiknya, kekurangan negara berkembang tetap menjadi obyek yang
sering dimanfaatkan oleh negara maju untuk kepentingannya sendiri.

Sejak diluncurkan pada Januari 2000, agenda perundingan Putaran Doha
(Doha Development Round) di perdagangan jasa terus bergulir dan mengalami
perkembangan pesat pada tahun-tahun terakhir, Perundingan jasa yang terus
berjalan merupakan implikasi darl tujuan yang ingin dicapai dalam rangka
peningkatan liberalisasi negara-negara anggota WTO. Dalam perundingan
perdagangan bebas di bidang jasa tersebut dipakai aturan-aturan yang telah
ditetapkan WTO untuk perdagangan bebas di bidang jasa, yang dituangkan dalam
General Agreement on Trade in Services (GATS).

Kegiatan memberikan jasa dalam GATS dikategorikan dalam kelompok
sebagai berikut’:

1. Mode 1: Cross Border Supply, yaitu jasa yang dipasok dari satu negara ke

negara lain (misalnya: hubungan telepon internasional).

'Mari Elka Pangestu, “Sambulan Seminar Kepenlingan Bidang Jasa Tenaga Kerja
Indonesia di Berbagai Perundingan Perdagangan Inlernasional” (Sambutan disampaikan pada
Seminar Kepentingan Bidang Jasa Tenaga Kerja Indonesia di Berbagai Perundingan Perdagangan
Inlernasional, Jakarta, Februari 2008), hal. 3.

“Departemen  Luar Neger, Direktorat Jenderal Multilateral, Direkiorat Perdagangan,
Perindustrian, Investasi dan HK1, Sekilas WTO (World Trade Organization), edisi kecmpat, hal.
30-31.

UNIVERSITAS INDONESIA

Analisis hukum..., Afrianti Kusuma Wardhani, FH Ul, 2010.



[¥F]

Mode 2; Consumplion Abroad, yaitu konsumen atau suatu badan usaha
yang menggunakan jasa di negara lain (misalnya: pariwisata).

Mode 3: Commercial Presence, yaitu perusahaan asing yang mendirikan
cabang di luar negaranya (misalnya: bank asing yang membuka cabangnya
di suatu negara).

Mode 4: Movement of Natural Persons, yaitu individu yvang melakukan
perjalanan ke luar negeri untuk memberikan jasanya (misalnya:

peragawati/peragawan dan konsultan mode).

Untuk merebut kesempatan dan peluang yang ada di perdagangan

internasional di bidang jasa, Indonesia mengupayakan kepentingan perdagangan

tersebut melalui strategi multi-frack, yaitu Indonesia mengupayakan kepentingan

perdagangannya:

I

Dengan pendekatan multilateral, yaitu melalui World Trade Organization
(WTO),

Dengan pendekatan regional, yaitu melalui Association of Southeast Asian
Nations (ASEAN); dan

Dengan pendekatan bilateral, yaitu Indonesia baru saja menyelesaikan
perjanjian perdagangan bilateral dengan Jepang, yaitu Indonesia-Japan

Economic Partnership Agreement (ITEPA).

Dalam upaya strategi multi-frack ini, Indonesia bertujuan untuk

memastikan adanya konsistensi dalam pengupayaan kepentingan-kepentingan

secara multilateral, regional dan bilateral. Hal ini secara signifikan akan

mengurangi biaya-biaya perdagangan internasional dan memposisikan Indonesia

untuk memaksimalkan berbagai manfaat perjanjian perdagangan intemnasional®.

Dengan pendekatan multilateral, yaitu dengan mekanisme multilateral

WTO, Indonesia tidak dapat mencukupi kepentingan utamanya di bidang jasa

karena menjalankan kepentingan jasa tenaga kerja Indonesia melalui jalur

multilateral dibatasi. Dengan tidak adanya kemauan antara anggota-anggota W10

*Pangesty, loc. cit., hal. 6,
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untuk membebaskan lebih jauh secara multilateral Mode 4, negara seperti
Indonesia menemukan bahwa akses ke pasar yang lebih luas dapat dicapai lebih
mudah pada level regional atau bilateral. Dalam kasus perdagangan internasional
jasa tenaga kerja Indonesia, GATS mungkin merupakan sebuah cara yang tidak
efektif untuk kemajuan. Hal ini sebagian besar disebabkan ketidakmampuan
GATS pada saat ini untuk mengakomodasi isu-isu migran kontrak
berketerampilan rendah dan menengah®.

Ketidakmampuan GATS ini merupakan hambatan dalam hberalisasi Mode
4 yang menghambat Indonesia dalam merebut kesempatan kerja di luar neger,
Seperti negara-negara berkembang lainnya, Indonesia mempunyai banyak tenaga
kerja tidak terampil. Oleh karena itu, ekspor tenaga kerja yang relatif tidak
terampil telah menjadi sumber utama ekspor tenaga kerja, dan sebaliknya
Indonenesia cenderung untuk mengimpor tenaga kerja terampit dan profesional.
Pekerja berpendidikan rendah dan kurang terampil di dalam penjualan, jasa,
pertanian dan produksi membentuk proporsi yang tinggi dari total angkatan kerja
dan ketenagakerjaan®. Liberalisasi Mode 4 telah menerima cukup banyak
perhatian selama Doha Development Round, terutama karena adanya penekanan
sejumlah negara berkembang untuk menyampaikan pentingnya isu ini.
Ketidakmampuan GATS ini bertentangan dengan salah satu tujuan WTO yaitu
mendorong arus perdagangan antamegara, dengan mengurangi dan menghapus
berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang
dan jasa’.

Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini akan dikaji apa yang

menyebabkan liberalisasi untuk Mode 4 sulit untuk dilaksanakan, mengapa Mode

“Chris Manning and Mathew Cronin, “Indonesia’s Interesis in Labour Services al Various
International Trade Negotiations — Draft Policy Tenaga Kega Indonesia di Berbagai Perundingan
Perdagangan Intcmasional Rescarch Paper,” (Makalah disampaikan pada Seminar Kepentingan
Bidang Jasa, Jakanta, Februari 2008), hal. XU

3Ibid., hal. 19.

®Departemen Luar Negeri, Dirckloral Jenderal Multilateral, Direktorat Perdagangan,
Perindustrian, Investasi dan HKI, op. cit., hal. 1,
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4 penting bagt Indonesia dan bagaimana Indonesia memanfaatkan Mode 4 dalam

liberalisasi perdagangan di bidang jasa.

B. Permasalahan
Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Mengapa liberalisasi untuk Mode 4 sulit dilaksanakan?
2. Mengapa Mode 4 penting bagi Indonesia?
3. Bagaimana Indonesia memanfaatkan Mode 4 dalam liberalisasi

perdagangan di bidang jasa?

C. Tujuan
Tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan liberalisasi Mode 4 dalam
WTO dan untuk mengetahui hasil yang dicapai (masalah dan hambatan).
2. Untuk mengetahui peran Mode 4 dan upaya liberalisasi bagi Indonesia.
‘3. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang akan Indonesia lakukan dalam
forum perdagangan internasional untuk memenuhi kepentingannya di
bidang jasa ketenagakerjaan dan bagaimana Indonesia memanfaatkan

Mode 4 tersebut dalam liberalisasi perdagangan di bidang jasa.

D. Kegunaan
Kegunaan penulisan penelitian ini adalah:
l. Sebagai masukan bagi Indonesia untuk mengetahui tujuan Indonesia
dalam perdagangan internasional di bidang jasa ketenagakerjaan.
2. Sebagai masukan bagi Indonesia untuk mengetahu: apa yang seharusnya
menjadi strategi Indonesia dalam mengupayakan kepentingan perdagangan

di bidang jasa ketenagakerjaan.

E. Kerangka Teori
Dalam penelitian ini, sebagai landasan teoritis dalam tesis yang berjudul
“Analisis Hukum terhadap Mode 4 Genaral Agreement on Trade in Services
(GATS) dan Kepentingan Indonesia dalam Liberalisasi Perdagangan di Bidang
UNIVERSITAS INDONESIA
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Jasa”, digunakan teori keadilan, yaitu teori distributive justice yang dikemukakan
oleh Frank }. Garcia.

Dalam kerangka perdagangan internasional, Frank J. Garcia
mengembangkan yakni Teon distributive justice yang merupakan pemaparan
mengenai keadilan dalam perdagangan internasional. Menurut teori ini, hubungan
ekonomi internasional dan hukum perdagangan intermasional datang dalam ruang
lingkup keadilan’. Hukum perdagangan internasional tidak hadir di luar lingkup
“justice”®, Distributive justice merupakan keadilan dari pembagian keuntungan-
keuntungan dan beban-beban sosial’. Sehubungan dengan ini, Frank J. Garcia
mengatakan bahwa hukum perdagangan internasional yang adil harus dirimuskan
sedemikian rupa untuk melindungi kesetaraan moral seluruh individu yang
terpengaruh oleh adanya perdagangan internasional. Hal ini meliputi komitmen
terhadap free trade sebagai prinsip ekonomi, terutama untuk mempertahankan
prasyarat liberal bagi keadilan'®. Frank J. Garcia juga mengemukakan bahwa
globalisasi berdampak pada terjadinya perubahan hukum sebagaimana dalam
essay-nya yang berjudul “Globalization and The Theory of International Law™
sebagai berkut:

... Because of these changes, globalization requires that we re-cast
international law into a global public law, and expand the domain of
Justice from the domestic info the global, as the fundamental normative
criterion for international law. Through a profound reexamination of core
international  legal doctrines and institutions  such  boundaries.
sovereignity, legitimacy, citizenship, and the ferritorial conirol of
resources, the international law of society of states can be re-fashioned
into the global public law of global society."!

"Frank J. Garcia (a), Trade, Inequality, and Justice: Toward a Liberal Theory of Just
Trade (New York: Transnational Publishers, Tnc., 2003), hal. 50.

"Agus Brotosusilo (8), “Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional: Studi
{entang Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produksi Palam Negeri Melalui Undang-Undang
Anfi Dumping dan SafeGuard,” (Ringkasan Diserlasi Doktor Universilas Indonesia, 2006), hal. 7
dalam Agus Brotosusilo {b), “Teori Hukum: Hukum Perdagangan Inlemasional,” (Materi Kuliah
Program Magisler Hukum Universitas Indonesia, 2009).

’Garcia, op. cit., hal. 6,
YBrotosusito (a), op. cit., hal. 9 dalam Brotosusilo (b}, loc. cit.
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Praktek perdagangan internasional di antara anggota-anggota WTO yang
berlangsung saat ini harus dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang diatur dalam
Persetujuan Pembentukan WTO yang pada dasarnya mengatur pelaksanaan
perdagangan bebas dan liberalisasi. Dalam pelaksanaan ketentuan Persetujuan
Pembentukan WTO, Teori distributive justice yang dikemukakan oleh Frank J.
Garcia tersebut relevan untuk diterapkan dalam rangka penyelarasan hukum
nasional negara-negara anggota WTO dengan ketentuan Persetujuan Pembentukan
WTO. Hal ini karena “kewajiban-kewajiban moral liberal harus diterapkan sama,
baik terhadap peraturan-perafuran yang mengatur hubungan-hubungan domestik
maupun terthadap hukum perdagangan internasional, yang mengatur transaksi-
transaksi dengan para mitra dagang asing”'?. Selain itu, teori tersebut digunakan
sebagai dasar dalam pelaksanaan perdagangan internasional yang harus dilakukan
secara adil (fair irade). Sehubungan dengan hal ini, Frank J. Garcia
mengemukakan bahwa ketika lembaga-lembaga sosial liberal mengatur hubungan
perdagangan internasional, lembaga-lembaga tersebut bertanggung jawab untuk
menerapkan prinsip-prinsip keadilan ke dalam setiap lembaga sosial yang berlaku
secara domestik sebagaimana penyataan bahwa “.. when liberal social
institutions regulate international ifrade relations, they are accountable to the

same principles of justice applicable in liberal theory to any social institufion

acting domestically”"?.

Pemikiran Garcia mengenai Theory of Justice ini akan dipergunakan

sebagai landasan teoritis pada penelitian ini.

F. Kerangka Konsepsional
Kerangka konsepsional dalam penelitian ini selain menggunakan
pengertian yang terdapat dalam buku dan artikel, juga menggunakan pengertian

yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Tujuan dibuatnya

UFrank ). Garcia (b), “Globalization and the Theory of Internationat Law,” Paper 93
{Boston College Law School, 2005), hal. 1.

12 Brotosusilo, loc. cit., dalam Brotosusilo, loc. cif.
Garcia (a), op. cit., hal. 67.
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kerangka konsepsi ini adalah untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai
istilah atau definisi yang digunakan dalam penulisan ini,
Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mode 4 adalah the movement of a natural person from one couniry
temporarily across a border info another country for the purpose of
supplying a service through the presence of that person in the territory of
the second country™.

2. Trade in Services (perdagangan di bidang jasa) adalah the supply of
services on commercial ferms to residents of another cowuntry, either
through cross-border trade or through commercial presence .

3. General Agreement on Trade in Services (GATS) adalah W70 agreement
concluded at the end of the Uruguay Round. it provides a legal framework
Jor trade in services and the negotiated, progressive liberalization of
regulations that impede this. It covers areas such as transport, investmen,
education, communication, ﬁnancia! services, energy and water services

and the mavement of persons'S,

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya adalah kegiatan pemecahan masalah.
Dalam melakukan penelitian ini, Peneliti melakukan identifikasi dan kualifikasi
fakta-fakta kemudian mencari norma hukum yang berlaku guna pemecahan
masalah. Berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian norma hukum yang berlaku
maka diambil kesimpulan'’. Penelitian ini menggunakan kajian normatif untuk

memahami penerapan norma-norma terhadap fakta-fakta.

Y“Raj Bhala, Jnternational Trade Law: [nterdisciplinary Theory and Practice, ccol. 3,
(Danvers: LexisNexis, 2008), hal, 1547,

SWalter Goode, Dictionary of Trade Policy Terms, Fifth Edition, (New York: Cambridge
University Press, 2007), hal, 437.

"*Kamal Malhotra, Making Global Trade Work for People (Ncw York: Earthscan
Publications Ltd., 2003), hal. xxv.

""Agus Brotosusilo, el al, Pemwlisan Hukum: Buku Pegangan Dosen (Jakara:

Konsorsium [imu Hukum, Depanemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), hal. 8.
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Penelitian hukum normatif akan menghasilkan kajian yang bersifat
preskriptif — kritis'®. Melalui kajian ini, penulis akan berusaha mencari jalan
keluar untuk mengatasi masalah yang ada pada penelitian ini. Penelitian ini
mempergunakan pendekatan kualitatif yang digunakan dengan maksud agas
analisis data dapat dilakukan secara mendalam dan holistik'’, dan data yang
digunakan merupakan data sekunder yang diambil melalui sumber-sumber seperti
undang-undang, buku, kamus, internet, dan lain-lain.

Bahan hukum yang digunakan Peneliti untuk memperoleh data adalah
melalui:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti
peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan perjanjian-perjanjian
internasional. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian
ini adalah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan General Agreement
orr Trade in Services (GATS) dan peraturan-peraturan seperti:

a. General Agreement on Trade in Services (GATS),

b. Undang-undang Dasar 1945.

¢. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

d. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

e. Undang—Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
dan

a. Bahan Hukum Sekunder, vaitu bahan-bahan hukum yang berisi
penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, seperti buku, hasil-
hasit penelitian, artikel ilmiah dan jurnal yang berkaitan dengan

topik penelitian.

18 A pus Brotosusilo (¢), Paradigma Kajian Empiris dan Normatif (Jakania: FHUI, 2008),
hatl. 1

"Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, eds., Handbook of Qualitative Research

(London: Sage Publications, 1994), bal. 236.
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f. Bahan Hukum Tertier, vaitu bahan-bahan hukum vyang berisi
petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia hukum®.

H. Sistematika Penelitian
Untuk menguratkan permasalahan dan pembahasan atas penelitian yang
berjudul “Analisis Hukum terhadap Mode 4 Genaral Agreement on Trade in
Services (GATS) dan Kepentingan Indonesia dalam Liberalisasi Perdagangan di
Bidang Jasa”, Peneliti membuat sistematika penelitian ini sebagai berikut:
1. BabL
Bab ini adalah Bab Pendahuiuan. Pada bab ini akan dijelaskan latar
belakang Peneliti memilih dan menganalisis masalah Analisis Hukum
terhadap Mode 4 Genaral Agreement on Trade in Services (GATS) dan
Kepentingan Indonesia dalam Liberalisasi Perdagangan di Bidang Jasa.
Selain latar belakang permasalahan, terdapat juga pokok permasalahan,
tujuan penulisan, kegunaan, kerangka teori, kerangka konsepsional,
metode penulisan dan sistematika penelitian,
2. BebII:
Bab ini berjudul Tinjauan Umum mengenai General Agreement on Trade
in Services (GATS) dan Mode 4. Pada bab ini akan dibahas mengenai,
yaitu latar belakang sejarah GATS, tujuan dasar, karakteristik jasa, moda
pemasokan (mode of supply) dalam perdagangan jasa, ruang lingkup dan
pengecualian ruang lingkup GATS, prinsip-prinsip GATS, pengecualian
prinsip-prinsip GATS, kewajiban anggota dan struktur dasar GATS. Selain
itu juga dibahas mengenai Mode 4, yaitu mengenai ruang lingkup Mode 4
dan kategonri Mode 4 dalam Schedule of Specific Commitments Anggota,
3. BabIIL: '
Bab ini berjudul Mode 4 dalam Specific Commitment Indonesia di dalam
Berbagai Perjanjian Perdagangan Internasional. Pada bab ini akan dibahas

Mode 4 dalam Specific Commitment Indonesia di dalam World Trade

1hid., hal. 56.
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Organization (WTQ), ASEAN TFramework Agreement on Services
(AFAS} dan Indonesia-Japan Economic Parinership Agreement (IJEPA).
Bab IV:

Bab int berjudul Analisis Hukum terhadap Mode 4 Genaral Agreement on
Irade in Services (GATS) dan Kepentingan Indonesia dalam Liberalisasi
Perdagangan di Bidang Jasa. Pada bab ini akan dibahas analisis hukum
terhadap Mode 4 GATS, Mode 4 dalam perdagangan internasional dan

kepentingan Indonesia dalam liberalisasi perdagangan di bidang jasa.

. Bab V:

- Bab ini adalah- bab penutup yang berjudul Simpulan dan Saran, yang
merupakan bab terakhir dari penelitian ini. Pada bab ini akan diuraikan
mengenai simpulan dan saran-saran dari Analisis Hukum terhadap Mode 4
Genaral Agreement on Trade in Services (GATS) dan Kepentingan

Indonesia dalam Liberalisasi Perdagangan di Bidang Jasa.
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BAB II
TINJAUAN UMUM MENGENAI
GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES (GATS)
DAN MODE 4

A. Tinjauan Umum mengenai General Agreement on Trade in Services
(GATS)

1. Latar-Belakang Sej-:-l.rahh

General Agreements on Trade in Services (GATS) — selanjutnya disingkat
GATS - adalah perjanjian perdagangan multilateral pertama yang menangani
perdagangan di bidang jasa'. GATS merupakan hasil perundingan perdagangan
pada Putaran Uruguay (Uruguay Round®) yang berlangsung dari tahun 1986
sampat 1993, Prestasi ini tercapai hampir setenpah abad setelah General
Agreement on Tariff and Trade (GATT) mulai diberlakukan.

Perdagangan jasa pertama kali diatur oleh perjanjian perdagangan
internasional pada saat Putaran Uruguay, tetapi sejarah tentang diskusi tersebut
mulai sejak akhir tahun 1970-an, Pada waktu itu Amerika Serikat bertujuan untuk
memperluas peraturan GATT wuntuk memfasilitasi  perluasan pembuatan
perusahaan transnasional secara menyeluruh dalam kerangka kontrak yang dapat
diramalkan dan bersifat universal. Untuk tujuan inilah, konsep perdagangan jasa
dibuat. Dengan beberapa pengecualian, negara-negara berkembang tidak

mendukung gagasan untuk membawa perdagangan jasa dalam perundingan

'"WTQ Trade in Services Division, 4 Handbook on The GATS Agreement (New York:
Cambridge University Press, 2005), hal. 2.

2Url.lguay Round adalah the eighth round of multilateral frade negotiations. It was
faunched at Punta del Este, Uruguay, on 25 September 1986. Negotiations concluded in Geneva
on 13 December 1993, and it was signed by Ministers in Marrakesh, Morocco, on 15 Aprit 1994.
Waller Goode, Dictionary of Trade Policy Terms, Fifih Edition (New York: Cambridge University
Press, 2007), hal, 470.
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perdagangan, karena mereka berpikir bahwa melakukan hal itu merupakan usaha
terselubung untuk memperkenalkan investasi ke dalam perundingan’.

Kecemasan mereka memuncak melalui amanat perundingan Amerika
Serikat yaitu melalui Trade and Tariff Act 1984, yang menyatukan jasa dan
investasi berada di bawah perdagangan. Negara-negara berkembang menerima
keikutsertaan perdagangan jasa dalam deklarasi Punta del Este pada tahun 1986
hanya dengan syarat bahwa perundingan dalam perdagangan jasa akan terjadi
terpisah dari perdagangan barang, yaitu dengan pedoman perkembangan yang
jelas, Pertemuan pertama mengenai jasa berpusat pada mendefinisikan
perdagangan jasa’. Negara-negara industri memperdebatkan bahwa kehadiran
pemasok di pasar‘;ﬁar negeri melalui beberapa bentuk investasi diperlukan untuk
sebagian besar jasa.

Pada pertemuan tingkat menteri pada tahun 1988, disepakati bahwa
definisi perdagangan jasa harus termasuk perpindahan faktor-faktor produksi di
mana perpindahan itu penting bagi pemasoks. Ini dianggap sebagai kemenangan
bagi negara-negara berkembang karena dimulai oleh sekelompok dari mereka,
termasuk Argentina, Colombia, Kuba, Mesir, India, Meksiko, Pakistan dan Peru®.
Negara-negara berkembang telah mencoba untuk membentuk simetri antara
modal dan tenaga kerja, dan ini merupakan langkah ke arah itu. Namun demikian,
definisi ini tidak mencakup pembentukan permanen atau imigrasi, hanya kegiatan
yang ditandai dengan tujuan kekhususan, keabstrakan transaksi dan jangka waktu
yang terbatas.

Antara pertemuan tingkat menteri Montreal dan Brussel (1990) banyak
tugas yang dilakukan untuk menyempurnakan definisi perdagangan jasa dan

hambatan terhadap perdagangan terssbut’. Definisi ini disusun untuk mencakup

*Kamal Mallotra, Making Global Trade Work For People (New York: Earthscan
Publications Lid., 2003), hal. 256.

Ibid.
Sthid,
“Ibid.

Ibid.
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pemasokan jasa oleh pemasok jasa dari suaiu Anggota melalul kehadiran
komersial (commercial presence) di wilayah negara lain. Kebijakan yang
membatasi akses pasar (marker access) dan mencakup semua moda pemasokan
dicantumkan dalam Pasal XVT GATS. Diputuskan bahwa atas desakan negara-
negara berkembang, pertakuan nasional (wational freatment) harus menjadi
subyek dalam perundingan komitmen sektoral dan subscktoral khusus.

Struktur GATS mencerminkan proposal dari negara-negara berkembang.
Dalam hal ini, terjadi diskusi besar tentang apakah komitmen harus dalam bentuk
negative list (schedule terdiri dari kebijakan-kebijakan yang setiap negara ingin
pertahankan, yang merupakan pengecualian seperangkat aturan) atau positive list
(di mana schedule akan menetapkan akses yang sebenarnya dan komitmen
perlakuan nasional (national treatment) bahwa setiap anggota bersedia menerima
setiap sektor jasa yang termasuk di dalamnya)®. Negative list dipandang layak
untuk beberapa alasan, di mana yang paling penting adalah bahwa tidak ada
perjanjian mengenai tujuan umum atau target. Namun, untuk setiap sektor yang
termasuk dalam positive list, semua hambatan akses pasar (markef access) dan
penyimpangan dari perlakuan nasional (nafional treatment) akan terikat.

Pada akhir Putaran Uruguay, para Anggota setuju untuk melanjutkan
perundingan pada tiga sektor (telekomunikasi dasar, jasa keuangan dan jasa

angkutan laut) dan satu moda pemasokan, yaitu perpindahan individu (movement

of natural per.s'rm)q_
a. Telekomunikasi Dasar
Telekomunikasi merupakan isu yang kompleks karena menyangkut hak
monopoli pemerintah di bidang ini, sehingga pada Putaran Uruguay tidak
ada negara yang menyampaikan komitmennya di bidang ini. Sementara
itu, penerapan milai tambah pada sektor jasa telekomunikasi sering

dilakukan oleh sektor swasta telah masuk schedule GATS. Perundingan-

8Ibid.

*Departemen Luar Negeri, Direktorat Jenderal Multilateral, Direkiorat Perdagangan,
Pedndustrian, Investasi dan HKI, Sekifas WTO (World Trade Organization), edisi keempat, hal,
34-35.

UNIVERSITAS INDONESIA

Analisis hukum..., Afrianti Kusuma Wardhani, FH Ul, 2010.



15

perundingan di bidang telekomunikasi berakhir pada Februan 1997

dengan berbagai komitmen nasional yang baru, yang efektif berlaku mulaj
Februari 1998.

b. Jasa Keuangan
Jasa keuangan merupakan sektor yang dipandang membutuhkan
perundingan l[ebih lanjut untuk meningkatkan jumlah komitmen yang
terdapat dalam daftar awal schedule of commitment Putaran Uruguay.
Secara resmi perundingan sektor ini berakhir pada Juli 1995, namun
karena masih dipandang perlu, perundingan lanjutan diadakan untuk
memperluas cakupan komitmen, sehingga perundingan jasa keuangan baru
berakhir pada 1997.

¢. Jasa Angkutan Laut
Perundingan-perundingan mengenai transportasi laut sebenarnya
dijadwalkan berakhir pada Juni 1996, tetapi para peserta tidak mencapai
kesepakatan atas suatu paket komitmen. Beberapa komitmen sudah masuk
dalam daftar komitmen beberapa negara yang mencakup komitmen akses
kepada dan penggunaan fasilitas pelabuhan, jasa bantuan/penolong dan
transportasi laut.

d. Movement of Natural Person
Komitmen dalam movemeni of natural person (Mode 4) terbatas
cakupannya'®. Mode 4 GATS tidak mencakup orang vang mencari
pekerjaan tetap atau tempat tinggal tetap di suatu negara, tetapi mencakup

perpindahan sementara tenaga kerja terampil dan tidak terampil .

Pada akhir Putaran Uruguay, GATS juga membiarkan terbuka untuk
perundingan pasal-pasal mengenai mekanisme pengamanan darurat (emergency
safeguard mechanism), pengadaan pemerintah (government procurement) dan

subsidi. Perundingan pada masalah-masalah ini tidak selesai pada putaran pertama

"®Malhotra, op. ¢it, hal. 257.

"bid,, hal. 272,

UNIVERSITAS INDONESIA

Analisis hukum..., Afrianti Kusuma Wardhani, FH Ul, 2010.



16

dan telah menjadi bagian dari putaran baru. Perundingan dalam putaran baru
melibatkan dua tahap, yaitu tahap pembuatan aturan pada saat aturan untuk jasa
(tentang subsidi, pengamanan (safeguard) dan pengadaan pemerintah
(government procurement)) dirundingkan, dan tahap permintaan dan penawaran
akses pasar {(market access) pada saat para anggota berunding lebih lanjut
mengenai akses pasar (marke! access). Selama tahap tawar menawar yang baru
ini, negara-negara berharap untuk berunding secara bilateral dengan permintaaan

dan penawaran sektoral khusus.

2. Tujuan Dasar "=
Sebagaimana dicantumkan dalam pembukaan, GATS dimaksudkan untuk
memberikan kontribusi kepada perluasan perdagangan melalui transparansi dan
liberalisasi bertahap, serta sebagai sarana untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi bagt seluruh mitra dagang dan bagi pembangunan di negara
berkembang'?. Oleh karena itu, perluasan perdagangan tidak dipandang sebagai
tujuan, tetapi sebagai instrumen untuk mencapai pertumbuhan dan pembangunan.
Kontribusi GATS pada perdagangan jasa dunia terdiri dari dua pilar
utama, yaitu:
a. menjamin meningkatnya transparansi dan prediktabilitas peraturan; dan
b. mendorong liberalisasi bertahap melalui rangkaian putaran perundingan.
Pilar terakhir ini sejalan dengan peningkatan akses pasar (marke! access) dan
perlakuan nasional (national treatment) kepada jasa dan pemasok jasa luar negeri.
Hal ini tidak termasuk deregulasi. Akan tetapi, GATS secara eksplisit mengakui
hak pemerintah untuk mengatur dan mengeluarkan peraturan baru dalam rangka
mencapai tujuan kebijakan nasional, khususnya bagi negara berkembang.
GATS merupakan kerangka hukum multilateral yang disepakati untuk
perdagangan jasa yang menetapkan sistem kondisi yang diprediksi dan berlaku
(komitmen mengikat) untuk perdagangan jasa yang berlaku untuk semua Anggota

WTO". GATS mempunyai tiga tujuan, yaitu'*:

*WTO Trade in Services Division, op. cif., hal. 3.
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a. untuk mencapai liberalisasi bertahap perdagangan jasa melalui serangkaian
perundingan, yang bertujuan untuk memajukan kepentingan semua
anggota WTO dan mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban;

b. untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan [iberalisasi
perdagangan jasa, sebagaimana yang GATT lakukan melalui liberalisasi
perdagangan barang; dan

c. untuk meningkatkan partisipasi negara-negara berkembang dalam
perdagangan dunia di bidang jasa dan memperluas ekspor jasa dengan
mengembafgkan kapasitas ekspor dan menjamin peluang ekspor -dalam

kepentingan ckspor mereka.

3. Karakteristik Jasa

Karakteristik jasa adalah bahwa jasa bersifat intangible, invisible dan tidak
dapat disimpan, sedangkan barang bersifat tangible, visible dan dapat disimpan.
Namun demikian, ada beberapa jasa yang bersifat visible seperti laporan konsultan

yang dituangkan dalam disket atau dapat disimpan seperti felephone answering

system’”.

Oleh karena sifatnya yang intangible dan karena banyak transaksi jasa
tidak melibatkan perpindahan lintas batas, perlindungan terhadap industri jasa
tidak dapat diberikan melalui kebijakan yang berlaku di perbatasan. Perlindungan
terhadap industri jasa dilakukan terutama oleh peraturan perundang-undangan
dalam negeni atas investasi asing langsung dan keikutsertaan pemasok jasa asing
industri dalam negeri dengan melarang pemasok jasa asing (seperti bank atau

perusahaan asuransi) untuk melakukan investasi atau mendirikan suatu kantor

Piyorid Trade Organization and OCED, “Background Note on GATS Mode 4 and lis
Information Needs,” (Meeting of the Technical Subgroup on Movement of Natural Persons —
Mode 4, Paris, 31 Januari — | Februari 2005), hal. 2.

"“Julia Nielson dan Daria Taglioni, “A Quick Guide 10 the GATS and Mode 4,” (Makalah
disampaikan pada OCED — WORLD BANK - IOM Seminar on Trade and Migration, Geneva, 12-
14 November 2003), hal. 4.

YCatatan kaki ke-22 International Trade Centre UNCTAD/WTOQ and Commonwealih
Secretariat, Business Guide to The Uruguay Round, (Geneva: International Trade Centre
UNCTAD/WTO dan Commonwealth Sceretariat, 1996), hal. 257,
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cabang yang diperlukan untuk pemasokan jasa tersebut'®. Peraturan perundang-
undangan dapat berlaku secara diskriminatif pada individu (nafural person) yang
memasok jasa, sehingga dimungkinkan untuk memberikan perlakuan yang kurang
menguntungkan kepada mereka dibandingkan dengan perlakuan yang diberikan
kepada produsen dalam negeri berdasarkan ketentuan pengecualian prinsip
national treatment (non-application of the national treatment pn'nciple)”. Selain
itu, perlakuan yang tidak sama dapat diberikan kepada pemasok jasa dari negara-
negara yang berbeda sesuai dengan ketentuan pengecualian prinsip MEN (non-
application of the MFN principle)'®.
4. Moda Pemasokan (Modes of Supply) dalam Perdagangan Jasa
Definisi perdagangan jasa menurut GATS terdiri darl empat jenis yang
tergantung pada keberadaan pemasok dan konsumen pada saat transaksi
dilakukan. GATS mendefinisikan empat cara perdagangan jasa, yang dikenal
dengan moda pemasokan (modes of supply), yaitu';
a. Mode 1 - Cross Border Supply, yaitu pemasokan suatu jasa dari wilayah
satu negara Anggota ke negara Anggota lainnya,
Sama halnya dengan perdagangan barang, berdasarkan moda pemasokan
ini konsumen maupun penyedia jasa tidak pindah ke negara lain. Sebagai
contoh adalah jasa telekomunikasi, keuangan, dan profesional ™.
b. Mode 2 - Consumption Abroad, yaitu pemasokan suatu jasa dalam wilayah

suatu negara Anggota untuk konsumen jasa dari negara Anggota lain.

"International Trade Centre UNCTAD/WTO and Commonwealth Secretarial, Business
Guide to The Uruguay Round, (Gencva: Intermational Trade Centre UNCTAD/WTO dan
Commonwealth Secretarial, 1996), hal. 260,

Vibid.

rbid.

1] ihat Pasal 1.2 GATS.

®United Nations, Economic Commision for Europe, Services in Transition Econoniies
(Geneva: United Nations Publications, 2001}, hal. 17.
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Dalam hal ini, orang secara fisik pindah ke negara lain, tetapi pemasok
jasa tidak pindah. Sebagai contoh adalah pariwisata, pendidikan dan
transportasi di luar negeri®'.

c. Mode 3 - Commercial Presence, yaitu pemasokan suatu jasa yang

dilakukan oleh pemasok jasa di suatu negara Anggola dengan mendirikan
kegiatan usaha di negara Anggota lainnya.
Dalam hal ini, lembaga pemasok jasa pindah ke negara lain, sedangkan
konsumen tidak pindah. Sebagai contoh adalah berbagai jenis investasi
asing langsung (foreign direct investmenr}, terutama jasa perdagangan
eceran (retail) dan jasa kenangan®. -

d. Mode 4 - Movemen! of Naiural Persons (MNP), yaitu pemasokan suatu
jasa yang dilakukan oleh individu pemasok jasa dari suatu negara Anggota
di dalam wilayah negara Anggota lainnya. Individu pemasok jasa pindah
ke negara fain untuk memberikan jasanya kepada konsumen di luar negeri.
Dalam hal ini, perdagangan jasa terjadi ketika jasa disediakan oleh warga
negara dari negara lain, yang dikenal sebagai presence of nafural persons.
Sebagai contoh adalah jasa konsultansi dan bisnis lainnya yang

memerlukan spesialisasi keahlian yang tinggi dari individu penyedianya®.

5. Ruang Lingkup dan Pengecualian Ruang Lingkup GATS

Pasal 1.1 GATS menyatakan bahwa GATS berlaku untuk kebijakan-
kebijakan negara Anggota yang mempengaruhi perdagangan jasa. Kebijakan-
kebijakan oleh negara Anggota ini adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah
dan pihak-pihak yang berwenang di lingkat pusat, regional atau daerah, dan
lembaga non-pemerintah yang melaksanakan kekuasaan yang diutus oleh
pemerintah atau pihak-pihak berwenang di tingkat pusat, regional atau daerah®,

Definisi yang sesuai mencakup semua kebijakan yang terkandung dalam Pasal

2 bid.
“bid.
Brbid. sebagaimana dikulip dari WTQ Secrelarial, An fntroduction to the GATS, (1999).

HWTO, GATS, pasal 111 (a).
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XXVIII GATS, yaitu apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan, ketentuan,
prosedur, keputusan, tindakan administratif, atau bentuk lainnya yang berkaitan
dengan:
1) pembelian, pembayaran atau penggunaan suatu jasa,
2) akses atau penggunaan jasa yang dibutuhkan Anggota untuk disediakan
bagi masyarakat;
3) kehadiran, termasuk kehadiran komersial, individu dari Anggota untuk

pemasokan jasa di wilayah Anggota lain.

Dalam- rangka strukturisasi ~-komitmen, Anggota WTO umumnya

menggunakan sistem klasifikasi yang terdiri dart 12 sektor utama jasa, yaitu:"5 :

1) jasa bisnis (termasuk jasa profesional dan jasa komputer);

2) jasa komunikasi;

3) jasa konstruksi dan teknik terkait;

4) jasa distribusi;

5) jasa pendidikan;

6) jasa lingkungan;

7) jasa keuangan (termasuk asuransi dan perbankan);

8) jasa kesehatan dan sosial,

9) jasa wisata dan jasa yang berhubungan dengan pariwisata;

10) jasa rekreasi, budaya dan olah raga;

11)jasa transportasi; dan

12) jasa-jasa lain.
Sektor-sektor ini selanjutnya dibagi lagi menjadi total sekitar 160 sub-sekior.
Menurut sistem klasifikasi ini, setiap sektor jasa dapat dimasukkan ke dalam
schedule of commitment Anggota dengan akses pasar (market access) tertentu dan
kewajiban perlakuan nasional (national treatment). Setiap Anggota WTO harus

menyerahkan schedule tersebut dalam kerangka GATS®,

BWTO Trade in Services Division, op. cit,, hal. 6.
Dua belas sektor jasa ini terdapat dalam WTO Document MTN.GNS/W/120 mengenai Services
Secioral Classification List,

rbid., hal. 7.
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GATS mencakup semua jasa kecuali hak lalu lintas udara dan jasa
langsung yang terkait, serta jasa yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan
pemerintah, Berdasarkan Annex on Air Transport Services, hanya kebijakan yang
mempengaruhi jasa perbaikan dan perawatan pesawat, penjualan dan pemasaran
Jjasa transportasi udara, serta jasa sistem reservasi komputer yang tercakup dalam
GATS. Sedangkan, kebijakan yang mempengaruhi hak lalu lintas udara dan jasa
langsung yang terkait dikecualikan. Pengecualian ini akan ditinjau secara berkala.
Pengecualian lainnya adalah jasa yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan
pemerintah (Pasal [.3 (b) GATS). Definisi yang sesuai menetapkan bahwa jasa ini
bukan dipasok; baik untuk kepentingan- bisnis maupun untuk kepentingan
persaingan dengan satu atau lebih pemasok jasa (Pasal 13 (c) GATS). Sebagai
contoh adalah polisi, pemadam kebakaran, operasi kebijakan moneter, kewajiban

jaminan sosial, serta administrasi pajak dan pabean.

6. Prinsip-prinsip GATS
a. Most Favoured Narion (MFN)

Kewajiban perlakuan MFN mewajibkan Anggota WTO yang
membernkan perlakuan istimewa tertentu ke negara lain untuk memberikan
perlakuan istimewa yang sama kepada seluruh Anggota WTO lainnya®’.
Kewajiban perlakuan MFN memupakan aturan paling penting dalam
hukum WTQO. Tanpa aturan ini, sistem perdagangan multilateral tidak
dapat dan tidak akan ada®,

Pasal I1.1 GATS melarang diskriminasi antara jasa dan pemasok

jasa yang sejenis dari negara-negara yang berbeda. Menurut Pasal ini:

With respect to any measure covered by this agreement, each
member shall accord immediately and unconditionally fo services
and service suppliers of any other Member treatment no less

Peter Van den Bossche, The Law and Policy of World Trade Organization: Text, Cases
and Materials, 2nd edition, (The United Kingdom; Cambridge University Press, 2008), hal. 38.

2rbid.
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Javourable than that it accords fo fike services and service
suppliers of any other country™.

Berdasarkan Pasal I[.1 GATS, ada tiga pertanyaan yang perlu
dijawab untuk menentukan apakah suatu kebijakan melanggar kewajiban
perlakuan MI'N atau tidak, yaitu apakah kebijakan yang dipermasalahkan
merupakan kebijakan yang tercakup dalam GATS; apakah jasa atau
pemasok jasa tersebut menyangkut jasa yang sejenis atau pemasok jasa
yang sejenis; dan apakah perlakuan yang kurang menguntungkan
diberikan kepada jasa atau pemasok jasa Anggota™”.

1) Kebijakan yang tercakup dalam GATS (measures covered by rhis

Agreemen)

Untuk kebijakan yang tercakup dalam GATS, kebijakan
tersebut harus mempakan kebijakan yang dilakukan oleh Anggota
dan kebijakan yang mempengaruhi perdagangan jasa®'.

(i) Kebijakan yang dilakukan oleh Anggota
Berdasarkan Pasal 1.3 (a) GATS, suatu kebijakan
yang dilakukan oleh Anggota tidak terbatas pada kebijakan-
kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau
pejabat-pejabat  pemerintah pusat. Kebijakan yang
dilakukan oleh pemerintah dan pejabat-pejabat daerah atau
setempat juga merupakan kebijakan yang dilakukan oleh

Anggota dalam arti Pasal {.1 GATS. Kebijakan yang

dilakukan oleh badan non-pemerintah merupakan kebijakan

yang dilakukan Anggota jika kebijakan-kebijakan ini
dilakukan dalam pelaksanaan kekuasaan yang dilimpahkan

oleh pemerintah atau pejabat’”. Kebijakan yang dilakukan

PWTO, GATS, pasal IL1,
**Van den Bossche, op. cit., hal. 336,

N1bid.
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oleh Anggota dapat berupa hukum atau undang-undang
(lenw), peraturan (reguwlction), aturan (rule), prosedur
{procedure),  keputusan (decision) atau  tindakan
administrative  {(administrative  «action), atau bentuk
lainnya®’. Dengan demikian, kebijakan yang dilakukan oleh
Anggota dapat berupa hukum parlemen nasional dan
keputusan pejabat pemerintah atau aturan-aturan yang

disetujui oleh lembaga-lembaga profesional™ |

- .- (i) Kebijakan yang mempengaruhi perdagangan jasa

Ada dua faktor yang harus diuji apakah kebijakan
tersebut mempengaruhi perdagangan jasa atau tidak.
Faktor-faktor tersebut adalah:

e apakah terdapat perdagangan jasa sebagaimana
dimaksud Pasal 1.2 GATS; dan

e apakah kebijakan yang diduga mempengaruhi
perdagangan jasa tersebut sesuai dengan ketentuan
Pasat 1.1 GATS™.

2) Jasa atau pemasock jasa sejenis (like services or service suppliers)

Perlakuan MFN mulai berlaku jika telah ditetapkan

kebijakan yang dipermasalahkan tercakup dalam GATS. Dalam hal

ini harus ditentukan apakah suatu jasa atau pemasok jasa

menyangkut jasa yang sejenis atau pemasok jasa yang sejenis,

sechingga jasa atau pemasok jasa vyang tidak sejenis dapat
diperlakukan berbeda™.

321 ihat Pasal 1.3 GATS.

3van den Bossche, Joc, cit. Lihat Pasal XX VIII (a) GATS.

3van den Bossche, foc. cif.

¥bid., hal. 337.

*Ibid., hal. 340,
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Definisi jasa tidak diatur dalam GATS, tetapi GATS hanya
mengatur bahwa yang termasuk jasa adalah seluruh jasa di semua
seklor kecuali jasa yang dipasok dalam pelaksanaan wewenang
pemerintah®’. Akan tetapi, GATS mengatur definisi pemasok jasa
yang terdapat dalam Pasal XX VIl (g) GATS™.

GATS juga tidak mengatur definisi jasa yang sejenis (/ike
services) dan pemasok jasa yang sejenis (like service suppliers),
dan hampir tidak ada kasus hukum yang relevan dengan pengertian
definisi-definisi ini. Penentuan persamaan (/ikeness) jasa dan
pemasok jasa harus didasarkan pada faktor-faktor lain yang relevan
dengan:

» karakteristik jasa atau penyedia jasa;

o klasifikasi dan deskripsi jasa menurut sistem United Nations
Central Product Classification System (CPC); dan

o kebiasaan-kebiasaan dan kecenderungan konsumen jasa atau

penyedia jasa™.

Selain itu, dua penyedia jasa yang memasok jasa yang
sejenis belum tentu merupakan pemasok jasa yang sejenis. Faktor-
faktor seperti besarnya pemasok jasa, aset, penggunaan teknologi,

serta sifat dan tingkat keahlian harus dipertimbangkan™’.

3) Perlakuan yang tidak kurang menguntungkan (freafment no less

Sfavourable)
Anggota harus memberikan jasa atau pemasok jasa

Anggota perlakuan yang tidak kurang menguntungkan dengan

"WTO, GATS, pasal 1.3 (¢).

3L ihat Pasal XX VI (g) GATS.

¥van den Bossche, loc. cit.

Orbid.
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segera dan tanpa syarat dibandingkan perlakuan yang mereka
berikan pada jasa yang sejenis atau pemasok jasa yang sejenis dari
negara-negara lainnya. Pasal 11 GATS tidak mengatur pedoman
mengenal pengertian perlakuan yang tidak kurang menguntungkan.
Namun pasal XVII GATS mengenai kewajiban perlakuan nasional
(national treatmenf) memberikan pedoman mengenai pengertian

perlakuan yang tidak kurang menguntungkan. Pasal XVIL3 GATS

menyatakan:

Formally identical or formally different treatment shall be
considered to be less favourable if it modifies the conditions
of compelition in favour of services or service suppliers of
the Member compared to like services or service suppliers
of any other Member.

Berdasarkan Pasal XVII GATS, kebijakan merupakan
perlakuan yang kurang menguntungkan jika kebijakan tersebut

mengubah iklim persaingan yang mendukung jasa atau pemasok

jasa dalam negeri®'.

b. Perlakuan Nasional (National! Treatment)

Kewajiban perlakuan nasional mewajibkan Anggota WTO untuk
memperlakukan produk asing, jasa dan pemasok jasa dengan tidak boleh
kurang menguntungkan dibandingkan dengan Anggota tersebut
memperlakukan produk dalam negeri, jasa dan pemasok jasa yang
sejenis“. Penerapan kewajiban perlakuan nasional dalam perdagangan jasa
tidak seluas penerapan perlakuan nasional dalam perdagangan barang.
Untuk perdagangan jasa, kewajiban perlakuan nasional tidak mempunyai
penerapan umurm untuk selurub perdagangan. Penerapan itu hanya berlaku

sepanjang suatu negara Anggota WTO telah secara tegas berkomitmen

Ybid., hal. 341,

21bid, hal. 38.
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untuk memberikan perlakuan nasional sehubungan dengan sektor-sektor
jasa tertentu sebagaimana tertuang dalam schedule of specific
commitments yang dibuat oleh Anggota tersebut™.

Kewajiban perlakuan nasional dalam perdagangan jasa diatur
dalam Pasal XVIl GATS. Prinsip ini mewajibkan negara Anggota untuk
memberikan perlakuan yang tidak boleh kurang kepada jasa dan pemasok
jasa dari setiap negara Anggota dibandingkan dengan perlakvan yang
diberikannya kepada jasa dan pemasok jasa sejenis di dalam negerinya™.

Ada tiga faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan apakah
suatu tindakan melanggar kewajiban perlakuan nasional atau tidak. Faktor-

falctor tersebut adalah:

1) Kebijakan negara Anggota yang mempengaruhi perdagangan jasa
(measures by Members affecting trade in services)
Ada dua faktor yang harus diuji apakah kebijakan tersebut
mempengaruhi perdagangan jasa atau tidak. Faktor-faktor tersebut
adalah:

¢ apakah terdapat perdagangan jasa sebagaimana dimaksud Pasal
1.2 GATS; dan
= apakah kebijakan yang diduga mempengaruhi perdagangan jasa

tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1.1 GATS®.

2) Jasa dan pemasok jasa sejenis (fike services or service suppliers)
Faktor kedua adalah apakah jasa dan pemasok jasa luar
negeri dan dalam negeri merupakan jasa yang sejenis atau pemasok
jasa yang sejenis. Oleh karena hampir tidak ada kasus hukum yang

relevan dengan pengertian persamaan (/ikeness) sesuai ketentuan

Brbid., hal. 39.
“WTO, GATS, pasal XVIL1.

Van den Bossche, op. cir., hal. 393.
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Pasal XVII GATS, maka penentuan persamaan (fikeness) untuk

Jasa dan pemasok jasa harus didasarkan pada faktor-faktor lain

yang relevan dengan:

» karakteristik jasa atau penyedia jasa;

o klasifikasi dan deskripsi jasa menurut sistem United Nations
Central Product Classification System (CPC); dan

¢ kebiasaan-kebiasaan dan kecenderungan konsumen jasa atau

penyedia jasa®.

Selain itu, bérdasarkan Pasal XVII GATS, duz penyedia
jasa yang memasok jasa yang sejenis belum tentu merupakan
pemasok jasa yang sejenis’’. Fakior-faktor seperti besarnya
perusahaan, aset, penggunaan teknologi, serta sifat dan tingkat

keahlian harus dipertimbangkan®®.

Perlakuan yang tidak kurang menguntungkan (freatment no less
Javourable)

Faktor ketiga adalah apakah jasa dan pemasok jasa asing
diberikan perlakuan yang tidak kurang menguntungkan
dibandingkan dengan jasa dan pemasok jasa dalam negeri. Pasal
XVII ayat 2 dan 3 GATS menjelaskan persyaratan perlakuan yang

tidak kurang menguntungkan, yang menyatakan:

2. A Member may meet the requirement of paragraph [ by
according (o services and service suppliers of any other
Members, either formally indentical treatment or formally
different treatment to that it accords to its own like services and
service suppliers.

61bid., hal. 394.

bid.

Brpid.
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3. lormally identical or formally different freatment shall be
considered to be less favouwrable if it modifies the conditions of
compelition in favour of services or service suppliers of the
Member compared 1o like services or service suppliers of any
other Member .

Dikatakan bahwa suatu Anggota yang memberikan
perlakuan yang secara formal sama terhadap jasa atau pemasok
jasa asing dan dalam negeri dapat melanggar kewajiban perlakuan
nasional. Hal ini terjadi apabila Anggota tersebut dalam
memberikan perlakuan yang secara formal sama, mengubah iklim
persaingan yang ‘mendukung jasa atau pemasok jasa dalam

- negeri®.

c. Transparansi (Trarnsparency)

Prinsip transparansi dalam perdagangan jasa memiliki kedudukan
dan peranan yang sangat penting karena terkait dengan hambatan
perdagangan, di mana dalam perdagangan jasa hambatan terletak pada
peraturan domestik®’. Transparansi terhadap peraturan domestik sangat
diperlukan untuk menciptakan iklim perdagangan yang kondusif karena
menjadikan iklim perdagangan dapat diprediksi (prediciable).

GATS menempatkan konsep prinsip transparansi dalam

pembukaannya, di mana dikatakan:

Wishing to establish a multilateral framework of principles and
rules for trade in services with a view {o the expansion of such
frade under condifions of iransperancy and progressive
liberalization and as a means of promoting the economic growth of
all trading pariners and the development of developing countries’'.

1bid., hal. 395.

**Banny R. Ramadhani, “Prinsip Transparansi dalam Perdagangan Jasa: Kedudukan,
Pcran dan Pencrapan,” Mndonesia dan WTO (Edisi V 2008): 28.

S'WTO, GATS, pembukaan GATS paragrafl ke-2.
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Berdasarkan pembukaan tersebut, GATS mengakui pentingnya
penerapan prinsip transparansi dan mengharapkan terciptanya kerangka
perdagangan multilateral untuk memperluas perdagangan jasa yang
didasarkan pada transparansi dan liberalisasi bertahap.

Selain diatur dalam pembukaan, GATS juga mengatur prinsip
transparansi pada pasal-pasal yang terdapat di dalamnya. Pasal ([T GATS
merupakan pasal yang mengatur secara khusus dan eksplisit mengenai
transparansi, namun pengaturan transparansi ini juga dapat ditemukan di
beberapa pasal seperti dalam Pasal V, V1, VII, VIII dan IX GATS.

Pasal IIT GATS secara spesifik mengatur tentang kewajiban negara
Anggota untuk melakukan publikasi dan notifikasi. Pasal III.1 GATS
mewajibkan negara Anggota untuk mempublikasikan sesegera mungkin
semua peraturan atau kebijakannya yang relevan di mana dapat berdampak
pada pelaksanaan persetujuan bidang jasa. Ketentuan ini memiliki
pengecualian, yaitu tidak berlaku pada saat keadaan darurat.

Pasal [I1.3 GATS mensyaratkan notifikasi tahunan kepada WTO
terhadap undang-undang, peraturan, ataupun pedoman administratif yang
dapat mempengaruhi sektor jasa yang telah dimasukkan ke dalam
komitmen spesifik, di mana notifikast ini juga berlaku terhadap
perubahannya. Pasal II1.4 GATS mewajibkan Anggota WTO untuk
membentuk pusat informasi (enquiry points) guna menyediakan informasi
kepada negara Anggota lainnya. Pusat informasi ini harus telah dibentuk
selambat-lambatnya dua tahun setelah berdirinya WTO. Selain itu, prinsip
transparansi juga diimplementasikan melalui schedule of specific
commitment dari tiap-tiap negara Anggota. Melalui schedule ini akan
terlihat sektor-sektor dari negara anggota yang telah diberi komitmen

untuk diliberalkan dan seberapa besar tingkat liberalisasinya®.

S2Ramadhani, Joc. cit., hal. 29.
UNIVERSITAS INDONESIA

Analisis hukum..., Afrianti Kusuma Wardhani, FH Ul, 2010.



30

d. Peraturan Domestik (Domestic Regulation)

Ketentuan peraturan domestik diatur dalam Pasal VI GATS.
Negara Anggota harus menjamin bahwa pada sektor-sektor di mana
komitmen liberalisasi telah dicantumkan dalam specific of commitment,
semua kebijakan yang berlaku umum yang berdampak pada perdagangan
jasa, hendaknya dijalankan secara wajar. obyektif dan tidak memihak.
Selain itu, negara Anggota harus tetap mempertahankan atay membentuk
secepat mungkin lembaga yudisial, arbitrase atau peradilan tata usaha, atau
prosedur, yang menetapkan pemeriksaan cepat dan meminta pertimbangan
hukum dalam keputusan administratif yang mempengaruhi perdagangan
jasa, atas permintaan pemasok jasa®®. Ketentuan ini dikecualikan jika
bertentangan dengan konstitusi atau sistem negara yang bersangkutan®
Selain itu, lembaga vyang berwenang negara Anggota harus
memberitahukan kepada pemasok jasa tersebut mengenai keputusan
terhadap izin tersebut™.

Aturan yang dibuat negara Anggota harus menjamin bahwa
persyaratan tersebut:

1) didasarkan atas kriteria yang obyektif dan transparan, seperti
kompetensi dan kemampuan untuk memasok jasa;

2) tidak lebih memberatkan daripada yang semestinya diperlukan
untuk menjamin kualitas pemasokan jasa;

3} sepanjang menyangkut prosedur perizinan, hal tersebut bukan
merupakan hambatan bagi kegiatan pemasokan jasa.

Negara Anggota tidak diperbolehkan memberlakukan ketentuan
mengenal persyaratan perizinan dan kualifikasi, serta standar-standar

teknis yang dapat menghilangkan atau mengurangi implementasi

PWTO. GATS, pasal V1.1,
H1bid., pasal V1.2 (a).
**Ibid., pasal V1.2 (b},

*“Ibid., pasal VL3.
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komitmen spesifik yang telah dibuat™ Untuk menentukan apakah
tindakan suatu negara Anggota sejalan, harus dikaji apakah negara tersebut
memberiakukan standar-standar internasional yang ditetapkan oleh

organisasi-organisasi internasional yang dipandang relevan™,

Pengakuan (Recognitiorn)

Prinsip pengakuan diatur dalam Pasal VII GATS. Negara Anggota
tidak diperbolehkan memberikan suatu pengakuan yang berdampak pada
terjadinya diskriminasi terhadap negara Anggota lainnya dalam penerapan
standar atau kriteria untuk memperoleh otorisasi, perizinan atau sertifikasi
pemasok jasa ataupun yang dapat menimbulkan hambatan terselubung
dalam perdagangan jasa>”.

Perusahaan atau orang yang memasok jasa harus mempunyai
sertifikat, lisensi atau otorisasi lainnya yang diperlukan untuk menjalankan
usaha®. Persyaratan untuk kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja
sering berbeda antara satu negara dengan negara lainnya sehingga sulit
bagi pemasok jasa untuk memperoleh otorisasi tersebut’’. Untuk
mengatasi masalah tersebut, GATS mendorong negara-negara Anggota
untuk melakukan pengaturan secara bilateral atau plurilateral terkait
dengan pengakuan bersama (murual recognifion) atas kualifikasi yang
diperiukan untuk pemberian otorisasi®*. Sistem pengakuan bersama

tersebut harus terbuka untuk pencapaian oleh negara-negara Anggota lain,

hal. 266.

' Ibid,, pasal V1.5 (a).
*®1bid., pasal VL5 (b).
F1bid,, pasal VIL3,

“nternational Trade Centre UNCTAD/WTO and Commonwealth Secretariat, op. cit.,

“fbid.
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jika negara-negara tersebut dapat menunjukkan bahwa standar dalam

negerinya dan persyaratannya setara dengan sistem pengakuan bersama®.

Akses Pasar (Market Access)

Ketentuan akses pasar diatur dalam Pasal XVI GATS. Berdasarkan
prinsip ini, negara Anggota harus memberikan perlakuan terhadap jasa
atau pemasck jasa dari negara lain yang tidak boleh kurang
menguntungkan dari yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan,
pembatasan dan persyaratan yang tercantum dalam schedule of
commitment®®. Selain itu, sepanjang tidak diatur berbeda-dalam schedule of
commitfmeni, negara Anggota tidak boleh mempertahankan atau
memberlakukan, baik yang berlaku pada sebagian wilayah tertentu
maupun yang berlaku secara nasional, tindakan atau kebijjakan sebagai
berikut:

1) pembatasan jumiah pemasok jasa, baik dalam bentuk kuota,
monopoli, pemasok jasa ekslusif maupun persyaratan tes
kebutuhan ekonomi (economic needs tests),

2) pembatasan jumlah nilai transaksi jasa atau aset dalam bentuk
kuota atau persyaratan tes kebutuhan ekonomi (economic needs
tests),

3) pembatasan jumlah kegiatan jasa atau total kuantitas dari hasil jasa
yang dinyatakan dengan jumlah satuan yang ditentukan dalam
bentuk kuota atau persyaratan tes kebutuhan ekonom: {c¢conomic
Heeds fests),

4) pembatasan jumiah individu yang dapat dipekerjakan di sektor jasa
tertentu atau yang dapat dipekerjakan pemasok jasa, serta yang
diperlukannya atau terkait langsung dengan pemasokan jasa
tertentu dalam bentuk angka kuota atau persyaratan tes kebufuhan

ekonomi (economic needs tesis),

1bid.

“"WTQ, GATS, pasal XVI.1.
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5) kebijakan-kebijakan yang membatasi atau mempersyaratkan jenis
badan hukum atau join/ vemfure tertentu yang memungkinkan
pemasok jasa dapat melakukan kegiatan pemasokan jasa; dan

6) pembatasan keikutsertaan modal asing dalam bentuk pembatasan
proseniase maksimum kepemilikan saham asing atau nilai total

- . , 64
investasi asing, baik secara perorangan maupun keseluruhan™.

GATS memberikan gambaran bahwa komitmen untuk
meliberalisasikan akses pasar terutama dilakukan dengan melakukan
penyesuaian. peraturan perundang-undangan dalam negeri yang ditujukan

bagi peningkatan akses pasar untuk produk-produk dan penyedia-penyedia
6

jasa melalui empat moda pemasokan jasa®

g. Liberalisasi Bertahap (Progressive Liberalization)

Prinsip liberalisasi bertahap diatur dalam Pasal XIX GATS.
Berdasarkan prinsip ini, liberalisasi perdagangan jasa dilakukan secara
bertahap melalui perundingan®’. GATS mengatur bahwa putaran
perundingan yang baru harus sudah dimulai paling lambat lima tahun sejak
berlakunya Persetujuan WTO, yaitu 1 Januari 1995

Proses liberalisasi harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan
tujuan kepentingan nasional dan tingkat pembangunan masing-masing
negara Anggota, baik secara keseluruhan maupun pada sektor-sektor
tertentu dan proses menuju tercapainya liberalisasi secara bertahap harus
terus dikembangkan pada setiap putaran perundingan, baik melalui

perundingan bilateral, plurilateral maupun multilateral. Proses tersebut

*Ibid., pasal XV1.2.

*“Intemational Trade Centre UNCTAD/WTO and Commonwealth Secretariat, op. cit.,
hal. 267.

“Dian Ediana Rae (a), “Pengantar GATT, WTO dan TRIPS” dalam Transaksi
Perdagangan Internasional. Diedit olch Emmy Yuhassarie. (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum,
2005), hal. 24.

SWTO, GATS, pasal XTX.1.
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diarahkan pada upaya meningkatkan tingkat komitmen spesifik negara

Anggota®™.

7. Pengecualian Prinsip-prinsip GATS

a. Pengecualian Prinsip MFN

dalam

GATS memperbolehkan negara Anggota untuk mencantumkan

schedule pengecualian penerapan kewajiban perlakuan MFN’.

Pengecualian terhadap penerapan prnsip MFN diatura dalam pasal I1.2,

Pasal 11.3, Pasal V.1-4, Pasal V bis dan Pasal XIfI.1 GATS.

b

2)

Pengecualian-pengecualian tersebut adalah sebagai berikut:
Pasal 11.2 GATS

Pengecualiannya adalah bahwa Anggota diperbolehkan
mempertahankan kebijakan yang tidak sesuai dengan ketentuan
Pasal TI.1 GATS, vaitu tidak melaksanakan kewajiban perlakuan
MFN apabila kebijakan tersebut dicantumkan dan memenuhi
persyaratan sebagaimana tercantum dalam Annex GATS tentang
Pengecualian Pasal II’'. Pengecualian-pengecualian tersebut
terutama berkaitan dengan fransportasi, khususnya transportasi
laut; komunikasi, pada umumnya audiovisual, keuangan; dan jasa
bisnis”.
Pasal 1.3 GATS

Pengecualiannya adalah bahwa Anggota diberikan
kemudahan-kemudahan kepada negara-negara yang berbatasan
untuk memfasilitasi perdagangan jasa yang diproduksi dan

dikonsumsi hanya di daerah perbatasan tersebut”.

%1bid , pasal XIX.2 dan pasat XIX 4.

®Van den Bossche, op. cif._ hal, 342.

'WTOQ, GATS, pasal [1.2.

"*Van den Bossche, foc. cit.

WTO, GATS, pasal 11.3.
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3) Pasal V.1-4 GATS
Pengecualiannya adalah bahwa Anggota diperbolehkan
memberikan perlakuan yang berbeda terhadap negara yang tidak
tergabung dalam persetujuan integrasi ekonomi, sepanjang
persetujuan integrasi ekonomi tersebut mencakup sektor yang luas,
ditujukan untuk menghapus diskriminasi di antara negara
anggotanya dan tidak menimbulkan hambatan yang lebih besar
bagi negara non-Anggota persetujuan integrasi ekonomi tersebut
dibandingkan sebelum persetujuan integrasi ekonomi tersebut
dibentuk™ .- _
4) Pasal V bis GATS
Pengecualiannya adalah bahwa GATS memperbolehkan
negara Angpota yang tergabung dalam persetujuan integrasi pasar
tenaga kerja untuk menerapkan perlakuan yang berbeda terhadap
negara non-Anggota persetujuan integrasi pasar tenaga kerja
tersebut sepanjang warga negara dari Anggota perjanjian
dikecualikan dari persyaratan izin tinggal dan izin kerja serta
persetujuan tersebut diberitahukan kepada Cowncil for Trade in
Services”.
5) Pasal XIIL.1 GATS
Pengecualiannya adalah kewajiban perlakuan MFEN tidak
berlaku bagi undang-undang, peraturan-peraturan dan persyaratan-
persyaratan yang mengatur pengadaan jasa yang dilakukan oleh
lembaga-lembaga pemerintah untuk kepentingan pemerintah dan
tidak untuk dijual kembali atau digunakan sebagai penyediaan jasa

untuk tujuan komersial ™,

""Mohamad Oemar, “Prinsip Non-Diskriminasi dan Hambatan Perdagangan dalam Sistem
Perdagangan Multilateral WTQ” dalam Transaksi Perdagangan internasional, cel. 2. Diedit oleh
Emmy Yuhassarie. (Jakaria: Pusat Pengkajtan Hukum, 2005), hal. 119.

PWTO, GATS, pasal V bis,

"®1bid., pasal X111
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b. Pengecualian Prinsip National Treatment

Selain mengatur mengenai pengecualian terhadap prinsip MFN,
GATS juga mengatur mengenai pengecualian prinsip national freatment,
Pengecualian ini diatur dalam Pasal XIII.1 GATS. Sama halnya dengan
pengecualian terhadap prinsip MFN, kewajiban penerapan nafional
treafment tidak berlaku bagi undang-undang, peraturan-peraturan dan
persyaratan-persyaratan yang mengatur pengadaan jasa yang dilakukan
oleh lembaga-lembaga pemerintah untuk kepentingan pemerintah dan
tidak untuk dijuat kembali atau digunakan sebagai penyediaan jasa untuk

- tujuan komersial”%.

8. Kewajiban Anggota
Setiap Anggota harus mematuhi dua kewajiban umum, yaitu;
a. Kewajiban Umum Tanpa Syarat
Kewajiban umum ini adalah kewajiban umum yang berlaku tanpa
melihat keberadaan komitmen spesifik (specific commitment)’®. Yang
termasuk dalam kewajiban ini adalah:
1) Perlakuan Most Favoured Nation (MFN)
Prinsip MFN adalah memberikan perlakuan yang sama
kepada semua mitra dagang dan negara-negara Anggota WTO.
Prinsip MFN berlaku terhadap seluruh sektor dan seluruh anggota.
Dalam hal ini, terdapat pengecualian dalam Annex tentang Arricle
IT Exemptions {(Annex tentang Pengecualian Pasal II), di mana
terdapat kemungkinan bagi Anggota pada saat berlakunya
perjanjian (atau bagi negara yang bergabung kemudian adalah
tanggal aksesinya) untuk meminta pengecualian dalam jangka
waktu yang secara prinsip tidak melebihi sepuluh tahun. Sektor-

sektor yang umumnya dimintakan pengecualiannya adalah

T 1bid.

WTO Trade in Services Division, op. cit., hal. 13.
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transportasi darat dan jasa audio visual, diikuti oleh sektor

transportast laut dan perbankan.

2) Transparansi (7ransparency)

Berdasarkan Pasal I GATS, setiap Anggota diminta untuk
mempublikasikan segera seluruh kebijakan yang sesuai dengan
penerapan umum yang mempengamhi pelaksanaan GATS.
Anggota juga harus memberitahukan kepada Council for Trade in
Services hukum yang baru atau perubahannya, peraturan atau
pedoman administratif yang secara signifikan mempengaruhi
perdagangan di sektor-sektor yang tercantum dalam komitmen
spesifik,

Anggota juga memiliki kewajiban umum untuk membentuk
pusat informasi (enquiry point) untuk menanggapi permintaan dari
Anggota lain. Pusat informasi ini merupakan badan yang dapat
memberikan informasi mengenai peraturan-peraturan di bidang
jasa kepada perusahaan asing dan pemerintah-pemerintah negara
Anggota WTO. Badan ini juga harus memberitahukan WTO
apabila terjadi perubahan dalam peraturan yang diterapkan dalam
sektor jasa yang berada di bawah komitmen spesifik negara yang
bersangkutan”.

Berdasarkan Pasal IV.2 GATS, negara maju (dan jika
memungkinkan Anggota lainnya) membentuk pusat kontak kepada
pemasok jasa negara berkembang untuk mengubah informasi yang

sesuai.

3) Peraturan Domestik (Domestic Regulation)
Berdasatkan Pasal V1.2 GATS, Anggota berkomitmen

untuk menjalankan mekanisme domestik (pengadilan, arbitrase

“Deparlemen Luar Negeri, Dircktorat Jenderal Multilateral, Direktoral Perdagangan,
Penindustrian, Investasi dan HKI, op. cit, hal. 31.
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atau pengadilan atau prosedur administratif) di mana pemasok jasa
individual dapat mengajukan tuntutannya. Atas permintaan
pemasok vyang dirugikan, mekanisme ini harus membenkan
keputusan segera dan jika diperlukan, ganti rugi terhadap
keputusan-keputusan administratif yang merugikan perdagangan

jasa.

Monopoli

Pasal VIII.]1 GATS mewajibkan Anggota untuk menjamin
bahwa - monopoli atau pemasok jasa eksklusif tidak bertindak
bertentangan dengan kewajiban dan komitmen MFN. Pasal
XXVIIl (h) GATS menetapkan bahwa pemasok monopoli
merupakan kesatuan yang telah dibentuk oleh Anggota secara

resmi sebagai pemasok tunggal jasa.

Praktek-praktek Bisnis

Pasal IX GATS mengacu pada praktek-praktek bisnis selain
berdasarkan ketentuan terkait monopoli dalam Pasal VIII yang
berdampak membatasi  persaingan, sehingga menghambat
perdagangan. Pasal ini mewajibkan setiap anggota melakukan
konsultasi dengan Anggota lain, berdasarkan permintaan, dengan

tujuan untuk menghilangkan praktek-praktek tersebut.
Subsidi
Anggota yang merasa terpengaruh oleh subsidi yang

dibenkan Anggota lain dapat meminta konsultasi berdasarkan
Pasal XV.2 GATS.

UNIVERSITAS INDONESIA
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b. Kewajiban umum bersyarat

Kewajiban umum ini hanya berlaku pada sektor-sektor yang

tercantum dalam Schedule of Commitment Anggota'. Yang termasuk

dalam kewajiban ini adalah:

1)

2)

Peraturan Domestik (Domestic Regulation)

Berdasarkan Pasal VI.1 GATS, kebijakan-kebijakan
pemakaian umum harus dikelola secara wajar, obyektif dan adil.
Jika pemasok yang telah dicantumkan dalam schedule harus
melewati proses otorisasi, Anggota diminta untuk memberikan
otorisasi tersebut dalam jangka waktu yang wajar (Pasal VI.3
GATS).

Pasal VL5 GATS ditujukan untuk menjamin bahwa
komitmen spesifik tidak dihapus atau mengalami penurunan nilai
melalui  persyaratan peraturan (persyaratan perizinan dan
kualifikasi, serta standar teknis) yang tidak didasarkan pada kriteria
obyektif dan transparan atau lebih berat dari yang dibutuhkan
untuk menjamin kualitas. Pasal V1.4 GATS mengamanatkan agar
perundingan dilakukan untuk menciptakan disiplin yang diperfukan
untuk mencegah peraturan domestik sebagai hambatan yang tidak
perlu dalam perdagangan.

Pasal V0.6 GATS mewajibkan Anggota yang telah
melakukan komitmen pada jasa profesional untuk membentuk
prosedur uniuk membuktikan kompentensi para profesional dar

Anpgota lain.

Monopoli
GATS tidak melarang adanya monopoli atau pemasok jasa
eksklusif (Pasal VIII GATS), sepanjang keberadaannya sesuai

dengan kewajiban tanpa syarat MFN, Selain itu, berdasarkan Pasal

% WTOQ Trade in Services Division, ap. ¢it., hal. 14.
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VIL.2 GATS, jika pemasok tersebut juga aktif di sektor-sekior di
luar ruang lingkup hak-hak monopoli mereka dan dicantumkan
dalam komitmen spesifiknya, Anggota diminta untuk mencegah
pemasok tersebut dalam menyalahgunakan posisi mereka dan
tindakan yang tidak konsisten dengan komitmen tersebut.

Pasal VIIL4 GATS juga mewajibkan Anggota untuk
melaporkan pembentukan monopoli-monopoli  baru  kepada
Council for Trade in Services, jika sektor yang terkait tercantum

pada komitmen spesifik.

Pembayaran dan Transfer

Pasal XI GATS mewajibkan agar Anggota mengizinkan
transfer dan pembayaran internasional untuk transaksi berjalan
yang berkaitan dengan komitmen spesifik. Juga dinyatakan bahwa
hak dan kewajiban anggota International Monetery Fund (IMF)
tidak akan berpengaruh (Pasal-pasal Agreement of the Fund). Ini
tunduk pada syarat bahwa transaksi modal tidak dibatasi secara
tidak konsisten dengan komitmen spesifik, kecuali berdasackan

Pasal XII GATS atau atas perminiaan IMF

9. Struktur Dasar GATS

GATS terdin dari dua struktur dasar yaitu, teks perjanjian dan schiedule of

specific commitments.

a.

1y

Teks Peganjian

Teks pefanjian terdin dari:

Pembukaan

Pembukaan menyatakan niat utama yang mengithami
penyusunan perjanjian, termasuk konsep perluasan perdagangan
sebagai sarana untuk meningkatkan pertumbuhan dan
perkembangan, serta tujuan liberalisasi perdagangan secara
bertahap melalui putaran perundingan berturut-turut. Pembukaan
secara eksplisit juga menegaskan hak Anggota untuk mengatur dan

UNIVERSITAS INDONESIA
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untuk memperkenalkan peraturan baru, untuk memenuhi tujuan-
tujuan kebijakan nasional. Dua pertimbangan terakhir mengacu
pada tujuan memfasilitasi peningkatan partisipasi negara-negara
berkembang dalam perdagangan jasa dunia, serta situasi ekonomi
khusus negara-negara terbelakang dan pembangunan mereka dalam

perdagangan dan kebutuhan finansial®'.

2) Prinsip Kerangka
Prinsip kerangka merupakan bagian utama perjanjian yang
- menjabarkan kewajiban Anggota mengenai penggunaan kebijakan
mereka (hukum, aturan, peraturan, prosedur, keputusan atau

kebijakan administratif) yang mempengaruhi perdagangan jasa®,

3) Lampiran (Annex)
GATS terdiri dari delapan lampiran (arrex), yaitu:
» Annex tentang Article Il Exempiions
s Annex tentang Movement of Naiural Persons
e Annex tentang Air Transport Services
e Annex tentang Financial Services
e Annex Kedua tentang Financial Services

e Annex tentang Negotiations on Maritime Transport

Services
e Annex tentang 7elecommunications

e Annex tentang Negotiations on Basic

Telecommunication

b. Schedule of Specific Commitments
Komitmen GATS merupakan perlakuan minimum yang dijamin

kepada Anggota WTO lainnya. Negara-negara selalu bebas untuk

B bid., hal. 10.

21bid.
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menawarkan perlakuan yang lebih baik yang mereka inginkan, tetapi
mereka tidak dapat menawarkan perlakuan yang lebih buruk®. Komitmen
ini bersifat mengikat dan dapat diubah jika telah dilakukan serangkaian
perundingan dengan negara-negara yang dirugikan dan adanya pemberian
kompensasi sebagai akibat perubahan komitmen tersebut. Komitmen ini
menjadi jaminan bagi para eksportir dan importir asing, serta para investor
yang bergerak di bidang jasa untuk melakukan kegiatan bisnisnya®".

Setiap komitmen Anggota WTO dicantumkan di dalam Schedule of
Specific Commitments. Schedule of Specific Commifments ini dibagi
menjadi ' dua bagian. Bagian I berisi daftar- komitmen horizontal
(horizontal commitments) dan bagian II berisi komitmen sektoral (sectoral
commitments).

1} Komitmen horizontal (#orizonial commitments)
Menurut Walter Goode dalam Dictionary of Trade Policy

Terms, horizontal commitments adalah a component of the

schedule of commitments aftached by WIO member countries to

the General Agreement on Trade in Services®. Komitmen
horizontal berlaku kepada semua perdagangan jasa yang tercakup
dalam schedule of commitmeni, Pada umumnya, komitmen
horizontal berhubungan dengan investasi, pembentukan struktur

perusahaan, pembebasan tanah, perpindahan personil, dan lain-

- 86
lain™.

®Nielson dan Taglioni, loc. cif., hal. 9.

%Departemen Luvar Negeri, Dirckiorat Jenderal Multilateral, Direktoral Perdagangan,

Perindustrian, Investasi dan HKI, loc. eft,

BGoode, loc. cir.. hal. 216.

YHorizontal commitments apply to all services trade covered in a schedule of

cammitments. Generalfly, they relate to investmeni, formation of corporate structures, lond
acquisition, the niovement of personnel, efc.

Ibid.
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2) Komitmen sektoral (secroral commitments)

Sectoral commitments adalah entries covering specific
service sectors or subsectors in the schedule of commitments under
the General Agreement on Trade in Services (GATS)" . Contohnya
adalah akuntansi, pengangkulan atau asuransi jiwa. Komitmen
sektoral menarik hak-hak GATS pada tingkat yang lebih tinggi dan
kewajiban yang berhubungan dengan akses pasar (marke! access)
dan perlakuan nastonal (national treatment).

Komitmen akses pasar (marke! access) menunjukkan jenis
sektor jasa di mana Anggota buka untuk kompetisi asing (seperti
bank, asuransi, pariwisata dan konstruksi) dan seberapa besar
Anggota fersebut menawarkan akses pasar. Sedangkan komitmen
perlakuan nasional (rational treatment) adalah bagaimana suatu
pemasok jasa asing yang sama akan diperlakukan dibandingkan
dengan pemasok jasa nasional yang sejenis. Komitmen ini dapat
dibuat, baik untuk sektor jasa individual (specific commitment)
maupun di selurub sektor (horizontal commitment)®. Sebagian
besar komitmen untuk perpindahan pemasok jasa berdasarkan

Mode 4 adalah honzontal, bukan sektoral®.

Tingkatan komitmen dalam schedule of commitment yang
diberlakukan bagi pembatasan akses pasar (marke( access) dan perlakuan
nasional (national treatment) tersebut dikelompokkan menjadi none,
unbound, bound dan spesifik, di mana masing-masing kelompok tersebut
mempunyai tingkat pengikatan yang berbeda-beda. Tingkat komitmen

schedule of commitment adalah sebagai berikut:

¥1bid.. hal. 377.

®Marion Panizzon, “Trade and Labor Migration: GATS Mode 4 and Migration
Agreements,” Dialogue on Globalization (Januari 2010): 13.

¥ Nielson dan Taglioni, /oc. cit.
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1) “None™ atau “no restriction”, mengandung pengertian bahwa tidak
ada batasan bagi pemasok asing dalam menawarkan jasanya atau
secara teknis tidak memungkinkan.

2) “Bound’, mengandung pengertian bahwa suatu negara menyatakan
dirinya terikat dengan komitmen yang diberikan.

3} “Unbound” atau “no commitmen!”, mengandung pengertian bahwa
suatu negara menyatakan dirinya tidak terikat untuk suatu jenis
transaksi yang diberikan.

4) “Pembatasan spesifik”, mengandung pengeriian yaitu pembatasan

yang dicantumkan secara khusus di dalam horizontal measures,

general conditions atau pun di setiap transaksi yang ditawarkan®.

Anggota bebas untuk menentukan sektor yang akan diliberalisasi
dengan mencantumkannya dalam Schedule of Specific Commtiments dan
berkewajiban menerapkannya pada keempat moda pemasokan jasa. Selain
itu, Anggota dapat melampirkan pembatasan-pembatasan dalam
komitmennya sebagai dasar pemberlakuan kebijakan-kebijakan yang tidak
konsisten dengan akses pasar penuh (ful! market access) dan/atau
perlakuan nasional (riaffonal trearment).

Ketentuan-ketentuan akses pasar (market access) dalam GATS
dicantumkan pada Pasal XVI dan meliputi enam jenis pembatasan yang
tidak dapat dipertahankan tanpa adanya pembatasan. Pembatasan-
pembatasan ini dapat berlaku bagi warga negara dan orang asing atau
hanya orang asing. Pembatasan-pembatasan akses pasar adalah sebagai
berikut’":

1) Pembatasan jumlah pemasok jasa;

2) Pembatasan nilai transaksi atau aset jasa;

*Dian Ediana Rae (b), “Pengantar Singkat World Trade Organization” dalam 7ransaksi
Perdagangan Internasional, ccl. 2. Diedit oleh Emmy Yuhassarie. (Jakarta: Pusat Pengkajian
Hukum, 2005), hal. 60-61.

*'WTO. GATS, pasal XV1.2,
UNIVERSITAS INDONESIA

Analisis hukum..., Afrianti Kusuma Wardhani, FH Ul, 2010.



45

3) Pembatasan jumlah kegiatan pemasok jasa atau total kuantitas hasil

(ouiput) jasa yang dipasok;

4) Pembatasan jumiah individu {(rarural persomn) yang memasok jasa;

5) Kebijakan yang membatasi atau mensyaratkan jenis khusus badan
hukum atau foint venture; dan

6) Pembatasan partisipasi modal asing.

Perlakuan nasional (nafional freatment) adalah bahwa setiap
Anggota tidak boleh memberikan perlakuan yang tidak boleh kurang
kepada jasa dan pemasock jasa dari setiap Anggota dibandingkan dengan
perlakuan yang diberikan kepada jasa dan pemasok jasa sejenis di dalam
negerinya’~. Anggota WTO bebas untuk tidak membuat komitmen dalam
perlakuan nasional atau menetapkan perlakuan nasional sebagian, asalkan
mereka mencatat kebijakan-kebijakan yang mereka pertahankan untuk
mendukung diskriminasi warga negara dalam schedule mereka™. Tidak
seperti akses pasar, dalam perlakuan nasional tidak ada daftar spesifik
jenis kebijakan yang hams dijadwalkan (scheduled). Anggota harus
menilai apakah suatu kebijakan melanggar perlakuan nasional dan oleh
karena itu harus dijadwalkan (scheduled). Suatu kebijakan tidak dapat
dianggap diskrimioatif jika benar-benar terbuka kepada warga negara dan
orang asing. Beberapa contoh jenis kebijakan yang perlu dicatat di dalam
schedule sebagai pembatasan perlakuan nasional meliputi kelayakan untuk
subsidi yang disediakan untuk warga negara; kemampuan untuk menyewa
atau memiliki tanah yang disediakan untuk warga negara; dan persyaratan
kewarganegaraan bagi para profesional®”.

Selain Anggota diharuskan untuk menjalankan komitmen-
komitman spesifik yang berhubungan dengan akses pasar (maket access)
(Pasal XVI GATS) dan perlakuan nasional (national treatment) (Pasal
XVII GATS) pada sektor-sektor yang telah ditentukan, mereka juga harus

“*Lihat Pasal XVIL1 GATS.
#INielson dan Taglioni, /oc. cit., hal. 10.

HIbid,
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mengikuti kewajiban-kewajiban anggota (kewajiban umum tanpa syarat
dan kewajiban bersyarat)”’. Semwua ini ditetapkan dalam Schedule of
Commitment, di mana schedule tersebut berisi:

1) Komitmen Tambahan

Para Anggota dapat menambah komitmennya dalam hal-hal
di luar akses pasar dan ketentuan perlakuan nasional. Komitmen
tersebut dapat berhubungan dengan penggunaan standar,
kualifikasi, atanpun perizinan (Pasal XVIIl GATS)®.

2) Isi Schedule
- -Pasal XX GATS mengharuskan setiap Anggota untuk
menyerahkan Schedule of Specific Commitment-nya, tetapi tidak
menetapkan ruang lingkup sektor atau tingkat fiberalisasi. Dengan
demikian, sebagian anggota hanya memiliki komitmen untuk
beberapa sektor saja, sementara sebagian anggota lainnya
mempunyai komitmen di berbagai sektor.

Pasal ini juga menetapkan beberapa unsur penting yang
harus tercakup oleh schedule setiap anggota, yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dan GATS.

3) Perubahan Schedule

Pasal XXI GATS menetapkan suatu kerangka ketentuan
untuk mengubah atau menarik komitmen-komitmen tertentu. Hal
mi dapat dilakukan kapan saja setelah komitmen tersebut berlaku
selama tiga tahun. Dengan tidak adanya kebijakan pengamanan
darurat (emergency safeguard measures), yang masih dalam tahap
perundingan, jangka waktu tersebut dapat berubah menjadi satu
tahun jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini mungkin bagt
Anggota, dikenakan kompensasi, untuk menyesuaikan komitmen

mereka dengan kondisi baru atau pertimbangan kebijakan.

*Telah diuraikan sebelumnya dalam Bab ini.

¥WTO Trade in Services Division, ep. cit., hal. 17.
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Sekurang-kurangnya tiga bulan pemberitahuan harus diberikan
dalam perubahan yang diusulkan. Kompensasi yang akan
dirundingkan dengan Anggola-anggola yang lerkena pengaruh dari
perubahan tersebut terdirt dari kompensasi yang mengikat
liberalisasi di sektor-sektor lain untuk menjaga tingkat umum dari
komitmen yang saling menguntungkan dan tidak merugikan
perdagangan jika dibandingkan dengan apa yang ada sebelumnya.
Penerapan perubahan schedile harus sesuvai dengan prinsip
MFN. Berdasarkan Pasal XXI GATS, jika perundingan gagal,
maka dapat dilakukan arbitrase. Jika arbitrator memutuskan bahwa
harus ada kompensasi, perubahan yang diusutkan dalam komitmen
tidak dapat diberlakukan sampai dilakukan penyesuaian
kompensasi. Jika negara yang mengubah schednle mengabaikan
keputusan arbitrator, maka negara-negara yang terkena dampak
berhak untuk membalas dengan menarik kembali komitmen-

komitmen mereka’’

B. Tinjauan Umum mengenai Mode 4

Mode 4 adalah salah satu dari empat cara transaksi penawaran jasa yang
dapat diperdagangkan berdasarkan GATS. Mode 4 terjadi bila individu (natural
person) salah satu anggota WTO berusaha untuk masuk atau hadir dalam wilayah
anggota lain berkaitan dengan pemasokan jasa. Dengan kala lain, GATS tidak

mencakup perpindahan orang, tetapi hanya sejauh perpindahan yang bertujuan

untuk pemasokan jasa’".

1. Ruang Lingkup Mode 4

Ruang lingkup Mode 4 ditetapkan oleh teks perjanjian GATS. Ruang
lingkup Mode 4 adalah sebagai berikut:

Y Ibid., hal. 18.
HWTOQ Secrclariat, “Prescnce of Natural Persons (Mode 4),” Background Note

S/CIW{301, 15 September 2009, hal. 1.
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Definisi Mode 4

Mode 4 didefinisikan dalam Pasal 1.2 (d) GATS, yaitu “the supply
of a service by a service supplier of one Member, throngh presence of
natwral persons of a Member in the territory of another Member"
(pemasokan jasa oleh pemasok jasa dari satu negara Anggota, melalui
kehadiran individu dari suatu negara Anggota di dalam wilayah negara
Anggota lain).

Annex tentang Movement of Natural Persons Supplying Services
under the Agreement menetapkan bahwa GATS tidak berlaku untuk
kebijakan-kebijakan yang berdampak pada individu (natural person) yang
mencan akses pada pasar tenaga kerja di suatu negara anggota dan untuk
kebijakan-kebijakan yang menyangkut kewarganegaraan, tempat tinggal

atau pekerjaan yang dilakukan secara tetap (permarient basis).

Definisi Natural Person

Individu (ratural person) suatu Anggota didefinisikan pada Pasal
XXVII (k) GATS, yaitu seorang warga negara dari negara Anggota
tersebut atau individu (natural person) yang mempunyai hak tinggal tetap
di negara Anggota tersebut. Penduduk tetap tercakup jika suatu Anggota
tidak memiliki warga negara atau secara substansial memberikan
perlakuan yang sama terhadap penduduk tetap dan terhadap warga
negaranya (dalam hal kebijakan-kebijakan vyang mempengaruhi

perdagangan jasa)’” .

Definisi Service Supplier

Pasal XXVIII (g) GATS mendefinisikan service supplier (pemasok
jasa), yaitu “amy person that supplies a service” (setiap orang yang
memasok suatu jasa), dan Pasal XXVII () GATS mendefinisikan persor
(orang) yang berarti “either a natural person or a juridical person”
(individu atau badan hukum).

PWTO, GATS, pasal X{VIII (k).
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Mode 4 selalu melibatkan individu (narral person) melalui
kehadiran seseorang yang menjual jasanya, Namun, individu (natural
person) tersebut belum tentu merupakan pemasok jasa (service supplier).

Tergantung pada sifat transaksi, pemasok jasa dapat berupa individu atau

i}

suatu badan hukum'®”. Dalam setiap kasus, sangat penting untuk

mengidentifikasi pemasok jasa, kepada siapa kewajiban dalam GATS
diwajibkan,

Untuk tujuan jasa yang diperdagangkan melalui Mode 4, juridical
person of another Member yang diatur dalam Pasal XXVIIL (m) (i) GATS,
-adalah. “a juridical person constituted or otherwise organized under. the
law of that other Member and engaged in substantive business operations
in the territory of that Member or any other member” (badan hukum yang
didirikan atau diorganisasikan berdasarkan hukum Anggota lain tersebut
dan secara substansial menjalankan usaha di wilayah Anggota tersebut

atau di wilayah Anggota lainnya).

. Definisi Temporary

Mode 4 berkaitan dengan aspek sementara (femporary), tetapi
“temporary” tidak didefinisikan dalam GATS. Ayat 2 Annex tentang
Movement of Natural Persons Supplying Services under the Agreement
menyatakan bahwa GATS tidak berlaku bagi kebijakan-kebijakan yang
berdampak pada individu (natural person) yang mencari akses ke pasar
tenaga kerja di suatu negara Anggota dan bagi kebijakan-kebijakan yang
menyangkut kewarganegaraan, tempat tinggal atau pekergaan yang
dilakukan secara permanen. Hal ini menjelaskan mengapa Mode 4 sering
disebut sebagai kehadiran sementara seseorang.

Annex tersebut juga menyatakan bahwa, terlepas dari kewajiban
mereka berdasarkan GATS, Anggota bebas untuk mengatur masuk dan
tinggal dari individu-individu dalam wilayah mereka, dengan syarat

kebijakan-kebijakan tersebut tidak dilakukan sedemikian rupa untuk

"%WTQ Secretariat, foc. cit., hal. 2.
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menghilangkan atau mengurangi keuntungan yang akan diperoleh setiap
Anggota berdasarkan ketentuan komitmen spesifik. Pembuatan syarat-
syarat visa hanya untuk individu (natural person) dari Anggota-anggota

tertentu, tetapi tidak untuk orang lain, bukan semata dianggap sebagai

HE

menghilangkan atau mengurangs keuntungan tersebut

Tidak ada jangka waktu tertentu dalam GATS yang menentukan
apa yang disebut keberadaan sementara. Sesuai dengan Scheduling
Guidelines, setiap anggota harus menetapkan dalam schedwle of specific
commimment-nya jangka waktu tinggal yang diizinkan untuk kategori
individu {(narfural person) yang termasuk di dalamnya. Dalam Guidelines
Jfor the Scheduling of Specific Commitments under the General Agreement
on Trade in Services (S/L{92) 28 Maret 2001, yang diadopsi WTO Council
in Trade in Services pada 23 Maret 2001, para Anggota didorong untuk
menyertakan dalam komitmen mereka lama tinggal sementara individu
(natural person) untuk tujuan pemasokan jasa, Dengan tidak adanya acuan
waktu tertentu untuk tinggal sementara pemasok jasa asing, maka dapat

dipahami bahwa tidak ada yang mengikat sehubungan dengan jangka

waktu tersebut'®.

e. Dua Tipe Natural Person (Annex GATS)

Elaborasi lebih lanjut tentang ruang lingkup Mode 4 terdapat dalam
Anvex tentang Mavement of Natural Persons Supplying Services under the
Agreement (selanjutnya disebut Annex). Annex ini berlaku bagi kebijakan-
kebijakan yang berdampak pada individu (rafural person) sebagai
pemasok jasa dari suatu negara Anggota, dan untuk individu (rafural
person) dari suatu Anggota yang dipekerjakan oleh pemasok jasa Anggota,
dalam hal-hal yang berkaitan dengan pemasokan jasa. Unsur-unsur definisi

utama akan diuraikan di bawah ini.

1" Nielson dan Taglioni, Joc. cit., hal, 7.
'2|ihat Paragraf 34 Guidelines for the Schedufing of Specific Commitiments under the

General Agreement on Trade in Services (8/1.192), 28 Maret 2001.
UNIVERSITAS INDONESIA

Analisis hukum..., Afrianti Kusuma Wardhani, FH Ul, 2010.



51

1) Tipe I - Individu (Natural Person) sebagai Pemasok Jasa
Individu sebagai pemasok jasa melibatkan hanya satu orang
yang sama, yang hadir dan memberikan jasanya di wilayah negara
Anggota lain. Individu ini mencakup wiraswasta (self~employed)
yang dibayar langsung untuk pemasokan jasa oleh pelanggan di

negara tuan rumah'®

. Individu itu harus warga negara (atau
penduduk tetap) dari Anggota selain di mana ia hadir untuk
memasok jasanya, yaitu bahwa individu itu harus berasal dari luar

negeri menurut perspektif Anggota tuan rumah.

2) Tipe II ~ Individu (MNafural Person) sebagal Karyawan pada
Perusahaan Pemasok Jasa

Berdasarkan Annex, tipe kedua meliputi individu dari suatu
negara Anggota yang dipekerjakan oleh pemasok jasa negara
Anggota. Dengan kata lain, ada perbedaan antara inividu dengan
pemasok jasa. Pemasok jasa dapat menjadi individu juga, jika
karyawan orang tersebut hadir dan memberikan jasanya di negara
Anggota tuan rumah. Secara lebih umum, pemasok jasa juga akan
menjadi badan hukum (furidical person). Individu dan pemasok
jasa harus dari negara Anggota WTO, tetapi belum tentu dari
negara Anggota yang sama.

Berdasarkan Pasal 1.2 (d) GATS, individu harus berada di
wilayah negara Anggota lain dan pemasok jasa juga harus menjadi
dart negara Anggota lain. Oleh karena itu, keduanya harus berasal
dari luar negeri. Sebagai perusahaan jasa nasional yang bukan
merupakan pemasok jasa dari negara Anggota lain, setiap individu
asing yang mereka pekerjakan tidak tercakup dalam Mode 4.
Dengan demikian, perusahaan negara tuan rumah tidak berhak
untuk menuntut perfakuan GATS dari pemerintah mereka sendiri

mengenai kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi individu asing

Y1bid ., hal. 3.
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yang mereka pekerjakan atau ingin pekerjakan. Hanya badan
hukum atau individu asing yang merupakan pemasok jasa berhak

atas perlakuan yang berkenaan dengan karyawan asing ini'"*.

. Definisi Tingkat Keterampilan

Ayat 3 Annex tentang Movement of Natural Persons Supplying
Services under the Agreement menyatakan bahwa sesuai dengan Bagian IIT
dan 1V GATS, para Anggota dapat merundingkan komitmen spesifik yang
berlaku untuk perpindahan semua kategon individu (narural person) yang

- memasok jasa. Oleh karena tidak adanya definisi tentang tingkat
keterampilan (tinggi, menengah dan rendah) dan dengan adanya kata-kata
“semua kategori individu (ratwral person) yang memasok jasa”, maka
dapat dikatakan bahwa Mode 4 mencakup pemasok jasa di semua tingkat
keterampilan. Ayat 3 Annex ini mendorong komitmen untuk dilakukan
pada semua tingkat keterampilan, baik tingkat keterampilan yang tinggi,
menengah maupun rendah.

Annex tentang Movemen( of Natural Persons Supplying Services
under the Agreement mencerminkan perbedaan kepentingan antara negara
maju dan negara berkembang dalam kaitannya dengan perpindahan
individu, Untuk menyeimbangkan situasi demi kepentingan negara
berkembang dan negara terbelakang, Doha July Package pada tahun 2004,
dalam Annex C, ayat d, menyatakan bahwa Anggota harus bertujuan untuk
mencapai tingkat liberalisasi yang lebih tinggi tanpa pengecualian a priori
dari setiap sektor jasa atau moda pemasokan, dan harus memberikan
perhatian khusus pada sektor dan moda pemasokan kepentingan ekspor
negara berkembang. Anggota mencatat kepentingan negara-negara
berkembang, serta Anggota lain dalam Mode 4. Doha July Package in:
merekomendasikan kepada Anggota WTO untuk memasukkan komitmen

yang lebih dalam keterampilan yang lebih rendah'®.

1MWTO Secretariat, loc. cit., hal. 4.

WSrbid., hal. 22-24.
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2. Kategori Mode 4 dalam Schedule of Specific Conumitments Anggota

Schedule of specific commitment Anggota menggambarkan komitmen
akses pasar (marke! access) dan perlakuan nasional (nafional freatment) yang
dibertkan berkenaan dengan Mode 4. Kenyataannya adalah bahwa orang-orang
yang berketerampilan rendah pada umumnya tidak ada dalam komitmen. Ini tidak
berarti bahwa mereka tidak dilindungi oleh Mode 4. Adanya komitmen pada
pekerjaan untuk orang asing oleh pemasok nasional tidak bisa disusun untuk
menyiratkan perubahan terhadap ruang lingkup Mode 4.

Dalam praktik, kategon individu (natural person) berikut ini adalah lazim,
tidak wajib, yang ditemukan dalam komitmen. Kategori Mode 4 yang diatur
dalam komitmen Anggota GATS adalah sebagai berikut'®:

a. Intra-Corporate Transferees (1CT)
ICT adalah karyawan perusahaan/kemitraan/perusahaan yang didirikan di
wilayah suatu negara Anggota WTO vang ditransfer sementara waktu
untuk pemasok jasa melalui kehadiran komersial (baik melalui kantor
perwakilan, cabang, anak perusahaan atau afiliasi) di wilayah negara
Anggota WTO lainnya.
Karyawan ini mengacu pada:
1) Eksekutif
Eksekutif adalah mereka yang mengatur manajemen organisasi dan
menggunakan keleluasaan yang luas dalam pengambilan
keputusan.
2) Manager
Manager adalah mereka yang mengatur
organisasi/departemen/bagian  dan menggunakan fungsi
pengawasan dan kontrol atas pengawasan lain, manajerial atau staf

profesional.

'"®Lihal kategori matura! person untuk komitmen berdasarkan Mode 4 GATS dalam
dokumen WTO TN/S/W/31.
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3) Spesialis
Spesialis adalah mereka yang memiliki pengetahuan pada tingkat
tanjutan keahlian yang penting untuk pembentukan/pemasokan jasa
dan/atau memiliki pengetahuan kepemilikan organisasi.

4) Karyawan yang dikirim ke kantor badan hukum di wilayah negara
Anggota WTO lain untuk pelatihan dalam teknik dan metode bisnis
atau yang ditransfer untuk tujuan pengembangan karir.

5) Sub-kategori lainnya
Setiap jenis orang yang tidak termasuk dalam salah satu sub-

- _ kategori yang terdaftar di atas, misalnya orang yang masuk- untuk
mengaktifkan/memfasilitasi pemasokan jasa khusus untuk klien

tertentu di negara tuan rumabh.

b. Business Visitors (BV)

Business Visitors adalah perwakilan pemasok jasa yang masuk ke wilayah
negara Anggota WTO lain untuk sementara waktu untuk penjualan jasa
atau masuk ke dalam perjanjian penjualan tersebut untuk pemasok jasa
dan/atau karyawan dari badan hukum yang bertujuan untuk mendirikan
kehadiran komersial badan hukum di wilayah Anggota-lain. Ini dapat
mencakup dua sub-kategon, yaitu:
1) Penjual jasa.
2) Orang yang bertanggung jawab untuk menyiapkan kehadiran
komersial atau dapat menggabungkan kedua sub-kategori imi

menjadi satu.

Beberapa parameter umum adalah sebagai berikut:

1) Perwakilan pemasok jasa atau karyawan yuridis tersebut tidak akan
terlibat dalam membuat penjualan langsung kepada masyarakat
umum atau dalam pemasokan jasa sendiri,

2) Mengacu hanya pada karyawan badan hukum yang belum

memiliki kehadiran komersial di wilayah Anggota WTO lainnya.
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3) Perwakilan atau karyawan tersebut tidak akan menerima upah dari

sumber yang terletak di dalam wilayah negara Anggota WTO lain.

c. Contractual Service Suppliers (CSS)
Contractual Service Suppliers adalah karyawan dari
perusahaan/kemitraan/firma berbasis asing yang masuk wilayah negara
Angpgota WTO lain untuk sementara waktu untuk melakukan jasa sesuai
dengan perjanjian antara majikan mereka dan jasa konsumen di wilayah
negara Anggota lain.
- Beberapa paramenter umum adalah sebagar berikut:
1} Terbatas pada karyawan perusahaan berbasis asing tanpa kehadiran
komersial di wilayah negara Anggota WTQ lain.
2) Badan hukum vyang telah memperoleh kontrak jasa untuk
pemasokan jasa di wilayah Anggota WTQO lain.
3) Karyawan perusahaan berbasis asing tersebut menerima gaji dari
majikan mereka.
4) Karyawan memiliki pendidikan yang sesuai dan kualifikasi

profesional yang sesuai dengan jasa yang akan diberikan.

d. fndependent Professionals (IP)
Independent Professionals adalah seseorang yang masuk wilayah negara
Anggota WTO lain untuk sementara waktu untuk melakukan jasa yang
sesuai dengan kontrak antara mereka dan setiap jasa konsumen yang
terletak di wilayah negara Anggota lain.
Beberapa parameter umum adalah sebagai berikut:
1) Seseorang memasok jasa sebagai wiraswasta.
2) Seseorang telah memperoleh kontrak jasa di wilayah negara
Anggota di mana jasa akan diberikan.
3) Gaji untuk kontrak akan dibayarkan hanya kepada seseorang
(natural person).
4} Seseorang memiliki pendidikan yang sesuai dan kualifikasi lain
yang sesuai dengan jasa yang akan diberikan.
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BAB HI
MODE 4 DALAM SPECIFIC COMMITMENT INDONESIA
DI DALAM BERBAGAI PERJANJIAN
PERDAGANGAN INTERNASIONAL

A. World Trade Organization (WTO)

1. Pengaturan Mode 4 di dalam WTO

Mode 4 dalam Perjanjian WTO aiatur dalam Pasal 1.2 (d) GATS dan
Annex tentang Movement of Natural Persons Supplying Services under the
Agreement.

Mode 4 didefinisikan dalam Pasal 1.2 {d) GATS, yaitu “the supply of a
service by a service supplier of one Member, through presence of natural persons
of a Member in the territory of another Member" (pemasokan jasa oleh pemasok
jasa dari satu negara Anggota, melalui kehadiran individu dari suatu negara
Angpota di dalam wilayah negara Anggota lain). Menurut dokumen WTO
TS/S/W/31, yang termasuk dalam Mode 4 adalah Imra-Corporate Transferees
(ICT), Business Visitors (BY), Contractual Service Suppliers (CSS), dan
Independent Professionals (IP).

Annex tentang Adovement of Natural Persons Supplying Services under the
Agreement menetapkan bahwa GATS tidak berlaku untuk kebijakan-kebijakan
yang berdampak pada individu (natural person) yang mencari akses pada pasar
tenaga kerja di suatu negara anggota dan untuk kebijakan-kebijakan yang
menyangkut kewarganegaraan, tempat tinggal atau pekerjaan yang dilakukan
secara tetap (permament basis). Mode 4 berkaitan dengan aspek sementara
(temporary), tetapt "temporary” tidak didefinisikan dalam GATS. Annex tersebut
juga menyatakan bahwa, terlepas dari kewajiban mereka berdasarkan GATS,
Anggota bebas untuk mengatur masuk dan tinggal dari individu-individu dalam
wilayah mereka, dengan syarat kebijakan-kebijakan tersebut tidak dilakukan

sedemikian rupa untuk menghilangkan atau mengurangi keuntungan yang akan
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diperoleh setiap Anggota berdasarkan ketentuan komitmen spesifik. Pembuatan
syarat-syarat visa hanya untuk individu (natural person) dan Anggota-anggota
tertentu, tetapt tidak unink orang lain, bukan semata dianggap sebagai
menghilangkan atan mengurangi keuntungan tersebut’ .

Tidak ada jangka waktu tertentu dalam GATS yang menentukan apa yang
disebut keberadaan sementara Sesuai dengan Scheduling Guidelines, setiap
anggota harus menetapkan dalam schedule of specific commitment-nya jangka
waktu tinggal yang diizinkan untuk kategori individu (natural person) yang
termasuk di dalamnya. Dalam Guidelines for the Scheduling of Specific
Commitments under the General Agreement on Trade in Services (S/1/92) 28

" Maret 2001, yang diadopsi WTO Council in Trade in Services pada 23 Maret
2001, para Anggota didorong untuk menyertakan dalam komitmen mereka lama
tinggal sementara individu (natural person) untuk tujuan pemasok jasa. Dengan
tidak adanya acuan waktu tertentu untuk tinggal sementara pemasok jasa asing,
maka dapat dipahami bahwa tidak ada yang mengikat sehubungan dengan jangka
waktu tersebut’.

2. Tujuan WTO

Tujuan utama WTQ adalah terciptanya arus perdagangan yang lancar (flow
smoothly), bebas (freely), adil (fairly) dan dapat diprediksi (prediciably)’. WTO
melakukan ini dengan menyelenggarakan perjanjian perdagangan; bertindak
sebagai forum untuk perundingan perdagangan; menyelesaikan perselisihan
perdagangan; meninjau kebijakan perdagangan nasional; membantu negara-

negara berkembang dalam masalah-masalah kebijakan perdagangan, melalui

'Julia Nielson dan Daria Taglioni, “A Quick Guide to the GATS and Mode 4,” (Makalah
disampaikan pada OCED — WORLD BANK — IOM Seminar on Trade and Migration, Geneva, 12-
14 November 2003}, hal. 7.

?Lihat Pamgraf 34 Guidelines for the Scheduling of Specific Commitments under the
General Agreement on Trade in Services (S/L/92), 28 Maret 2001,

*World Trade Organization (2), The World Trade Organization (Geneva: World Trade

Organization, 2009), hal. 6.
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bantuan teknis dan program pelatihan; dan bekerja sama dengan organisasi
internasional lainnya®.

a. [dow smoothly
Perdagangan akan lancar jika penjual dan konsumen menikmati hubungan
komersial yang sehat. Dengan demikian dapat membantu orang di seluruh
dunia menjadi lebih baik dan konflik politik dapat dikurangi’.

b. Freely
Salah satu prinsip WTO adalah agar negara-negara menurunkan hambatan
tarif dan memperbolehkan perdagangan untuk mengalir dengan bebas
sehingga negara-negara mendapat keuntungan dari perdagangan yang
meningkat sebagai hasil dari menurunkan hambatan tarif®,

c. Fairly
Prinsip-prinsip  MFN dan perlakuan nasional (nafional treatment)
dirancang untuk menjamin kondisi perdagangan yang adil. Demikian juga
terjadi dalam dumping dan subsidi. Banyak perjanjian WTO lainnya yang
bertujuan untuk mendukung persaingan yang adil, seperti dalam pertanian,
kekayaan intelektual dan jasa’.

d. Predictably
Dengan stabilitas dan prediktibilitas, investasi dapat didorong, pekerjaan
diciptakan dan konsumen dapat sepenuhnya menikmati persaingan, berupa
pilihan dan harga yang lebih rendah. Sistem perdagangan multilateral
adalah suatu usaha oleh pemerintah untuk membuat lingkungan bisnis

yang stabil dan dapat diprediksi®.

*Ibid.

SWorld Trade Orpanization (b), /0 Benefits of the WTO Trading System (Geneva: World
Trade Organization, 2008), hal. 2.

*World Trade Organization (c), /0 Common Misunderstandings about the W10 (Geneva:
World Trade Organization, 2007}, hal. 3,

"World Trade Organization (d), Understanding the WTO (Geneva: Woild Trade
Organization, 2005), hal, 12.

BIbid., hat. 11.
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3. Mode 4 dalam Schedule of Specific Commitment Indonesia di dalam WTO

Schedule of specific commiiment dibagi menjadi dua bagian, yaitu

komitmen horizontal (horizontal commitment) dan komitmen sekioral (sectoral

commitment). Mode 4 dalam Schedide of specific commitmert Indonesia di WTO

tertanggal 21 Juli 2006 adalah sebagai berikut:

a.

Komitmen horizontal (horizontal commiiment)

Komitmen horizontal (horizontal commitmenf) di dalam WTO berisi
pembatasan-pembatasan akses pasar (market access), perlakuan nasional
(national treatment), pengecualian MFN dan komitmen tambahan.
Komitmen horizontal (horizontal commitment) Indonesia dalam Maode 4 di
WTQ adalah sebagai berikut®:

1) Pembatasan Akses Pasar (market access)

(i) Sesuai dengan berbagai hukum dan perundang-undangan
Ketenagakerjaan dan Keimigrasian Indonesia, hanya direktur,
manager dan ahli/pensehat  teknis, kecuali disebutkan
sebaliknya, diperbolehkan untuk tinggal dengan masa tinggal
dua tahun dan dapat diperpanjang untuk maksimal dua kali
berdasarkan dua tahun setiap kali perpanjangan.

(ii)) Manager dan ahli tekmis (infra corporate transfer)
diperbolehkan berdasarkan tes kebutuhan ekonomi (economic
needs lests).

(1ii)Masuk dan tinggal sementara para pengunjung bisnis {business
visitor) diizinkan untuk periode 60 hari dan dapat diperpanjang

setiap 30 hari dengan jumlah tinggal maksimum 180 hari.

2) Pembatasan Perlakuan Nasional (national freatment)
(1) Kewajiban untuk membayar kompensasi
Pengusaha wajib membayar kompensasi untuk setiap pekerja

asing yang dipekerjakan. Kewajiban membayar kompensasi

"WTO Document TN/S/O/IDN tanggal 21 Juli 2006,
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dimaksudkan untuk mendukung upaya peningkatan kualitas
sumber daya manusia [ndonesia.

(11) Setiap pengusaha yang mempekerjakan pekerja asing adalah
berdasarkan kewajiban untuk mendapatkan izin tertulis dari
Menteri. Persyaratan untuk mendapatkan izin dalam
penggunaan pekerja asing dimaksudkan untuk menjamin
pekerjaan pekerja asing yang selektif sehingga tenaga kerja
Indonesia dapat digunakan dan dikembangkan secara optimal.

(iii)Pekerja asing tidak diperbolehkan menempati posisi yang
berhubungan dengan personil danfatan menduduki posisi

tertenty.

b. Komitmen sektoral (sectoral commitment)
Berikut ini contoh-contoh komitmen sektoral (sectoral commitment) Mode
4 Indonesia di WTO dalam beberapa sektor atau sub-sektor jasa:
1) Jasa Hukum (fegal services) — CPC 861
(i) Pembatasan akses pasar (snarket access)
Tidak terikat (unbound) kecuali untuk pengacara asing
(advokat), Pengacara asing (advokat) diperbolehkan bekerja
atau mengambil bagian dalam kantor hukum Indonesia sebagai
karyawan atau sebagat tenaga ahli dalam hukum internasional,
tetapi tidak dapat bersidang di pengadilan dan/atau melakukan
proses hukum datam kondisi apapun.
(i) Pembatasan perlakuan nasional (national freatment)
Tidak tertkat (unbound) kecuali untuk pengacara asing
(advokat). Pengacara asing (advokat) adalah:
e Hanya diperbolehkan sebagai karyawan atau tenaga ahli di
kantor hukum Indonesia.
e Wajib mentransfer pengetahuan hukum dan kemampuan

profesional kepada pengacara Indonesia.
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s Wajilb meniransfer pengetahuan untuk pendidikan,
penelitian hukum atau lembaga pemerintah sedikitnya 10
jam setiap bulan secara gratis.

Bagian pengacara asing (advokat) di kantor hukum Indonesia

tidak boleh melebihi 20 persen dan harus terbatas pada lima

pengacara asing (advokat) per perusahaan.

2) lasa Arsitektur (architeciural services) — CPC 8671
(1) Pembatasan akses pasar (inarke! access)
:Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal.
(it) Pembatasan perlakuan nasional (national treatment)

Sebagaimana ditentukan dalam bagian hornzontal.

3) Jasa hotel (hotel berbintang 3, 4, 5} - CPC 64110
(1) Pembatasan akses pasar (market access)
Tidak terikat (unbournd) kecuali untuk:
s Tingkat manajemen atas di bisnis hotel, terdin dari:
- General Manager
- Food and Beverage Manager
- Resident Manager
- Comptrofier
- Direktur Pemasaran
e Personal berketerampilan tinggi, terdiri dari:
- Iixecutive Chef
- Sous Chef
- Specialty Cook
(ii) Pembatasan perlakuan nasional (nafional treatment)

Sebagaimana ditentukan dalam bagian honzontal.

B. ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)

Pada Desember 1995, nepara-negara anggota ASEAN mencapai
kesepakatan untuk melakukan liberalisasi perdagangan di bidang jasa.
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Kesepakatan itu tertuang di dalam Bangkok Summit Declaration of 1995 dan
ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS).

Perjanjian antar negara ASEAN ini pada prinsipnya mencerminkan
keinginan agar sesama anggota ASEAN untuk melakukan [iberalisasi
perdagangan jasa antar negara ASEAN secara lebih luas dan lebih mendalarn
dibandingkan dengan liberalisasi yang ditempuh dalam rangka GATS. Perjanjian
ini dipayungi oleh kesepakatan para pemimpin ASEAN yang dituangkan dalam
Bangkok Summit Declaration of 1995. Perdagangan jasa yang tertuang dalam
Bangkok Summit Declaration of 1995 menegaskan bahwa di bidang kerja sama
ekonomi, negara-negara ASEAN sepakat untuk mengadopsi Agenda for Greater
Economic Integration dalam hal:

a. ASEAN akan bergerak ke arah peningkatan kerja sama dan perdagangan
bebas di bidang jasa melalui penerapan ASEAN Framework Agreement on
Services.

b. Negara-negara Anggota ASEAN akan mulai berunding specific
commiiment tentang akses pasar (markef access), perlakuan nasional
(national treatment) dan komitmen-komitmen tambahan yang mencakup
semua sektor jasa dan semuas moda pemasokan. Putaran pertama
perundingan akan dimulai pada I Januari 1996 dan berakhir paling lambat
pada 31 Desember 1998, Perundingan akan memberikan penekanan pada
jasa keuangan, transportasi laut, telekomunikasi, transportasi udara,
pariwisata, konstruksi dan jasa bisnis. Putaran perundingan selanjutnya
akan dilakukan sampai liberalisasi tingkat yang lebih tinggi dicapai.
Negara-negara Angpota akan diberikan fleksibilitas untuk menentukan
sejauh mana sektor yang akan ditawarkan untuk perundingan. Selama
perundingan, setiap Negara Anggota setuju untuk tidak mengambil
kebijakan sedemikian rupa untuk meningkatkan posisi perundingan dan
pengaruh mereka. Namun, suatu Negara Anggota tidak boleh dicegah dari
mengambil kebijakan-kebijakan yang bijaksana yang sesuai dengan
GATS.
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1. Tujuan AFAS

Menyadari semakin pentingnya perdagangan jasa, negara-negara ASEAN
secara resmi meluncurkan usaha bersama mereka untuk bekerja ke arah aliran
perdagangan jasa yang lebih bebas di kawasan melalui penandatanganan ASEAN
Framework Agreement on Services (AFAS) pada 15 Desember 1995 oleh para
Menter1 Ekonomi ASEAN pada waktu KTT ASEAN ke-5 di Bangkok, Thailand.
AFAS mempunyai tiga (3) tujuan, yaitu'’;

a. untuk meningkatkan kerja sama di bidang jasa antara negara-negara
Anggota dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing, membuat
variasi kapasitas produksi dan pemasokan, serta distribusi jasa dari
pemasok jasa mereka di dalam dan di luar ASEAN;

b. untuk menghapus pembatasan substansial dalam perdagangan jasa antara
negara-negara Anggota; dan

c. untuk meliberalisasikan perdagangan jasa dengan mengembangkan
kedalaman dan cakupan liberalisasi di luar yang dilakukan negara-negara
Anggota berdasarkan GATS dengan tujuan untuk mewujudkan kawasan
perdagangan bebas di bidang jasa.

2. Perkembangan Liberalisasi Perdagangan Jasa di ASEAN

Untuk meliberalisasikan perdagangan jasa, negara-negara Anggota wajib
meliberalisasikan perdagangan jasa di sejumlah besar sektor dalam jangka waktu
yang wajar dengan menghilangkan secara substansial semua kebijakan
diskriminasi yang ada dan membatasi akses pasar (markef access) di antara
Negara-negara Anggota; dan melarang kebijakan-kebijakan baru atau lebih
diskriminatif dan pembatasan akses pasar (market access)'".

AFAS menetapkan pedoman luas untuk negara-negara Anggota ASEAN

untuk meningkatkan akses pasar (market access) dan menjamin perlakuan

SASEAN, AFAS, pasal [,

"Ibid., pasal 111
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nasional (national treatmenf) yang sama untuk pemasok jasa di antara negara-
negara ASEAN di semua empat moda pemasokan jasa, yaitu 2.
a. Mode [ (Cross-Border Supply): jasa lintas batas independen dari pemasok
atau konsumen.
b. Mode 2 (Consumption Abroad): konsumen menyeberang perbatasan untuk
mengkonsumsi jasa.
¢. Mode 3 (Commercial Presence). pemasok mendirikan kantor lokal atau
anak perusahaan untuk memasok.
d. Mode 4 (Movement of Naiural Persons): pemasok secara fisik ada di

negara itu untuk sementara.

Semua atu-ran AFAS konsisten dengan aturan internasional untuk
perdagangan jasa di mana hal ini ditetapkan dalam GATS WTO". Sebenarnya,
liberalisasi perdagangan jasa berdasarkan AFAS hams diarahkan untuk mencapai
komitmen di luar komitmen negara-negara Anggota berdasarkan GATS, atau
dikenal dengan prinsip GATS-Plus'*.

Dengan keinginan untuk mempercepat liberalisasi perdagangan di bidang
jasa dalam ASEAN, ASEAN Economic Ministers (Para Menteri ASEAN)
menandatangani Protokol Perubahan Perjanjian Bidang Jasa ASEAN (Protocol to
Amend the ASEAN Framework Agreement on Services) pada 2 September 2003
di Phnom Penh, Kamboja. Protokol memungkinkan untuk penerapan rumus
“/’LSEAN minus X~ dalam pelaksanaan komitmen jasa negara-negara Anggota.
Berdasarkan rumus ini, negara-negara yang siap untuk meliberalisasikan sektor
jasa lertentu dapat melanjutkan melakukannya tanpa harus memperpanjang izin
untuk negara-negara yang tidak berpartisipasi.

Dapat dikatakan bahwa AFAS telah mencapai lebih apa yang GATS

berusaha takukan, yaitu liberalisasi bertahap metalui putaran perundingan dan

“Iniroduction to ASEAN Framework Agreement on  Services (AFAS)™
http:/fwww. mypsdc.com/Website/ Intro/Intro AFAS.pdf, divnduh 2 Mei 2010,

eServices,” hitp:/www.aseansec.org. 6626 .htim, diakses 2 Mei 2010.

Mrbid.
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tidak ada pengecualian yang a priori'>. AFAS telah mencapai liberalisasi yang
signifikan dari sektor jasa melalui tujuh putaran perundingan, yaitu'®:

a. Protocol to Implement the Initial Package of Commitments under AFAS —
ditandatangani di Kuala Lumpur pada 15 Desember 1997.
Package ke-1 (1997) pada dasarnya hanya meliputt pariwisata dan
transportasi. Pariwisata termasuk dalam schedule sembilan (9) negara
AFAS. Transportasi tercakup oleh lima (5) dari sembilan (9) Anggota.
Semua sembilan (9) Anggota ASEAN, termasuk dua anggota terbaru
menyampaikan schedule jasa.

b. Protocol to Implement the Second Package of Commitments under AFAS
- ditandatangani di Ha Noi pada 16 Desember 1998.
Package ke-2 (1998) meningkatkan komitmen di sektor-sektor baru dan
yang sudah ada. Empat sektor baru, yaitu jasa bisnis, jasa komunikasi, jasa
konstruksi dan jasa keuangan muncul untuk pertama kalinya. Ruang
lingkup komitmen di bidang pariwisata dan transportasi yang sudah
tercakup dalam Package 1997 diperluas secara signifikan. Kamboja segera
memasukkan komitmen AFAS setelah masuk ASEAN pada 1999.

c. Protocol to Implement the Third Package of Commitments under AFAS -
selesai pada 31 Desember 2001.
Package ke-3 (2001) hampir meliputi sektor dasar yang sama seperti pada
Package 1998. Negara-negara Anggota semakin memperdalam komitmen
dalam lima (5) sektor, yaitu bisnis, transportasi, konstruksi, pariwisata dan
transportasi, dan negara-negara Anggota tidak memiliki komitmen di
sektor lain selain lima (5) sektor tersebut,

d. Protocol to Implement the Fourth Package of Commitments under AFAS -
ditandatangani di Jakarta pada 3 September 2004

Shintaro Hamanaka, “Services Liberalization: Global and Regional Perspectives,”
htip:/fwww.uncscap. orgfid/projects/egmtf s2Shintaro.pdf, diunduh 2 Mei 2610,

1$1bid.
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Pada Package ke-4 (2004), komitmen ditingkatkan dalam empat (4) sektor
yang semuanya sudah lercakup dalam Package 2001. Hasil Package ke-4
int stagnan disebabkan olels tidak berjalannya Perundingan Putaran Doha.

e. Protocol to Implement the Fifth Package of Commitments under AFAS —
ditandatangani di Cebu pada 8 Desember 2006.
Package ke-5 (2006) melakukan peningkatan yang signifikan. Semua
sektor sulit yang tidak tercakup sampai saat itu tercakup dalam Package
2006. Sektor-sektor tersebut adalah jasa distribusi, jasa pendidikan, jasa
lingkungan dan jasa rekreasi. Pada tahun 2006, AFAS telah mencapai
cakupan-sektor yang komprehensif. -

f Protocol to Implement the Sixth Package of Commitments under AFAS —
ditandatangani di Singapura pada 19 November 2007.
Vietnam bergabung dengan WTO pada Desember 2006 dan komitmen
AFAS pada tahun 2007 mencerminkan komitrnen GATS. Negara-negara
ASEAN lainnya juga meningkatkan komitmen. Sebagat hasil, cakupan
Package ke-6 (2007) secara signifikan lebih komprehensif. Selain dari
beberapa pengecualian terbatas, semua negara membuat komitmen di
semua sektor,

g. Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments under the
AFAS — ditandatangani di Cha-am pada 26 Februari 2009.
Package ke-7 (2009) merupakan komitmen vang paling ambisius selama
komitmen AFAS dibuat sampai saat ini karena sesuai dengan target yang
ditetapkan ASEAN Economic Community Blueprint (AEC Blueprint).
Komitmen ini termasuk mengatur tidak ada pembatasan untuk jasa lintas
batas (Mode 1) dan konsumsi luar negeri (Mode 2); melakukan tingkat
keadilan asing yang lebih tingg, dan secara bertahap menghapus

pembatasan lain.

3. Mode 4 dalam Schedule of Specific Comunitment Indonesia di dalam
AFAS

Mode 4 dalam Schedule of specific commitment Indonesia di dalam AFAS
pada Package ke-7 adalah sebagai berikut:
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a. Komitmen horizontal (#orizontal commitment)
1) Pembatasan Akses Pasar (market access)

(1) Sesuai dengan berbagai hukum dan perundang-undangan
Ketenagakerjaan dan Keimigrasian Indonesia, hanya direktur,
manager dan ahli/pensehat teknis, kecuali disebutkan
sebaliknya, diperbolehkan untuk tinggal dengan masa tinggal
dua tahun dan dapat diperpanjang untuk maksimal dua kali
berdasarkan dua tahun setiap kali perpanjangan.

(ii) Manager dan ahli teknis (infra corporate iransfer)
diperbolehkan berdasarkan tes kebutuhan ekonomi (economic
needs tests).

(iii)Masuk dan tinggal sementara para pengunjung bisnis (business
visitor) diizinkan untuk periode 60 harn dan dapat diperpanjang

setiap 30 hari dengan jumlah tinggal maksimum 180 hari.

2) Pembatasan Perlakuan Nasional (rational ireatment)

(i) Kewajiban untuk membayar kompensast
Pengusaha wajib membayar kompensasi untuk setiap pekerja
asing yang dipekerjakan. Kewajiban membayar kompensasi
dimaksudkan untuk mendukung upaya peningkatan kualitas
sumber daya manusia Indonesia.

(i) Setiap pengusaha yang mempekerjakan pekerja asing adalah
berdasarkan kewajiban untuk mendapatkan izin tertulis dari
Menteri. Persyaratan untuk mendapatkan izin dalam
penggunaan pekerja asing dimaksudkan untuk menjamin
pekerjaan pekerja asing yang selektif sehingga temaga kerja
Indonesia dapat digunakan dan dikembangkan secara optimal.

(in1)Pekerja asing tidak diperbolehkan menempati posisi yang
berhubungan dengan personil dan/atau menduduki posisi

tertentu.
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b. Komitmen sektoral (sectoral commitment)
Berikut ini contoh-contoh komitmen sektoral (sectoral commitment) Mode
4 Indonesia di dalam AFAS dalam beberapa sektor atau sub-sektor jasa:
1} Jasa Hukum (legal services) — CPC 861
(1) Pembatasan akses pasar (markef access)

Tidak terikat (wnbound) kecuali untuk pengacara asing
(advokat). Pengacara asing (advokat) diperbolehkan bekerja
atau mengambil bagian dalam kantor hukum Indonesia sebagai
karyawan atau sebagai tenaga ahli dalam hukum intermnasional,

tetapi tidak dapat bersidang di pengadilan dan/atau melakukan

proses hukum dalam kondisi apapun.

(it) Pembatasan perlakuan nasional (rational treatment)

Tidak terikat (wnbound) kecuali untuk pengacara asing

(advokat). Pengacara asing (advokat) adalah:

e Hanya diperbolehkan sebagai karyawan atau tenaga ahli di
kantor hukum Indonesia.

o Wajib mentransfer pengetahuan hukum dan kemampuan
profesional kepada pengacara Indonesia.

e Wajib mentransfer pengetahuan untuk pendidikan,
penelitian hukum atau lembaga pemerintah sedikitnya 10
jam setiap bulan secara gratis.

Bagtan pengacara asing (advokat) di kantor hukum Indonesia

tidak boleh melebihi 20 persen dan harus terbatas pada lima

pengacara asing (advokat) per perusahaan.

2) Jasa Arsitektur (architectural services) — CPC 8671
(lit)Pembatasan akses pasar (market access)
Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal.
{(iv)Pembatasan perlakuan nasional (national treatmernt)

Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal.
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3) Jasa hotel (hotel berbintang 3, 4, 5) - CPC 64110
(1) Pembatasan akses pasar (markel access)
Tidak terikatl (tbound) kecuali untuk:
¢ Tingkat manajemen atas di bisnis hotel, terdiri dari:
- General Manager
- Food and Beverage Manager
- Resident Manager
- Comptroller
- Direktur Pemasaran
o Personal berketerampilan tinggi, terdiri dari;
- Executive Chef
-  Sous Chef
- Specialty Cook
(ii) Pembatasan periakuan nasional (national treatment)

Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal.

4} Jasa Penginapan Motel - CPC 6412/6412

(i) Pembatasan akses pasar {marker access)
Tidak terikat (unbound) kecuali untuk kebijakan-kebijakan
yang mempengaruhi masuk dan tinggal sementara jika individu
(natural persoiy dalam kategori berikut:
o Tingkat manajeman atas
e Profesional berketerampilan tinggi

(1)) Pembatasan perlakuan nasional (national treatment)

Sebagaimana ditentukan dalam bagian horizontal.
C. Indonesia Japan Economic Partership Agreement (IJEPA)

1. Latar Belakang 1JEPA
Pada APEC Summit Meeting di Chile pada November 2004, Presiden

Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang, Junichiro
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Koizumi, membahas pentingnya Economic Partnership Agreement (EPA) sebagai
sarana untuk memajukan hubungan ekonomi antara kedua negara.

Pada 16 Desember 2004, hasil pembicaraan tersebut ditindaklanjuti oleh
Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industn Yepang, Shoichi Nakagawa dan
Menter Perdagangan Indonesia, Mari Elka Pangestu. Mereka berbagi pandangan
pada kebutuhan untuk meluncurkan Joint Study Group untuk menyelidiki masa
depan kemitraan ekonomi antara kedua negara.

Pada awal 2005, Joint Study Group ini mengadakan tiga kali rapat untuk
memutuskan layak tidaknya dilaksanakan Free Trade Agreement (FTA) antara
kedua negara dan untuk memutuskan kapan dimulainya proses perundingan. Pada
2 Juni 2005, dalam kunjungannya ke Tokyo, Presiden Indonesia, Susilo Bambang,
Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang, Junichiro Koizumi, menandatangani
kesepakatan dimulainya perundingan FTA dengan kerangka Indonesia Japan
Economic Partnership Agreement (IJEPA). Ini menunjukkan betapa pentingnya
hubungan kerja sama Jepang bagi Indonesia.

Antara Juli 2005 sampai dengan Juni 2007, berbagai perundingan
dilaksanakan. Proses perundingan yang panjang dan melelahkan ini pada akhirnya
mencapai puncaknya pada saat IJEPA ditandatangani pada tanggal 20 Agustus
2007 oleh kedua kepala pemerintahan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan
Perdana Menteri Jepanz Shinzo Abe di Jakarta, Indonesia'’. Perjanjian IJEPA ini
merupakan perjanjian bilateral yang pertama bagi Indonesia dan menempatkan
Indonesia sejajar dengan nepara pesaing di pasar Jepang, terutama vang sudah
memiliki perjanjian EPA dengan Jepang'®. Dalam rangka implementasi [JEPA,
masing-masing pihak telah selesai mempersiapkan berbagai kebijakan dan
infrastruktur pendukungnya, yang pada akhimya implementasi IJEPA tersebut
telah disepakati untuk dimulai pada tanggal 1 Juli 2008.

"Achdial Atmawinaia, el. al, “Kedalaman Strukmur Industri yang Mempunyai Daya
Saing di Pasar Global: Kajian Capacity Building Industri Manufaktor melalui Implementasi

MIDEC-UEPA,” hitp/iwww.depperin. go.1d/IND/Publikasi/liepa/struktur,pdf, diunduh 10 Mei
2010,

1%«A preement between The Republic of Indonesia and Japan for an Ecoromic Parmership
(II-EPA),"  http//diljenkpi.depdag. go.idfindex.php?module=ncws detail&news calegory id=3,
diakses 10 Mei 2010.
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2. Tujuan LJEPA

Tujuan [JEPA adalah untuk meningkatkan perdagangan kedua negara dan
menciptakan kondisi win win'”. Sampai saat ini Jepang merupakan salah satu
negara tujuan ekpor terbesar Indonesia yang mencapai angka US$ 23,6 milyar
pada tahun 2007 atau dua kali lebih besar dari ekspor Indonesia ke Amerika
Serikat. Sebaliknya Jepang tercatat sebagai negara dengan volume perdagangan
ketiga besar dunia setelah Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Indonesta berharap dengan adanya IJEPA dapat mendorong peningkatan
investasi Jepang di Indonesia yang dapat mengembangkan industr dan teknologi,
serta memperdalam keterlibatan Indonesia dalam jaringan produksi regional dan
internasional. Dengan meningkatnya investasi dibharapkan terjadi pembukaan
lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja yang besar di Indonesia. Dengan
adanya IJEPA ini Indonesia juga mempunyai peluang untuk mengirimkan tenaga
kerjanya ke Jepang, di mana saat ini banyak orang Jepang, terutama anak muda
Jepang yang tidak mau lagi bekerja pada industn 3D (dirty, dangerous and
difficulf) dan pekerjaan-pekerjaan yang menuntut konsentrasi tinggi, melelahkan
dan menjemukkan, seperti pekerjaan-pekerjaan di pabrik baja, galangan kapal,

konstruksi baja dan lain-lain.

3. Tiga Pilar IJEPA
IJEPA merupakan kerja sama perdagangan yang tidak hanya mencakup
liberalisasi, tetapi juga sektor-sektor lainnya seperti jasa, investasi dan energi,
yang tercakup dalam tiga pilar IJEPA yaitu®:
a, Liberalisasi, yaitu menghapuskan atau mengurangi hambatan perdagangan
dan investasi (berupa bea masuk dan kepastian hukumy};

b. Fasilitasi Perdagangan dan Investasi, berupa:

*® Aimawinata, Joc. cit.

*Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) Penanjian Kemitraan
Ekonomi Indonesia-Jepang” hilp:/fwww.indonesianembassy.jp/perdagangan/manfaal_epa.pdf,
diunduh 17 April 2010,
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1} Upaya bersama untuk memperbaiki iklim investasi dan
meningkatkan tingkat kepercayaan bagi investor Jepang; dan
2} Kerja sama di bidang prosedur kepabeanan, pelabuhan dan jasa-
jasa perdagangan, HK! dan standar,
¢. Kerja sama, yaitu kesepakatan untuk kerja sama dalam meningkatkan
kapasitas Indonesia sehingga lebih mampu bersaing dan memanfaatkan

secara optimal peluang pasar EPA.

4. Mode 4 dalam Specific Commitiment Indonesia di dalam IJEPA
Mode 4 dalam IJEPA diatur dalam Annex 10 sebagaimana dimaksud
dalam Chapter 7, yaitu tentang Specific Commitments for the Movement of
Natural Persons. Mode 4 dalam IJEPA luas cakupannya. Dalam Annex 10 ini
dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Bagian 1 tentang Specific Commitments of Japan
dan Bagian 2 tentang Specific Commitments of Indonesia.
Mode 4 dalam specific commitment Indonesia di dalam IJEPA adalah
sebagai berikut®":
a. Shori-ferm business visitors of Japan
Masuk dan tinggal sementara untuk jangka waktu tidak melebili 60 hari,
yang dapat diperpanjang, harus diberikan kepada individu (natural person)
Jepang yang akan tinggal di Indonesia, tanpa memperoleh remunerasi dari
dalam Indonesia dan tanpa terlibat dalam melaklukan penjualan langsung
kepada masyarakat umum atau dalam memasok jasanya untuk dirinya
sendiri, untuk tujuan berpartisipasi dalam pertemuan bisnis, kontak bisnis
termasuk perundingan untuk penjualan barang atau jasa, atau kegiatan
serupa lainnya termasuk untuk mempersiapkan untuk mendirikan investasi

di Indonesia®”.

*'[JEPA, Annex 10.

2ibid., Annex 10 Parl 2 Section 1.
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b. Infra-corporate Transferees of Japan

Masuk dan tinggal sementara untuk jangka waktu satu tahun yang dapat

diperpanjang selama tidak lebih dari satu tahun pada setiap perpanjangan

dan tidak lebih dar lima kali, akan diberikan kepada individu Jepang

yang:

telah dipekerjakan oleh perusahaan yang menyediakan jasa atau
berinvestasi di Indonesia, untuk jangka waktu tidak kurang dari
satu tahun segera sebelum tanggal permohonannya untuk masuk
dan tinggal sementara di Indonesia; dan

sedang ditransfer ke cabang atau kantor perwakilan perusahaan di
Indonesia, atau perusahaan lain yang merupakan atau yang
diadakan di Indonesia dan dimiliki atau dikendalikan oleh atau

berafiliasi dengan perusahaan terdahulu®.

c. Imvestors of Japan

Masuk dan tinggal sementara untuk jangka waktu satu tahun, yang dapat

diperpanjang selama tidak lebih dari satu tahun pada setiap perpanjangan

dan tidak lebih dari lima kali, akan diberikan kepada individu (narural

person) Jepang yang akan terlibat dalam salah satu kegjatan berikut yang

diperbolehkan oleh hukum dan peraturan di Indonesia selama tinggal

sementara di Indonesia:

kegiatan untuk berinvestasi dalam bisnis di Indonesia dan
mengelola bisnis tersebut;

kegiatan untuk mengelola bisnis di Indonesia atas nama orang lain
selain orang Indonesia yang telah berinvestasi dalam bisnis
tersebut; atau

menjalankan bisnis di Indonesia di mana orang itu selain orang

Indonesia telah berinvestasi*?.

Brbid,, Annex 10 Parl 2 Seclion 2.

1pid., Annex 10 Part 2 Section 3.
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d. Natural persons of Japan who engage in supplying services as nurses or

e.

certified careworkers or related activities on the basis of a personal
contract with a public or private organization in Indonesia

Masuk dan tinggal sementara untuk jangka waktu satu tahun, yang dapat
diperpanjang selama tidak lebih dari satu tahun setiap perpanjangan dan
tidak lebih dari lima kali, akan diberikan kepada individu (narural person)
Jepang yang akan terlibat dalam kegiatan bisnis selama tinggal sementara
di Indonesia atas dasar kontrak pribadi dengan organisasi publik atau
swasta di Indonesia, seperti mechanical engineer dan electrical engf?ieer‘?j.
Natural persons of Japan who engage in supplying services as nurses or
certified careworkers of related activities on the basis of a personal
contract with a public or private organization in Indonesia

Bagian ini mengatur:

e Masuk dan tinggal sementara individu (natural person) Jepang
untuk jangka wakfu satu tahun, yang dapat diperpanjang untuk
jangka waktu yang sama setiap perpanjangan dan tidak lebih dart
dua kali, dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Annex ini;

e Masuk dan tinggal sementara individu (natural person) Jepang
untuk jangka waktu satu tahun, yang dapat diperpanjang untuk
jangka waktu yang sama setiap perpanjangan dan tidak lebih dari
tiga kali, dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Annex ini;

e Masuk dan tinggal sementara individu (natural person) Jepang
untuk jangka waktu satu tahun, yang dapat diperpanjang setiap
tahun dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Annex ini,

e Indonesia dapat memutuskan jumlah maksimal individu (nafural
person) Jepang yang masuk dan tinggal sementara yang diberikan
tahunan dan yang tinggal di Indonesia berdasarkan pemberian

masuk dan tinggal sementara berdasarkan bagian tni.

Bibid., Annex 10 Part 2 Section 4.
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e Jika terjadi kerugian serius atau ancaman terhadap masyarakat atau
pasar kerja di Indonesia, Indonesia dapat membuat keputusan lain
yang dianggap perlu dan pemerintab Indonesia wajib
memberitahukan pemerintah Jepang setiap keputusan yang diambil
sebelum menerapkan keputusan tersebut.

e Pengecualian-pengecualian yang dilakukan Indonesia dan
pemerintah Indonesia wajib memberitahukan pemeritah Jepang,

« Pemagangan.

» Kewajiban-kewajiban pemerintah Jepang®.

®Ibid., Annex 10 Part 2 Section 5.
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BAB IV
ANALISIS HUKUM TERHADAP MODE 4
GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES (GATS)
DAN KEPENTINGAN INDONESIA
DALAM LIBERALISASI PERDAGANGAN DI BIDANG JASA

A. Analisis Hukum Terhadap Mode 4 General Agreement on Trade in
Services (GATS)

1. Definisi Mode 4
a. Pasal 1.2 GATS

Definisi Mode 4 diatur dalam Pasal 1.2 GATS yang menyatakan
“the supply of a service' by a service supplier” of one Member, through
presence of natural persons of a Member in the fterrilory of another
Member" (pemasokan jasa oleh pemasok jasa dari satu negara Anggota,
melalui kehadiran individu dari suatu negara Anggota di dalam wilayah
negara Anggota lain).

Mode 4 teqadi bila individu (natural person) salah satu anggota
WTO berusaha untuk masuk atau hadir dalam wilayah anggota lain
berkaitan dengan pemasokan jasa. Dengan kata lain, GATS tidak

mencakup perpindahan orang, tetapi hanya sejauh perpindahan yang

bertujuan untuk pemasokan jasa3.

'Menurut Pasal XXVIII (b) GATS, supply of a service (pemasokan jasa) meliputi
produksi, distribusi, pemasarar, penjualan dan penyerahan suatu jasa.

Menurut Pasal XXVIII (g) GATS, service supplier (pemasok jasa) adalah sctiap orang
yang memasok jasa.

*WTO Secretariat (a), “Presence of Natural Persons (Mode 4),” Background Note
S/CIN{301L, 15 Seplember 2009, hal. 1.

UNIVERSITAS INDONESIA

Analisis hukum..., Afrianti Kusuma Wardhani, FH Ul, 2010.



77

b. Annex lentang Movement of Natural Persons Supplying Services under the
Agreement
Annex tentang AMovemeni of Natural Persons Supplying Services
under the Agreement, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
GATS menyatakan dengan jelas bahwa GATS tidak berlaku untuk
kebijakan-kebijakan yang berdampak pada individu (nafural person) yang
mencari akses pada pasar tenaga kerja di suatu negara Anggota dan untuk
kebijakan-kebijakan yang menyangkut kewarganegaraan, tempat tinggal
atau pekerjaan yang dilakukan secara tetap (permanent basis)®. Disebutkan
juga bahwa negara-negara Anggota bebas untuk mengatur masuknya atau
menetap sementara individu di wilayahnya dengan syarat peraturan
tersebut tidak menghilangkan atau mengurangi keuntungan yang diberikan
kepada setiap Anggota sesuai dengan persyaratan komitmen spesifik’.
Dilihat dari ruang lingkupnya, Annex tersebut mencakup
perpindahan yang terkait dengan Mode 3. Dikaitkan dengan definisi Mode
4 pada Pasal 1.2 (d) GATS, definisi Mode 4 menciptakan ketidakielasan
definisi di dalam GATS karena berusaha untuk membedakan antara
“pemasok jasa” dan “pekerjaan” berdasarkan sifat keterlibatan orang asing
di perusahaan domestik, apakah sebagai karyawan atau sebagai pemasok
jasa berdasarkan kontrak®. Qleh karena Annex mencakup individu yang
dipekerjakan oleh pemasok jasa suatu negara Anggota, definisi tersebut
dapat mencakup orang asing yang dipekeriakan oleh perusahaan negara

tuan rumah, namun pekerjaan tersebut tidak diatur dalam GATS.

"WTQ, GATS, ayat 2 Annex tentang Movement of Natural Persons Supplying Services
under the Agreement.

3thid., ayat 4 Anncx lemang Movement of Natural Persons Supplying Services under the
Agreement.

®Winters, L. Alan, Terrie L. Walmsley, Zhen Kun Wang dan Roman Grynberg.
“Negotiating the Libcralisation of the Temporary Movement of Natural Persons,” Ecomomics
Discussion Paper 87 (University of Sussex, Brighton, 2002),
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2. Definisi dan Kategori Natural Person
a. Definisi Natural Person

Individu (natural person) suatu Anggota didefinisikan pada Pasal
XXVII (k) GATS, vaitu seorang warga negara dari negara Anggota
tersebut atau individu (narieral person) yang mempunyai hak tinggal tetap
di negara Anggota tersebut. Penduduk tetap tercakup jika suatu Anggota
tidak memiliki warga negara atau secara substansial memberikan
periakuan yang sama terhadap penduduk tetap dan terbadap warga
negaranya {(dalam hal kebijakan-kebijakan yang mempengamhi

perdagangan jasay. - - 3

b. Kategori Natural Person
Berdasarkan Ayat 1 Annex tentang Movement of Natural Persons
Supplying Services under the Agreement, ada dua kategon individu
(natural person) yang tercakup dalam GATS, yaitu individu (natural
person) sebagai pemasok jasa dari suatu negara Anggota dan individu
(natural person) dari suatu negara Anggota yang dipekerjakan oleh
pemasok jasa suatu negara Anggota.
1) Individu (matural person) sebagai pemasok jasa dari suatu negara
Anggota
Kategori ini berkenaan dengan orang vang bekerja sendiri {self-
employed persomn). Kategon ini jelas karena individu (natural person)
pindah ke luar negert untuk memberikan jasanya yang dibayar
langsung oleh pelanggan berdasarkan kontrak jasa®.
Sebagian besar Anggota WTO memasukkan kategori imi dalam
komitmen mereka di bawah judul “Independent Professional”, yang

secara umum, sebapian besar berkaitan dengan profesional, tetapi

"WTO, GATS, pasal XX VIl (k).

*Diana Zacharias, “Article I GATS (Scope and Definition)” dalam WTO-Trade in
Services. Dicdit oleh R. Wolfrum, P.T. Stoll dan C. Feinifugle (Max-Planck Commenlaries on
World Trade Law: Brill Publishers, 2008), hal. 52.
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dapat juga merujuk pada orang-orang berketerampilan rendah’. Dalam
hal ini, ruang lingkup GATS cukup luas karena International Labour
Organization {ILO) Convention No. 97 Tahun 1949 tidak memasukkan
wiraswasta dalam definisi.
Individu {ratural person) dari suatu Anggota yang dipekerjakan oleh
pemasok jasa suatu negara Anggota
Kategori kedua lebih kompleks dengan kata-kata “individu (nafural
person) dari suatu Anggota yang dipekerjakan oleh pemasok jasa suatu
negara Anggota” dan ada beberapa kesimpangsiuran tentang apa yang
tercakup dalam kategori ini. Kesimpangsiuran tersebut antara lain
dibahas dalam Background Note oleh WTO dan paper-paper sebagai
berikut:

(i) Background Note S/C/W/75 tanggal 8 Desember 1998 coleh WTO
Secretariat'® mencatat bahwa kata-kata “individu (natural person)
dari suatu Anggota yang dipekerjakan oleh pemasok jasa suatu
negara Anggota” menyarankan bahwa orang asing yang
dipekerjakan oleh perusahaan negara tuan rumah juga termasuk
dalam Mode 4. Namun, karena Pasal 12 (d) GATS tampaknya
mencakup hanya karyawan asing dan perusahaan-perusahaan asing
yang didirikan di negara Anggota lainnya, WTO Secretariat'’
menyarankan bahwa orang asing yang bekerja untuk peruszhaan
negara tuan rumah akan termasuk dalam Mode 4 GATS jika
mereka bekerja berdasarkan kontrak sebagai pemasok independen

untuk perusahaan milik lokal. Namun, hal ini tampaknya tidak

“Marion Panizzon (a), “GATS Mode 4, Trade and Non-Trade Agrecments: Trealies as
Tools for Global Migration Management,” (Submission for the 2*! Annual Trapca Trade Research
Forum, Arusha, 30-31 Juli 2009),

""WTO Secrelariat (b), “Presence of Natural Persons (Mode 4),” Background Note
S/ICAW /5, 8 Desember 1998,

""WTO Sccretariat bukan sebagai penerjemah hukum GATS.

Juiia Nielson, “Service Providers on the Move: A Closer Look at Labour Mobility and the GATS,”

hutp://www.olis.oecd. org/olis/2001doc.nsf/LinkTo/NTC0000BC2/SFILE/IT001 21120.PDF,  diun-
duh 10 Maret 2010,
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perlu tercakup dalam GATS jika mereka merupakan karyawan
perusahaan tersebut.

(ii) Menurut L. Alan Winters dan kawan-kawan'?, definisi “individu

(natural person) dari suatu Anggota yang dipekerjakan oleh
pemasok jasa suatu negara Anggota” dapat berarti termasuk orang
asing yang dipekerjakan oleh perusahaan negara tuan rumah
(perusahaan dalam neperi). Hal ini tidak jelas apakah GATS harus,
dapat atau tidak dapat mencakup pekerjaan warga negara asing
oleh perusahaan dalam neger. Namun pekerjaan tersebut tidak
tercakup dalam GATYS.
L. Alan Winters dan kawan-kawan menambahkan bahwa jasa yang
diberikan oleh pekerja asing berdasarkan kontrak kerja pada
penyedia jasa lokal dapat dipertakukan berbeda dari jasa yang
persis sama yang diberikan oleh orang yang persis sama bertindak
sebagai penyedia jasa yang tidak terikat atau berdasarkan kontrak
pada perusahaan asing.

(iii)Menurut Aaditya Mattoo", tidak sepenuhnya jelas jenis kontrak
apa yang tercakup dalam GATS. Ia memberi contoh bahwa apakah
kebijakan yang mempengaruhi kemampuan seorang akuntan Mesir
untuk mejual jasanya di luar negeri, baik sebagai konsultan
independen atau sebagai karyawan dari satu perusahaan akuntansi,
akan tercakup oleh GATS? Tetapi apakah “individu (watural
person) dari suatu Anggota yang dipekerjakan oleh pemasok jasa
suatu negara Angpgota” termasuk orang asing yang dipekerjakan
hanya oleh perusahaan asing atau juga oleh perusahaan negara tuan
rumah (misalnya seorang akuntan Mesir yang dipekerjakan oleh

perusahaan Amerika Serikat di Amerika Serikat)? Menurutnya,

Winters, et. al., loc. cit.

Aaditya Malloo, “Introduction and Overview” dalam Moving People to Deliver
Services. Ediled by Aaditya Mattoo dan Antonia Carzaniga (Washington, D.C.. World Bank and
Oxford University Press, 2003), hal. 4.
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sejauh orang asing mencari pekerjaan di perusahaan tuan rumabh, ia
dapat dianggap mengakses pasar tenaga kerja suatu negara. Mereka
ini tampaknya berada di luar ruang lingkup GATS.

(iv)Menurut Richard J. Self dan B K. Zutshi'*, bahasa deskriptif untuk
Mode 4 tidak jelas dalam perlakuan terhadap jasa yang diberikan
oleh orang asing yang dipekerjakan oleh perusahaan jasa dalam
negeri. Hal ini jelas dapat dikatakan bahwa rekrutmen dari sumber
asing merupakan jasa dan benar bahwa penggunaan jasa tersebut
tersebar luas atas dasar bilateral dan dalam konteks perjanjian
regional. Oleh karena itu, para peserta dalam perundingan hasus
mencari jalan untuk liberalisasi lebih lanjut pada Mode 4.

(v) Background Note S/C/W/301 tanggal 15 September 2009 oleh
WTO Secretariat menyatakan bahwa ada perbedaan antara inividu
dengan pemasok jasa. Pemasok jasa dapat menjadi individu juga,
jika karyawan orang tersebut hadir dan memberikan jasanya di
negara Anggota tuan rumah. Secara lebih umum, pemasok jasa
juga akan menjadi badan hukum (juridical person). Individu dan
pemasok jasa harus dari negara Anggota WTQ, tetapi belum tentu
dari negara Anggota yang sama.

Berdasarkan Pasal 1.2 (d) GATS, individu harus berada di wilayah
negara Anggota lain dan pemasok jasa juga harus dari negara
Anggota lain. Oleh karena itu, keduanya harus berasal dari luar
negeri. Sebagai perusahaan jasa nasional yang bukan merupakan
pemasok jasa dari negara Anggota lain, setiap individu asing yang
mereka pekerjakan tidak tercakup dalam Mode 4. Dengan
demikian, perusahaan negara tuan rumah tidak berhak untuk
menuntut perlakuan GATS dari pemerintah mereka sendiri

mengenai kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi individu asing

YRichard J. Self dan B K. Zutshi, “Mode 4: Negotiating Challenges and Opportunities”
dalam Moving People to Deliver Services. Edited by Aaditya Matloo dan Antonia Carzamiga.
(Washington, D.C.: World Bank and Oxford University Press, 2003), hal. 34.
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yang mereka pekerjakan atau ingin pekerjakan. Hanya badan

hukum atau individu asing yang merupakan pemasok jasa berhak
5

atas perlakuan yang berkenaan dengan karyawan asing ini'

Berdasarkan Background Note S/C/W/301 tanggal 15 September 2009

oleh WTO Secretariat dan berdasarkan isi GATS tersebut, yang

termasuk kategori individu (nafural person) yang tercakup dalam

GATS adalah sebagai berikut:

(i) Orang yang bekerja sendiri {self~emplayed person) dari negara A
yang masuk ke wilayah negara B sehubungan dengan pemasokan
jasa

(i1) Karyawan (employee) — individu (natural person) dari suatu negara
-- pemasok jasa negara A:

e karyawan tersebut dikirim ke negara B sehubungan dengan
pemasokan jasa; atau

e pemasok jasa negara A mempunyai kehadiran komersial di
negara B dan mengirim karyawannya pada cabangnya di
negara B.

Sedangkan vang tidak tercakup dalam GATS adalah individu asing

dari negara A yang bekerja pada perusahaan negara tuan rumah

{negara B) — perusahaan yang bukan merupakan pemasok jasa dari

negara lain.

3. Definisi Service Supplier

Pasal XXVTII (g) GATS mendefinisikan service supplier (pemasok jasa),

any person that supplies a service” (setiap orang yang memasok suatu
jasa), dan Pasal XXVIII (j} GATS mendefinisikan persorn (orang) yang berarti

“either a natural person or a juridical person” (individu atau badan hukum)'S.

SWTO Secretariat (a), foc. cit., hal. 4,

'“Untuk tujuan jasa yang diperdagangkan melalui Mode 4, juridical person of another
Member yang diatur dalam Pasal XZXXVIH (m) (i) GATS, adalah “a juridical person constituted or
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Mode 4 selalu melibatkan individu (natural person) melalui kehadiran
seseorang yang menjual jasanya. Namun, individu (ratural person) tersebut
belum tentu merupakan pemasok jasa (service supplier). Tergantung pada sifat
transaksi, pemasok jasa dapat berupa individu atau suatu badan hukum'’. Dalam
setiap kasus, sangat penting untuk mengidentifikasi pemasok jasa, kepada siapa
kewajiban dalam GATS diwajibkan.

GATS hanya mencakup jasa dan pemasck jasa, namum tidak mudah untuk
mendefinisikan apa yang merupakan jasa dan pemasok jasa karena masalah ini
tidak hanya terbatas pada Mode 4 saja. Menurut Services Sectoral Classification
List GNS/W/120, GATS hanya mencakup 12 sektor jasa dan yang tidak termasuk
dalam ruang lingkup Mode 4 adalah sektor pertanian dan manufaktur. Sulitnya
menentukan apakah suatu jasa termasuk dalam Mode 4 atau tidak, contohnya
adalah jasa memetik buah. Apzkah pemetik bwuah merupakan orang yang
memasok jasa yang terkait dengan pertanian (jasa memetik buah) atau sebagai
pekerja pertanian? Hal ini tentunya tergantung dari bagaimana Anggota
mendefinisikan kategor GNS/W/120, yaitu jasa yang terkait demgan pertanian,
perburuan dan kehutanan. Hal yang sama berlaku untuk kategor lain rincian item
“jasa bisnis lainnya” dari GNS/W/120 seperti jasa yang ferkait dengan
pertambangan, manufaktur, dan lain-1ain"$.

Jasa yang dipasok berdasarkan wewenang pemerintah tidak tercakup
dalam GATS. Hal ini diatur Pasal 1.3 (b) GATS yang menyatakan bahwa jasa
meliputi semua jasa di semua sektor kecuali jasa yang dipasok dalam pelaksanaan
wewenang pemerintah, Namun, adanya kurang kepastian mengenai apa yang
termasuk jasa dalam pelaksanaan- wewenang pemerintah (misalnya pendidikan

atau jasa kesehatan).

otherwise organized under the (aw of that other Meniber and engaged in sibstartive business
operations in the territory of that Member or any other member” (badan hukum yang didirikan
atau diorganisasikan berdasarkan hukum Anggola lain tersebut dan secara subsiansial menjalankan
usaha di wilayah Angpota tersebut atau di wilayah Anggola lainnya).

"WTO Secretariat (a), Joc. cif., hal, 2.

"*World Trade Organization and OCED, “Background Note on GATS Mode 4 and Its
Information Needs,” (Meeting of the Technical Subgroup on Movement of Natural Persons —
Mode 4, Paris, 31 Januari — 1 Februari 2005), hat. 10.
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4. Definisi Temporary

Mode 4 berkaitan dengan aspek sementara (femporary), tetapi
“temporary” tidak didefinisikan dalam GATS. Ayat 2 Annex tenlang Movemeni of
Narural Persons Supplying Services under the Agreement menyatakan bahwa
GATS tidak berlaku bag: kebijakan-kebijakan yang berdampak pada individu
(natural person) yang mencari akses ke pasar tenaga kerja di suatu negara
Anggota dan bagi kebijakan-kebijakan yang menyangkut kewarganegaraan,
tempat tinggal atau pekerjaan yang dilakukan secara permanen. Hal ini
menjelaskan mengapa Mode 4 sering disebut sebagai kehadiran sementara
seseorang. e A -

Annex tersebut juga menyatakan bahwa, terlepas dan kewajiban mereka
berdasarkan GATS, Anggota bebas untuk mengatur masuk dan tinggal dari
individu-individu dalam wilayah mereka, dengan syarat kebijakan-kebijakan
tersebut tidak dilakukan sedemikian rupa untuk menghilangkan atau mengurangi
keuntungan yang akan diperoleh setiap Anggota berdasarkan ketentuan komitmen
spesifik. Pembuatan syarat-syarat visa hanya untuk individu (narural person) dari
Anggota-anggota tertentu, tetapi tidak untuk orang lain, bukan semata dianggap
sebagai menghilangkan atau mengurangi keuntungan tersebut".

Tidak ada jangka waktu tertentu dalam GATS yang menentukan apa yang
disebut keberadaan sementara. Dengan tidak adanya definisi standar mengenai
temporary di dalam GATS, maka Anggota WTO bebas untuk
menginterpretasikan istilah femporary sesuai dengan keinginan mereka®. Sesuai
dengan Scheduling Guidelines, setiap anggota harus menetapkan dalam schedule
of specific commitmeni-nya jangka waktu tinggal yang diizinkan untuk kategori
individu (natural person) yang termasuk di dalamnya. Dalam Guidelines for the
Scheduling of Specific Commitments under the General Agreement on Trade in
Services (S/L/92) 28 Maret 2001, yang diadopsi WTO Council in Trade in

"¥Julja Niclson dan Daria Taglioni, “A Quick Guide to the GATS and Mode 4,” (Makalah
disampaikan pada OCED — WORLD BANK — IOM Seminar on Trade and Migration, Geneva, 12-
14 Movember 2003), hal. 7.

L1bid., hal. 6.
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Services pada 23 Maret 2001, para Anggota didorong untuk menyertakan dalam
komitmen mereka lama tinggal sementara individu (natural person) untuk tujuan
pemasokan jasa. Dengan tidak adanya acuan waklu tertentu untuk tinggal
sementara pemasok jasa asing, maka dapat dipahami bahwa tidak ada yang
mengikat sehubungan dengan jangka wakiu tersebut®’.

Dalam praktiknya, komitmen Anggota WTO biasanya berdasarkan kriteria
fungsional tipe orang yang terlibat {eksekutif, manager, spesialis) dan/atan tujuan
kehadiran (memasok jasa, menjalin kontak bisnis, menegosiasikan penjualan,
mengatur kehadiran komersial)”’>. Komitmen Anggota WTO pada umumnya
mengacu pada kategor- individu (natural persons) dan Anggota yang telah
menunjukkan jangka waktu tinggal dalam specific commifment mereka dan
membedakan kategori individu (natural persons) sebagai berikut”:

a. Imtra-Coorporate Transferees (ICT)

ICT umumnya diberikan izin tinggal selama antara 2 dan 5 tahun. Hampir

semua komitmen dalam ICT termasuk persyaratan pra-kerja, yang

umumnya 1 tahun,
b. Eksekutif, Manager dan Spesialis (EMS)

Jangka waktu tinggal maksimum tidak ditentukan untuk lebih dari 70%

dari semua EMS. Dua belas negara telah menentukan jangka waktu tinggal

yang umumnya diakui EMS untuk periode antara 1 sampai 4 tahun.
c. Business Visitors (BV)
Jangka waktu tinggal rata-rata yang diizinkan untuk BV adalah 90 hari per

tahun, dengan variasi kemungkinan perpanjangan.

 Paragraf 34 Guidclines for the Scheduling of Specific Commitments under the General
Agrecment on Trade in Services (S/L./92), 28 Marcl 2001.

“World Trade Organization and OCED, Joc. cit.

BWTO Secretarial (a), foc. cit., hal. 22-24.
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d. Contractual Service Suppliers (CSS)
Jangka waktu tinggal karyawan CSS yang diizinkan berubah-ubah, Jangka
waktu paling sering dijadwalkan adalah 3 bulan, kadang-kadang
diperbaharui.

e. Independent Professionals (IP)
Jangka waktu tinggal yang dibolehkan untuk IP sangat bervariasi,

terbentang dari 3 bulan sampai 3-5 tahun.

5. Definisi Tingkat Keterampilan

Ayat 3 Annex-tentang Movement of Natural Persons Supplying Services
under the Agreement menyatakan bahwa sesuai dengan Bagian III dan 1V GATS,
para Anggota dapat merundingkan komitmen spesifik yang berlaku untuk
perpindahan semua kategori individu (nafral person) yang memasok jasa. Oleh
karena tidak adanya definisi tentang tingkat keterampilan (tinggi, menengah dan
rendah) dan denpgan adanya kata-kata “semua kategori individu (nafural person)
yang memasok jasa”, maka dapat dikatakan bahwa Mode 4 mencakup pemasok
jasa di semua tingkat keterampilan. Ayat 3 Annex ini mendorong komitmen untuk
dilakukan pada semua tingkat keterampilan, baik tingkat keterampilan yang
tinggi, menengah maupun rendah.

Annex tentang Movement of Natural Persons Supplying Services under the
Agreement mencerminkan perbedaan kepentingan antara negara maju dan negara
berkembang dalam kaitannya dengan perpindahan individu. Untuk
menyeimbangkan situasi demi kepentingan negara berkembang dan negara
terbelakang, Doha July Package pada tahun 2004, dalam Annex C, ayat d,
menyatakan bahwa Anggota harus bertujuan untuk mencapai tingkat liberalisasi
yang lebih tinggi tanpa pengecualian a priori dari setiap sektor jasa atau moda
pemasokan, dan harus memberikan perhatian khusus pada sektor dan moda
pemasokan kepentingan ekspor negara berkembang. Anggota mencatat

kepentingan negara-negara berkembang, serta Anggota lain dalam Mode 4. Doha
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July Package ini merekomendastkan kepada Anggota WTO untuk memasukkan
komitmen lebih, dalam keterampilan vang lebih rendah™®.

Namun dalam praktiknya, komitmen Anggota-anggota WTO saat ini,
dibatasi pada individu yang berketrampilan tinggi, yaitu manager, eksekutif dan
spesialis”. Menurut Hamid Mamdouh®™, yang dominan dalam Mode 4 adalah
profesional yang sangat terampil, yaitu Imtra-Corporate Transferees (43%) dari
komitnmen dalam Mode 4, diikuti oleh Business Visitors (24%) dan kategori
eksekutif, manager dan spesialis (E, M, S) yang mengatur kehadiran komersial
(Mode 3) yaitu 25% dari komitmen yang dibuat. Sisanya dibagi antara
Contractual Service Suppliers (4%) dan kategori lainnya dari komitmen Mode 4.

6. Ringkasan Ruang Lingkup Mode 4 GATS
Setelah mengetahui apa yang tercakup dalam Mode 4 GATS, maka dapat
ditarik ringkasan apa yang merupakan ruang lingkup Mode 4 GATS (Tabel 1).

Tabel 1
Ruang Lingkup Mode 4 GATS
No. [ Ruang Lingkup Termasuk Tidak Termasuk |  Keterangan
1. | Kategon Natural | Self-employed: | Karyawan

Person - 1P perusahaan
-CSS domestik yang
-BV didinkan di
= : negara fuan
Lg)l{oy ee. rumah (mencari
) cSS akses pasar
) tenaga kerja

-BV
svatu negara)

H1bid.

Bpolicy Brief OECD, “Service Providers on the Move: Labour Mobility and the WTO
General Agrecment on Trade in Services,” hitp://www.occd .org/datacecd/23/13/8830089, diunduh
10 Februari 2010,

®Hamid Mamdouh, “Mode 4 - Definition, Commitments, State of Play in the
Negotiations,” (Presentasi ini disiapkan untuk WTO Symposium Mode 4 of the GATS, Taking
Stock and Moving Forward, Jenewa, 22-23 September 2008).
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Service Supplier | Kehadiran Orang yang | Adanya
orang untuk | bekerja di | interpretasi
memberikan sekior non-jasa { yang berbeda
jasa {pertanian dan | mengenai ruang

manufaktur) lingkup sektor
tertentu, seperti
Jasa yang
terkait  dengan
pertanian,
perburuan dan
kehutanan,
Apakah
termasuk
pemasok  jasa
y petik buah atau
pekerja
pertanian?
Jasa yang | Kurangnya
dipasok kepastian apa
berdasarkan yang termasuk
wewenang, iasa dalam
pemerintah pelaksanaan
wewenang
pemerintah
(misalnya
pendidikan atau
Jjasa keschatan)
Jangka  Waktu | Sementara Migrasi Tidak ada
Tinggal permanen definisi
(kebijakan- “sementara”
kebijakan yang
menyangkut
kewarganegara-
an, tempat
tinggal atau pe-
kerjaan  yang
dilakukan
secara
permanen)
Tingkat Semua tingkat Dalam
Keterampilan keterampilan praktiknya,
komitmen
hanya 1terbatas
(pada
keterampilan
| tingkat tinggi
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Dari ringkasan tersebut dapat dikatakan bahwa:

a. GATS berlaku hanya pada individu {(natural person) yang pindah ke luar
negeri untuk memberikan jasanya. Individu ini adalah sebagai orang yang
bekerja sendiri (self-employed) atau karyawan (employee) dari pengusaha
di luar negeri. GATS tidak berlaku bagi karyawan perusahaan domestik
yang didirtkan di negara tuan rumah (individu (natural person) yang
mencari akses pasar tenaga kerja);

b. GATS berlaku hanya untuk kehadiran orang yang memberikan jasanya.
GATS tidak berlaku bagi orang yang bekerja di sektor non-jasa (pertanian
dan manufaktur) dan jasa yang dipasok berdasarkan wewenang
pemerintah;

¢. GATS berlaku hanya untuk jangka waktu tinggal sementara. GATS tidak
berlaku pada migrasi permanen, berupa kebijakan-kebijakan yang
menyangkut kewarganegaraan, tempat tinggal atau pekerjaan yang
dilakukan secara permanen; dan

d. GATS berlaku pada semua tingkat keterampilan.

B. Mode 4 dalam Perdagangan Internasional

1. Pentingnya Mode 4 dalam Perdagangan Internasional

Penyebab terjadinya perdagangan internasional disebabkan oleh dua hal,
yaitu adanya keunggulan komparatif (comparative advantage)’ dan adanya
keuntungan yang diperoleh dari perdagangan. Hal ini berlaku, baik dalam
perdagangan barang maupun dalam perdagangan jasa, dan tidak hanya berlaku

pada perdagangan lintas batas saja, tetapi juga berlaku pada moda perdagangan

“Comparative advaniage: the theory first proposed by David Ricardo in 1817 that a
couniry is more fikely fo export goods that it can produce relatively efficiently. The relative
efficiency measure compares production costs of different goods in each country concerned, not
the production cost of the same good in different countries. A country’s comparative advantage is
reflected in its unsubsidized exports fo world marke!s which is then said lo be a country's revealed
comparative advaritage.

Walter Goode, Dictionary of Trade Policy Terms, FiRh Editon, (New York: Cambridge
University Press, 2007), hal. 92.
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lainnya, termasuk kehadiran komersial (commercial presence) dan perpindahan

individu (movement of natural person)zg.

a. Keunggulan Komparatif (Comparative Advaniage)

Perdagangan didorong oleh adanya perbedaan antar negara, antara
lain dalam hal teknologi, sumber daya alam, rasic lahan dibandingkan
dengan tenaga kerja, kebijakan pemerintah, kelembagaan dan faktor-faktor
lain yang akan mengarah pada perbedaan di dalam harga atau nilai dari
input dan output dalam ketiadaan perdagangan. Perbedaan harga atau nilai
ini menciptakan insentif bagi perdagangan. Negara yang memiliki lahan
hutan yang berlimpah akan cenderung untuk-mengekspor hasil hutan,
negara yang memiliki tenaga sangat terampil yang berlimpah akan
mengekspor barang dan jasa yang intensif dalam penggunaan tenaga kerja
terampil, dan negara yang memiliki tenaga kerja yang relatif banyak
dibandingkan modal dan lahan akan cenderung memiliki upah yang relatif
rendah sehingga mereka akan mengekspor barang dan jasa basil usaha
yang padat karya®.

Negara-negara berkembang cenderung memiliki keunggulan
komparatif pada Mode 1 dan Mode 4. Di era perdagangan dunia yang
semakin bebas dan ditunjang dengan sarana komunikasi dan teknologi
informasi yang semakin cepat dan lancar, banyak negara berkembang
menggunakan internet untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
sosialnya melalui Mode 1. Sebagai contoh, jasa soffivare yang diberikan
oleh seorang pemasok di satu negara melalui surat elektromk yang

ditujukan kepada konsumen di negara 12in. Mode 1 memungkinkan usaha

%Brian Copeland dan Aaditya Mattoo, “The Basic Economics of Services Trade” dalam
A Handbook of International Trade in Services. Edited by Aaditya Malloe, Robert M. Stemn dan
Gianni Zanini (New York: Oxford University Press, 2008), hal. 87-88.

Ibid., hal. 88.

*Rudolf Adlung dan Aaditya Matloo, “The GATS” dalam A Handbook of International
Trade in Services. Ediled by Aaditya Matioo, Robert M. Stemn dan Gianni Zanini (New York:
Oxford University Press, 2008), hal, 77.
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kecil dan dilakukan di desa-desa untuk menggunakan informasi untuk
melakukan perdagangan internasional, Selain itu, negara-negara
berkembang juga memiliki keunggulan komparatif pada Mode 4 karena
memiliki kepentingan kuat dalam perpindahan tenaga kerja karena
memiliki tenaga kerja yang berlimpah, namun kurang terampil.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki
tenaga kerja berlimpah yang berketerampilan rendah, sehingga keunggulan
komparatif Indonesia adalah menghasilkan barang-barang yang berasal
dari usaha padat karya®'. Menurut Pusdata Perdagangan Badan Litbang
Perdagangan, Kementerian Perdagangan- RI’?, nilai ekspor terbesar
Indonesia pada Fanuari 2010 adalah TPT (tekstil dan produk tekstil)
sebesar US$ 840 juta, diikuti oleh produk hasil hutan sebesar US$ 739 juta
dan elektronik sebesar US$ 712 juta. Perdagangan TPT merupakan salah
satu andalan ekspor non migas Indonesia yang banyak menyerap tenaga
kerja berketerampilan rendah. TPT ini merupakan keunggulan komparatif
Indonesia dalam perdagangan barang.

Di bidang teknologi, Indonesia belum mampu menghasilkan
produk-produk teknologi, seperti mesin-mesin pabrik dan alat-alat berat,
sehingga Indonesia banyak mengimpor dan luar negeri. Untuk bersaing
dalam rangka menarik investor asing, setiap negara berupaya membuat
kebijakan untuk memudahkan orang asing untuk menanamkan modal
negaranya di Indonesia. Kebijakan tersebut antara lain dengan
memberikan kemudahan dalam proses perizinan (deregulasi), insentif

pajak, insentif fiskal, keimigrasian dan lain-lain.

*'Kegiatan Padat Karya Produktif dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dalam

rangka membangun ekonomi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat usaha produktil
dengan memanfaalkan polensi Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan
teknologi sederhana yang tersedia vang bertujuan untuk meningkaikan pendapatan masyarakal

pedesaan dan memperiuasan kesempatan kerja.

“Tujuan Padat Karya,” http:/fwww.binapenia.go.id/mod phpTm=2&i=107&p=Tujuan , diakses 2

Juni 2010,

*Departemen Perdagangan, “Penyusunan Catatan Perdagangan Indonesia Edisi April

2010, htp:fiwww.depdap.go.id/index.php7option=media_cetak& task=detil&itemid=051302&idp
ub=8&id=116, diunduh I Juni 2010,
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Dalam perdagangan jasa, Indonesia merupakan negara terbesar
kedua di Asia setelah Filipina dalam pengiriman tenaga kerja ke luar
negeri, di mana tenaga kerja yang dikirim sebagian besar bekerja di sektor
informal, antara lain sebagai pekerja rumah tangga, operator mesin, tenaga
kerja pertamian dan konstruksi yang berketerampilan rendah®.
Berdasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada tahun 2009, dari semua kawasan, tenaga
kerja Indonesia {TKI) paling banyak bekerja sebagai pekerja rumah tangga
(PRT) yaitu 341.25} orang, diikuti oleh jasa umum 7.040 orang dan
perdagangan 1.878 (Tabel 2).

Tabel 2
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Berdasarkan Pekerjaan di
Kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah dan Kawasan Lain-lain
Periode 1 Januari 2009 ~ 31 Desember 2009

PEKERJAAN TOTAL

PRT 341251
JASA UMUM 7040
PERDAGANGAN 1878
KONSTRUKSI 954
INDUSTRI 639
PERKEBUNAN 457
PERKAPAL AN 156

TOTAL 352675

Sumber: BNP2TKI

b. Keuntungan yang Diperoleh dari Perdagangan
Perdagangan yang didorong oleh perbedaan antar negara
menghasilkan dua jenis keuntungan yang sangat potensial, yaitu produsen
mendapat keuntungan akses ke pasar yang lebih besar dan harga yang
lebih tinggi, dan konsumen mendapatkan akses yang lebih luas untuk

berbagai barang dan jasa dan harga yang lebih rendah untuk barang dan

jasa impor™,

BChris Manning and Mathew Cronin, “Kepentingan Indonesia dalam Jasa Tenaga Kerja
di Berbagai Perundingan Perdagangan Internasional,” Laporan Mei 2008, hal. 28.
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Dengan semakin meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa,
maka perdagangan dunia semakin terbuka. Dewasa ini, kita dapat
menikmati buah impor yang dapat ditemukan bukan hanya di kota-kota
besar, tetapt juga dapat ditemukan sampai ke pelosok-pelosok tanah air,
Sebagai akibat, buah lokal tidak mampu bersaing dengan buah impor
karena produknya tidak dapat ditemukan setiap saat dan di mana saja, dan
juga karena tergantung musim. Sedangkan buah impor, bisa dinikmati
setiap hari karena dipasok dari segala penjuru dunia di mana musim panen
di setiap negara berbeda-beda, tergantung letaknya apakah di belahan
bumi utara atau belahan bumi selatan. Konsumen mempunyai pilihan
terhadap produk asing yang berupa buah impor dengan harga yang
bersaing.

Contoh lainnya adalah telepon seluler yang harganya kini semakin
tegangkau. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya praktik monopoli dalam
bisnis telepon seluler dan produknya dipasok dari segala penjuru dunia.
Sekarang ini juga terdapat banyak penyedia jasa telekomunikasi, di mana
pada awalnya hanya terdapat sedikit saja. Perusahaan-perusahaan
telekomunikasi berkembang pesat dan bersaing, yang menyebabkan harga
jasa telekomunikasi semakin terjangkau.

Di era globalisast ini, konsumen juga dapat menikmati produk-
produk asing yang bisa ditemukan di belahan dunia lainnya, Kehadiran
waralaba luar negeri seperti McDonald, Kentucky Fried Chicken, Pizza
Hut dan lain-lain, dulu hanya bisa dinikmati di negara asalnya. Namun
sekarang, bisa dinikmati di Indonesia karena kehadirannya tidak saja
berada di kota-kota besar, tetapi sudah sampai ke kota-kota kecil.

Kehadiran perusahaan-perusahaan asing dan waralaba asing di
Indonesia banyak menyerap tenaga kerja, baik tenaga kerja Indonesia
maupun fenaga kerja asing sehingga dapat meningkatkan pembangunan
ekonomi Indonesia. Qleh karena itu Mode 4 penting dalam perdagangan

internasional karena memberikan dampak positif bagi perekonomian

*Copeland, ap. cit., hal. 88-89.
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dunia. Negara pengirim dan negara penerima mendapat keuntungan yang

besar dari Mode 4.
1} Keuntungan Mode 4 bagi Negara Pengirim

(i) Mode 4 dapat mengurangi pengangguran di dalam negerl

Mengirim tenaga kerja sementara ke luar negeri berarti
memindahkan para pekerja dari pasar kerja untuk jangka waktu
tinggal mereka. Dengan kata lain, faktor produksi dialihkan dari

- satu-negara ke negara lain®®. Jika perpindahan hanya beberapa jam,

hari atau minggu maka ini tidak dapat dianggap sebagai
penghapusan dari pasar kerja. Sebaliknya, jika perpindahan
berlangsung selama beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun,
pasar kerja akan terkena dampak dan faktor-faktor produksi dapat
diganti.

Perpindahan sementara tenaga kerja sesuai ketentuan Mode
A dapat membantu meringankan beban dalam pasar kerja dalam
negeri. Bekerja sementara di luar negeri dapat menjadi jalan keluar
dari pengangguran dan dapat mengurangi tingkat pengangguran
negara secara keseluruhan®®.

Di Indonesia, mengirim tenaga kerja ke luar negeri dapat
mengurangi pengangguran dalam negeri yvang berjumlah 9.394.510
orang®’. Dengan banyaknya TK! yang bekerja di luar negeri (lihat
Tabel 2), maka secara langsung dapat mengurangi pengangguran di

berbagai daerah. Bagi negara yang berpenduduk padat dan

BQlivier Cattaneo dan Julia Nielson, “Service Providers on the Move; The Economi
Impact of Mode 4,7
hitp:/fwww,olis.cecd.org/olis/2002doc. ns/LinkTo/NTQ0002COA/SFILE/FT00 141 168. FDF,
diunduh 10 Maret 2010,

*Ibid., mengulip Heinz Wemer, Temporary Migration for Employment and Training
Purposes (Council of Europe: Social Cohesion and Quality of Life, 1996).

*'Data Badan Pusat Statistik (BPS) Aguslus 2008.
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memiliki penduduk berketerampilan rendah seperti Indonesia,
perpindahan tenaga kerja ke luar negeri merupakan salah satu

alternatif dalam mengurangi pengangguran.

(it} Mode 4 dapat meningkatkan arus pengiriman uang (remittance)

Kegiatan sesuai ketentuan Mode 4 mengakibatkan transfer
pendapatan yaitu pemulangan (repatriasi) gaji yang diterima di luar
negeri dapat menambah masuknya valuta asing dan memberikan
kontribusi untuk meningkatkan kekayaan nasional®®. Pentingnya
-ekonomi dalam pengiriman wang (remiffance) bervariasi antara
satu negara dengan negara lainnya. Hal ini tergantung pada tingkat
pembangunan suatu negara. Untuk beberapa negara, pengiriman
vang dapat menjadi tidak berarti, tetapi untuk negara lain itu
merupakan sumber ntama pendapatan.

Dampak ekonomi dari pengiriman uang tergantung juga
pada pengunaan dana yaitu dapat dikonsumsi, diinvestasikan atau
disimpan. Menurut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), pengiriman uang (remitiarice)
yang dikirim TKI pada tahun 2008 sebesar US$ 2,23 milyar .
Penelitian International Labour Organization (1.0} tentang
Indonesia menunjukkan bahwa penghasilan dari pekerjaan
sementara di luar negeri dipakai oleh para pekerja dan keluarga
mereka untuk membayar hutang, untuk dikonsumsi, untuk
tabungan dan untuk membiayai investasi® . Selain itu, peran tenaga

kerja asing (TKA) yang bersifat sementara juga dapat memberikan

*Catlanco dan Nielson, loc.cit.
**Data BNP2TKI sampai akhir April 2008,

“Cattaneo dan Nielson, foc. c¢it,, menguip ILO, Emigration Pressure and Structural
Change: Case Study of Indoncsia, Chapter 4, 1996,
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kontribusi bagi stabilitas ekonomi dan mendukung proses

restrukturisasi suatu negara,

(1i1)Mode 4 dapat meningkatkan sumber daya manusia (human capital)

Menurut ILO, mobilitas tenaga kerja sementara tidak hanya

berdampak pada hasil nasional, pasar kerja dan tingkat upah, tetapi
juga berdampak pada kembalinya mereka®',

Dampak dari kembalinya tenaga kerja ke negara asal adalah

bahwa keterampilan yang mereka peroleh di luar negeri dapat

-.. membuat mereka lebih dipekerjakan, termasuk dengan upah lebih

tinggi. Setelah memperoleh keterampilan tambahan (bahasa,

pengalaman, keterampilan), tenaga kerja yang telah tinggal

sementara di luar negeri dapat menempatkan mereka untuk bekerja

di negara asal ketika mereka kembali. Dengan berbagi pengalaman

ini, mereka memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi

dan pembangunan.

2) Keuntungan Mode 4 bagi Negara Penerima

Di negara penerima, TKA dapat bersaing langsung dengan
tenaga kerja dalam negeri yang memiliki pekerjaan tetap. Walaupun
TKA menetap sementara, peningkatan jumlah tinggal dan terus
masuknya tenaga kerja dari waktu ke waktu yang berbeda dapat
menciptakan persaingan. Dampak ini dapat juga bervariasi sesuai
dengan tingkat kualifikasi tenaga kerja. Umumnya negara-negara ingin
menarik tenaga kerja yang paling memenuhi syarat dalam rangka
keuntungan dari kemungkinan terbesar yaitu kekayaan (investasi,
konsumsi), keterampilan dan modal manusia. Sedangkan tenaga kerja
yang kurang terampil sebagian besar dipakai untuk mengisi

kekurangan tenaga kerja

Y ibid.
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(1) Mode 4 dapat meningkatkan perekonomian negara penerima

Keuntungan liberalisasi Mode 4 di tingkat dunia adalah
bahwa konsumen negara-negara penerima dapat memiliki akses ke
jasa dengan biaya yang lebih rendah, jenis yang lebih besar dan
kualilas yang lebih baik™. Jasa yang memerlukan kualifikasi atau
keterampifan tertentu dapat diperkenalkan ke luar negeri melalui
Mode 4. Akibatnya, pemasok jasa dalam negeri dapat
mengkhususkan diri pada sektor-sektor di mana mereka
mempunyai keunggulan komparatif, sehingga dapat meningkatkan

- - daya saing negara dalam perdagangan internasional.

Oleh karena perpindahan tenaga kerja terjadi hanya
sementara, keuntungan ini dianggap lebih murah untuk negara
penerima. Ketika di luar negeri, biasanya tenaga kerja tersebut
mengkonsumsi sebagian dari pendapatan mereka untuk tempat
tinggal dan makanan, serta memanfaatkan jasa negara tersebut
seperti bank, transportasi, dan komunikasi. Dengan demikian,
pendapatan mereka menghasilkan kekayaan bagi negara tempat di
mana tenaga kerja tersebut bekerja.

Dengan adanya tenaga kerja di negara penerima, gerak
perekonomian di negara tersebut akan semakin cepat karena
adanya pembangunan, sebagai kontribusi tenaga kerja dalam negeri
dan TKA. Sebagai contoh, seorang ibu rumah tangga di negara
peneima dapat masuk ke pasar kerja karena mereka
mempekerjakan pekerja rumah tangga. Dengan bekerjanya ibu
rumah tangga ini, maka ia memperoleh gaji yang dapat
meningkatkan penghasilan keluarga. Dengan demikian, konsumsi

meningkat sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi negara.

*fbid., mengulip WTO, Council for Trade in Services, “Presence of Natural Persons
(Mode 4): Background Note by the Secrclariat,” S/C/W/73, 8 Desember 1997,
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(i1) Mode 4 sebagai respons terhadap kebutuhan tenaga kerja

Dengan berlakunya visa sementara, Mode 4 telah menjadi
sarana dalam merespon kekurangan ienaga kerja. Dari sudut
pandang ekonomi, kemampuan untuk mendatangkan TKA menjadi
penting karena kelerbatasan modal manusia dapat menekan
investasi dan menciptakan transfer penghasilan yang signifikan
pada tenaga kerja yang berkualifikasi tinggi, atas biaya sisa dari
tenaga kerja dan dari konsumen negara™.

Suaty studi ILO menarik perbedaan antara dua jenis

. kebutuhan -tenaga kerja, yaitu-kebutuhan mutlak dan kebutuhan
relatif**. Kebutuhan tenaga kerja mutlak adalah jika negara tidak
memiliki cukup besar penduduk untuk memenuhi kebutuhan
produksi atau jika negara tidak memiliki orang-orang dengan
kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan kerja yang
ada. Sedangkan kebutuhan tenaga kerja relatif dimiliki suatu
negara jika pekerjaan tertentu sengaja tidak terisi oleh orang-orang
yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan, tetapi mercka
memilih untuk terlibat dalam pekerjaan lain yang lebih
memuaskan.

Kebutuhan tenaga kerja juga dapat terkait dengan isu-tsu
demografis. Sebagai contoh, penuaan penduduk di sebagian besar
negara maju cenderung meminta peningkatan permintaan untuk
jasa tertentu (misalnya kesehatan atau pekerjaan rumah tangga). Di
negara-negara maju, oleh karena meningkatnya penduduk berusia
tua dan mengingkatnya pelatihan dan pendidikan, mereka

menghadapi peningkatan kelangkaan tenaga kerja berketerampilan

“Ibid, mengutip James Hodge, “Examining the Cost of Services Protection in
Developing Country: the Case of South Africa,” World Services Congress, 1999.

“rbid., mengutip ILO, Governing Body, 280™ Session, Geneva, March 2001 dan W.R_
Bohning, Employving Foreign Workers, A Manual on Policies and Procedures of Special Interest
to Middle and Low Income Countries, Intemnalional Labour Office, 1996, Gencva.
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rendah, Untuk beberapa jabatan, tidak ada pengganti untuk tenaga
kerja manusia berketerampilan rendah, Dengan kondisi ini, negara-
negara maju membutuhkan kehadiran tenaga kerja dari negara
berkembang. Dalam hal ini, kedua negara memiliki kepentingan

yang kuat dalam Mode 4.

2. Perkembangan Perundingan Mode 4 GATS dan Komitmen Negara-
negara

Berdasarkan Pasal XIX.1 GATS, dalam wakfu selambat-lambatnya 5
tahun sejak berlakunya GATS dan berkesinambungan secara periodik, negara-
negara Angpgota harus memulai putaran.perundingan untuk mencapai tingkat
liberalisasi yang lebih tinggi secara bertahap. Amanat perundingan ini
menyerahkan Anggota WTO untuk masuk ke dalam putaran perundingan
berturut-turut.

Perkembangan perundingan Mode 4 GATS dan komitmen negara-negara

adalah sebagai berikut:

a. Putaran Uruguay (1986-1994) dan Pasca Putaran Uruguay (1994-1997)

Perundingan jasa di WTO merupakan hasil perundingan Putaran
Uruguay vyang berlangsung sejak 1986 sampat 1994. Pada Putaran
Uruguay, komitmen yang dijadwalkan sesuai ketentuan Mode 4 sebagian
besar terbatas pada dua kategorn, yaitu intra-corporate iransferces
(manager dan staf teknis yang terkait dengan kehadiran komersial negara
tuan rumah); dan business visitors, yaitu pengunjung jangka pendek yang
pada umumnya tidak dipekerjakan di negara tuan rumah®’.

Pada 18 Juni 1990, sebuah kelompok delapan negara berkembang
(Argentina, Kolombia, Kuba, Mesir, India, Meksiko, Pakistan dan Peru)

mempresentasikan  proposal kepada WTOQ dengan meramalkan

SeMovement of Natural Persons,”
http://www . wlo.orgfenglish/iratop _efscrv_e/mouvement persons e/mouvement persons c.him.
diakses 5 Marel 2010.
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perpindahan sementara lintas batas tenaga kerja tidak terampil, semi
terampil dan terampil tanpa perbedaan sewenang-wenang berkaitan
dengan keahlian atau posisi dalam hirarki perusahaan, dan tanpa
melanggar  keimigrasian nasional, tempat tinggal atan hukum
kewarganegaraan*®.

Pada akhir perundingan, negara-negara Anggota setuju untuk
melanjutkan perundingan pada tiga sektor jasa, yaitu jasa telekomunikasi
dasar, jasa keuangan, jasa angkutan laut dan satu moda pemasokan, yaitu
perpindahan manusia (movemel of natural persons). Pemndingan
diperpanjang melampaui akhir Putaran Uruguay karena ketidakpuasan
yang meluas dengan tingkat liberalisasi yang dicapai dalam bidang-bidang
ini, meskipun beberapa komitmen dalam sektor-sektor ini telah dibuat
dalam Putaran Uruguay. Tujuan kelanjutan perundingan itu adalah untuk
meningkatkan isi paket persetujuan sektor jasa, melebthi apa yang
disepakati dalam Putaran Uruguay®’.

Perundingan perdagangan di bidang jasa merupakan salah satu isu
yang menjadi perdebatan sengit antara kelompok negara maju dan negara
berkembang. Negara maju dengan tingkat ambisi yang tinggi menutut
negara berkembang untuk membuka akses pasar atau membuat komitmen
yang lebih besar dar tingkat komitmen yang telah ada. Hal ini mendapat
tentangan sangat keras dari kelompok negara berkembang, termasuk
Indonesia, dengan argumentasi bahwa liberalisasi yang lebih luas harus

didasarkan pada fleksibilitas, tingkat pertumbuhan ekonomi dan sektor

““Dipankar Dey, “Movemeni of Natural Persons (Mode 4) Under GATS: Advantage

Developing Couniries,” hitp://papers.ssm com/sol3/papers.cim?abstract_id=949435, diunduh 5
Maret 2010 menguotip Sandra Lavenex, “Labour Mobility in the General Agrecment on Trade in
Services (GATS) — Background Paper”, The Political Economy of Migralion in an Inlegrating
Europe (PERMINT), Maret 2002.

Y"Departermen Luar Negeri, Direktorat Jenderal Multilateral, Direktorat Perdagangan,

Perindustrian, Investasi dan HKI, Sekilas WTQ (World Trade Organization), edisi keempat, hat.
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yang merupakan kepentingan masing-masing negara, serla prioritas
kebijakan pembangunan nasional*®,

Mengenal akses pasar, negara berkembang memiliki kepentingan
yang besar terhadap semakin dibukanya akses pasar, khususnya untuk
Mode 4. namun di sini lain, negara maju tampakaya kurang memberikan
perhatian pada isu-isu yang menjadi kepentingan negara berkembang
tersebut. Negara maju menuntut liberalisasi yang terbatas pada
perpindahan sementara orang-orang berkualifikasi tinggi, seperti spesialis
atau manager, sedangkan negara berkembang menuntut liberalisasi pada
perpindahan tenaga kerja yang=tidak terkait dengan kehadiran komersial
(commercial presence)”. Negara maju beralasan bahwa liberalisasi
perdagangan di bidang jasa seharusnya difokuskan tidak hanya pada satu
moda pemasokan jasa saja, tetapi untuk semua moda pemasokan jasa®.
Selain itu, negara maju juga sering menggunakan alasan faktor keamanan,
isu kualifikasi dan ketentuan domestik lainnya (diatur dalam Pasal VI
GATS), serta pengakuan (diatur dalam Pasal VIL GATS).

Pada akhir perundingan, disepakati bahwa perundingan untuk
meningkatkan komitmen akan berlangsung dalam enam bulan setelah
WTO diberlakukan pada Januari 1995. Sebagai akibatnya, kelompok
perundingan dalam perpindahan manusia (Negotiating Group on
Movement of Natural Persons) didirikan®. Kelompok perundingan ini
mengawasi perundingan bilateral pada Mode 4 yang berakhir pada 28 Juli

1995. Perundingan-perundingan tersebut mencapai hasil yang sederhana.

*1bid., hal. 77,

Dipankar Dey, “Movement of Natural Persons (Mode 4) Under GATS: Advantage

Developing Countries,” hitp://papers.ssm.com/sol3/papers.cfm?abstract id=949435, diunduh 5
Maret 2010.

*Departemen Luar Negeri, Direkioral Jenderal Multilateral, Direktorat Perdagangan,

Perindustrian, Investasi dan HKI, op. cit,, hal. 77.

Sl “Movement of Natural Persons,”

htip:/fwww wio.orgfenglish/tratop efserv e/mouvcmen! persons efmouvement persons e.him,
diakses 5 Marct 2010,
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Hasilnya, hanya Australia, Kanada, Uni Eropa (EU), India, Norwegia dan
Swiss yang meningkatkan komitmen yang dibuat pada Putaran Uruguay.
Peningkatan ini lebih tertuju pada kesempatan akses untuk kategor
tambahan pemasok jasa, yang pada umumnya merupakan profesional
independen asing di sejumlah sektor bisnis, alau perpanjangan jangka
waktu tinggal yang diperbolehkan.

Peningkatan komitmen ini dilampirkan pada Protokol Ketiga
GATS (Third Protocol) yang mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 1996.
Peningkatan ini terutama menyangkut akses kesempatan untuk kategori
tambahan pemasok jasa atau perpanjangan jangka wakiu tinggal yang
diizinkan. Third Protocol ini menetapkan penggabungan (annexation)
komitmen baru pada jadwal jasa Putaran Uruguay dari enam anggota

tersebut’Z.

b. Januari 2000 - Juni 2002

Perundingan jasa secara resmi mulai pada tanggal 1 Januan 2000.
Tahap pertama perundingan berlangsung antara Januari 2000 dan Juni
2002. Dart 126 proposal yang diterima, beberapa negara, yaitu Kanada,
Kolombia, Masyarakat FEropa, India, Jepang dan Amerika Serikat
menawarkan ide-ide dalam proposal mereka untuk meningkatkan Mode
4%,

India merupakan pengecualian di antara negara-negara majus“.
Sejak tahap awal, India telah memainkan peran proaktif dalam proses
perundingan GATS. Hubungan India dengan WTO pada tahap awal
perundingan menunjukkan bahwa komitmen Mode 4 yang dibuat negara-

negara maju sebagian besar terkait dengan kehadiran komersial

21pid.

**Dey, loc. cit., mengutip George F. McClure, “GATS Mode 4: Opening World Markels
Could Replace H-1B and L-1 Programs,” Engineering Program, [EE-USA Today, Januari 2005..

*Ibid., mengutip Alan L, Winters, “Developing Country Proposal for the Liberalization
of Movements of Natural Service Suppliers,” Development Research Center on Migration,
Globalization and Poverty, Januari 2005,
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(commercial presence). Komitmen itu sangat terbatas penerapannya untuk
negara-negara berkembang yang tertarik dalam perpindahan profesional
independen atau kategori lain. Sejalan dengan keunggulan komparatil
India, India dalam dokumennya berpendapat untuk menambahkan kategon
lain, yaitu [ndependent Professionals. India juga meminta perluasan lebih
lanjut kategori pekerjaan untuk memasukkan tenaga kerja tingkat menegah
dan rendah.
India membuat proposal konkret untuk memisahkan pemasok jasa
sementara sesuai ketentuan GATS dari arus tenaga kerja permanen,
- sehingga. prosedur imigrasi fiormal tidak mf;nghalangi komitmen yang
dibuat dalam mobilitas sementara. India mengusulkan untuk
memperkenalkan visa khusus GATS untuk Mode 4 sementara dan
mengusulkan bahwa visa GATS dapat dijalankan di luar prosedur imigrasi
normal. Kemudian negara-negara berkembang lainnya, seperti Kolombia,
Pakistan dan Brazil juga mengangkat banyak hal seperti yang disarankan

oleh pemerintah India®.

Agenda Pembangunan Doha (Doha Development Agenda)’®

Konferensi Tingkat Menteri Ke-4 di Doha, Qatar pada November
2001 menghasilkan Deklarasi Doha yang disetujui pada tanggal 14
November 2001. Berdasarkan deklarasi tersebut, perundingan
perdagangan jasa harus dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dari semua mitra dagang dan pembangunan negara
berkembang dan nepara terbelakang’’. The Guidelines and Procedures for

the Negotiations on Trade in Services yang disetujui pada tanggal 28

S1bid.

*Doha Development Agenda: the sum of the issues arising from the Doha Ministerial

Conference which launched a new round of muitilateral trade negotiations on 13 November 2001.
Goode, foc. cit., hal_ 131,

S"“Ministerial Declaration.”

hitp://www wip.orp/englishithewlo e/minisi_e/min01 e/mindec! e htm#iservices, diakses 5 Marct

2010. Lihat Paragraf 15.
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Maret 2001 merupakan dasar untuk melanjutkan perundingan perdagangan
di berbagai sektor jasa. Deklarasi tersebut juga menetapkan batas waktu
pengajuan permintaan awal (initial requesr) dan penawaran awal (initial
offer), di mana negara-negara Anggota harus mengajukan permintaan awal
(Fnitial request) untuk komitmen khusus (specific commitment) sebelum 30
Juni 2002 dan penawaran awal (inifial offer) sebelum 31 Maret 2003,
serta memandang semua perundingan sebagai bagian dari single
undertaking”, yang harus selesai selambat-lambatnya 1 Januari 2005.
Menurut Dipankar Dey, fase untuk menyampaikan inifial request

dan initial offer dapat dibagi menjadt tiga periode, yaitu:

1) 30 Juni 2002 — 31 Maret 2003

Meskipun batas waktu untuk initial offer diteruskan dari 31
Maret 2003 sampai 10 Juli 2003, hanya 30 Angpgota yang telah
mengajukan initial offer mereka, di mana 15 dari mereka adalah
negara-negara berkembang.

Menurut Martin Khor dalam laporannya yang berjudul Services
Talks Move Slowly, Developing Countries Skeptical on Further
Liberalisation, ada banyak alasan sebagai jawaban negara-negara

berkembang®. Beberapa negara berkembang telah mendorong

BThose who submitted by 31 March were Japan, New Zealand, Australia, Korea,
Urnguay. Chinese Taipeh, Canada, Paraguay, Norway, the US and Bahrain. Others submitting
after 31 March were Iceland, Liechienstein, Argentina, Switzerland, Senegal, Israel, Hong Kong
China, Poland, Soint Kitis and Nevis, the EU, Czech Republic, Macao China, Mexico, Fifi,
Siovenia, Slovak Republic, Singapore and Chile. The last two submitted on 10 July.

Martin Khor, “Services Talks Move Slowly, Developing Countries Skeptical on Further
Liberalisation,” www.twnside.org.sg/lille2 filcd/EG-03.doc, diunduh 22 Mei 2010.

$Single undertaking adalah seluruh unsur dalam neposiasi merupakan bagian dari satu
kesaluan utuh yang tidak bisa dibagi-bagt atau disetujui hanya sebagiannya saja.
Departemen Luar Negeri, Direkioral Jenderal Mullilateral, Dirgktorat Perdapangan, Perindustrian,
Investasi dan HKI op. cit., hal. 33,

Single undertaking: a guiding principle in the framework of multilateral trade
negotiations. The Doha Ministerial Declaration states that © ... the conduci, conclusion and entry

into force of the outcome of the negotiations shall be treated as part of single undertaking”.
Goode, loc. cit., hal, 437,

“Khor, Joc. cit.
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peningkatan yang berarti untuk peningkatan akses pasar dalam
perpindahan manusia (Mode 4). Mereka menunjuk ketidakseimbangan
negara-negara maju menumpuk tekanan negara-negara berkembang
untuk berkomitmen dalam membolehkan kehadiran komersial
(commercial presence) untuk perusahaan mereka di berbagai sektor
(Mode 3), sementara negara-negara maju sendiri tidak membuat
komitmen apapun mengenai liberalisasi Mode 4. Oleh karena
ketidakseimbangan ini, beberapa negara berkembang juga tidak
memiliki insentif untuk memberikan penawaran yang signifikan.

Ada banyak nepara berkembang ' yang tidak membuat
permintaan atau membuat permintaan dangkal karena mereka tidak
memiliki sist penawaran dan kekuatan perdagangan untuk dapat
meningkatkan ekspor jasa mercka atau kehadiran komersial
(commercial presence) di negara lain. Bagi mereka, hampir tidak ada

insentif untuk memberikan penawaran dalam komitmen bara®'.

31 Maret 2003 — Maret 2006

Pada 3 Juli 2003, paper baru Proposed Liberalisation of Mode
4 under GATS Negorviations diajukan kepada WTO oleh kelompok
negara-negara berkembang, yaitu Agrentina, Bolivia, Chili, Cina,
Kolombia, Republik Dominika, Mesir, Guatemala, India, Meksiko,
Pakistan, Peru, Filipina dan Thailand. Paper ini mengutip studi Prof.
Alan Winters yang membuktikan bahwa sekarang ada pertemuan yang
lebih besar dalam kepentingan Mode 4 antara negara-negara maju dan
negara-negara berkembang dibandingkan pada Putaran Uruguay.

Paper itu menyatakan bahwa komitmen tetap terbatas terutama
pada kategori personil yang berkaitan dengan kehadiran komersial
(commercial presence), sedangkan negara-negara berkembang tertarik

dengan komitmen untuk kategori yang tidak terkait dengan kehadiran

®1bid.
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komersial {commercial presence). Meskipun diakui bahwa ini adalah
aturan pertama penawaran, banyak negara berkembang menyatakan
kecewa karena bidang ini sangat penting bagi sebagian besar dari
mereka.

Sementara itu, negara-negara lerbelakang juga mulal
meningkatkan suara mereka di forum berbeda untuk akses pasar yang
lebih baik bagi tenaga kerja berketerampilan rendah. Tepat sebelum
dimulainya Konferensi Tingkat Menteri ke-5 di Cancun, Meksiko,
pada 3 September 2003, The Special Session of the Council for Trade
in Services menyetujui Modalities for the Special Treatment for Least-
Developed Country (LDC) Members in the Negotiations on Trade in
Services*®. Dalam ruang lingkupnya, paragraf 9 modalitas itu

menyatakan bahwa:

It is recognized that the temporary movement of natural
persons supplying services (Mode 4) provides potential benefits
fo the sending and recipient Members. LDCs have indicated
that this is one of the most imporiant means of supplying
services internationally. Members shall to the extent possible,
and consistently with Article XIX of the GATS, consider
undertaking commitments to provide access in mode 4, laking
into account all categories of natural persons identified by
LDCs in their requests.

Kemajuan perundingan Mode 4 berjalan sangat lambat. Antara
31 Maret 2003 dan 14 Maret 2006, 69 negara Anggota telah
mengajukan initial offer dan antara 19 Mei 2005 dan Januari 2006, 29
negara Anggota mengajukan penawaran yang direvisi®.

Pada akhir July Package 2004 disetujui, inifial offer dalam
GATS secara substansial direvisi dan perundingan jasa hidup kembali.

Sampai saat itu, India telah menjadi sponsor utama proposal Mode 4%,

“penetapan modalitas ini diamanatkan Pasal XIX GATS.

*Dey, foc. cit.
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Sebagian besar negara berkembang dan negara terbelakang telah
menyusun agenda ofensif dalam perundingan Mode 4 di Putaran Doha.
Dalam Agenda Doha Juli 2004, keputusan program kerja Keanggotaan
WTO dibentuk sepertt strategi liberalisasi asimetris (asymmetric
liberalization strategy)®” dengan menyatakan bahwa Anggota harus
bertujuan untuk mencapai tingkat liberalisasi yang lebih tinggi tanpa
pengecualian a priori setiap sektor jasa atau moda pemasokan dan
harus membenkan perhatian khusus kepada sektor-sektor dan moda
pemasokan mengenai kepentingan ekspor negara-negara berkembang,
Para Angpota mencaiat kepentingan negara-negara berkembang dan
Anggota lain dalam Mode 4.

Berdasarkan ketentuan rekomendasi perdagangan jasa Paket
Juli 2004, negara-negara industri tidak berhak untuk mengharapkan
pertukaran dari negara-negara berkembang dan negara-negara
terbelakang. Mereka juga tidak bisa mengandalkan pengiriman tenaga
kerja Anggota WTO untuk menjamin kembali tepat waktu dan tertib
dari tenaga kerja ini karena GATS tidak memiliki mandat peraturan
tentang masalah ini®. Sebagai hasil, rekomendasi Paket Juli itu
mencapai kebuntuan liberalisasi bertahap dalam semua moda
pemasokan,

Pada pertemuan Komite Perundingan Perdagangan (Trade
Negotiations Committee) di WTO pada 21 Juli 2005, Ketua
Perundingan Perdagangan melaporkan bahwa keseluruhan kualitas
penawaran awal (inifial offer) dan penawaran yang direvisi (revised
offer) dalam jasa tidak memuaskan. Menurutnya, sebagian besar
Anggota merasa bahwa metode request-offer saja tidak menghasilkan

hasil dan banyak yang ingin mencari alternatif metode perundingan.

SWTO Document S/CSS/W/12.
SSWTO Document WT /L/579.

%Marion Panizzon (b), “Trade and Labor Migration: GATS Mode 4 and Migration
Apreements,” Dialogue on Globalization (Januar 2010); 21.
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Terlepas dari awal yang tidak memuaskan, pembicaraan di
bidang jasa diberi dorongan segar oleh Konferensi Tingkat Menteri di
Hong Kong pada Desember 2005. Pada konferensi tersebut, Anggota
sepakat untuk meningkatkan perundingan. Pada Mode 4, Deklarasi
Menteri menyerukan antara lain komitmen baru atau peningkatan
komitmen pada kategori orang yang terkait dan tidak terkait dengan
kehadiran komersial (komitmen pada (i) Confractual Service
Suppliers, Independent Professionals dan lainnya yang tidak terkait
dengan kehadiran komersial {(commercial presence);, (ii) Infra-
Corporate Transferees dan Business Visitors)®’; pengurangan atau
penghapusan economic needs fests dan; perpanjangan jangka waktu
tinggal yang diizinkan®,

Deklarasi ini juga menetapkan modalitas untuk perundingan
plurilateral. Sesuai dengan mandat, proses plurilateral Mode 4
diluncurkan pada Maret 2006 melalui pengajuan permintaan kolektif.
Kelompok Anggota yang menyampaikan plurilateral request kepada
Anggota lainnya harus mengajukan permintaan tersebut sebelum
tanggal 28 Februari 2006 atau secepatnya® . Permintaan ini berfokus
pada komitmen yang lebih baik bagi kategori individu (natural persoi)
yang perpindahannya tidak terkait dengan kehadiran komersial

(commercial presence) di luar negeri.

S Hong Kong Ministerial Declaration,”

hup:/iwww.wio.orgfenglish/thewlo o/minist_e/mind3 ¢/final annex e htm#fannexc, diunduh 11
April 2010. Likat Annex C,

B«Movement of Natural Persons,”

http://www. wio.orgfenglish/tralop_efserv_e¢/mouvement_persons c/mouvement persons_e.htm,
diakses 5 Maret 2010,

“*'Hong Kong Ministerial Declaration,”
http:/fwww wio.org/english/thewlo e/minist e/min035 e/final anncx e.himfannexc, diundubh 11
April 2010, Lihat Annex C,
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3) Maret 2006 sampai Permulaan Pendekatan Perundingan Jasa
Pluriiateral

Pada tahun 2006, permintaan plurilateral (proses penawaran)
untuk Mode 4 dimulal melalui pengajuan pada tahur 2003 mengenai
permintaan kolektif yang diajukan oleh Argentina, Bolivia, Chili, Cina,
Kolombia, Republik Dominika, Mesir, Guatemala, India, Meksiko,
Pakistan, Peru, Filipina dan Thailand”. Dua putaran perundingan
plurilateral dilakukan pada awal 2006 berdasarkan 21 permintaan
kolektif yang dirumuskan sebagian besar bidang sektor.

Pada Mei "2008, masih belum jelas apakah jasa akan
dimasukkan dalam Mini-Ministerial of July 2008”'. Dalam meja
perundingan ditawarkan membuat kerangka atau model komitmen
horizontal untuk Mode 4”2, Dan 70 penawaran yang mengajukan
perbaikan (penyempurnaan) Mode 4, 30 di antaranya merupakan
komitmen horizontal”, Perbaikan horizontal biasanya terbatas pada
perbaikan teknis, seperti menetapkan perpanjangan visa otomatis atau
multiple entry visa, untuk memperpanjang jangka waktu tinggal dan
untuk menghapus pembatasan pada mobilitas geografis.

Pada Juli 2008, Direktur Jenderal WTOQ, Pascal Lamy,
bersama-sama dengan Anggota WTO yang berpendirian sama,
memutuskan untuk menunda perundingan jasa agar tidak mengancam
kesimpulan Putaran Doha untuk pertanian dan akses pasar non-
pertanian (NAMA). Untuk mengimbangi (mengganti rugi), Pascal
Lamy, dalam kapasitasnya sebagai Kefua Trade Negotiations

Committee dan atas permintaan Anggota WTO, menyelenggarakan

"*WTO Document TN/S/W/14.

"'WTO Document TN/S/33.

WTQ Document S/CSS/W/12.

Ppanizzon (b), loc. cit,, hal. 22, mengutip Hamid Mamdouh, “Mode 4 — Definilion,
Commitments, State of Play in the Negotiations,” (Presentasi disiapkan untuk WTO Symposium

Mode 4 of the GATS, Taking Stock and Moving Forward, WTO, 22-23 September 2008).
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Services Signaling Conference pada tingkat menteri sebagai sebagian
dari paket Juli 2008. Signating Conference tersebut membantu
Anggota WTO untuk menukar petunjuk dalam komitmen baru mereka
sendiri dan komitmen perbaikan, serta koutribusi yang diharapkan dart
orang lain, lanpa menghalangi pengajuan revisi penawaran, tanpa
menyampaikan hasil final perundingan dan juga tanpa merugikan
posisi Anggota WTO yang tidak berpartisipasi’”.

Angpota WTO pada konferensi ini memberikan petunjuk
positif dalam komitmen akses pasar pada seluruh sektor jasa utama dan
moda pemasokan, Beberapa Anggota WTO menunjukkan kesiapan
mereka untuk membuka sektor jasa, seperti pariwisata dan perjalanan
yang terkait jasa, jasa rumah sakit swasta, jasa yang terkait dengan
pertambangan dan pertanian, serta untuk mengembangkan sektor yang
ada, termasuk spa, kesehatan dan pengobatan tradisional Cina,
khususnya untuk meliberalisasikan pemberian jasa melalui tenaga
kerja Mode 4. Selama konferensi ini, negara-negara industri
menunjukkan kesiapan mereka dalam memasukkan teknisi seperti
tukang ledeng, lulusan peserta pelatihan, orang-orang vang diakui
reputasinya, seniman, atlet dan model fashion, serta personil
perusahaan publik atau swasta dengan kontrak pemerintah untuk
kategon pemasok jasa,

Anggota juga sepakat unmtuk mengadakan suatu persiapan
lokakarya dalam mengatur komitmen jasa pada awal 2009 untuk
membantu merumuskan penawaran final dan untuk menukar masalah
pengaturan (schedufing) dan klasifikasi yang relevan untuk semua

Anggota%.

“WTQ Document JOB (08)/93.
PIbid.
"Panizzon (b), Joc. cit. hal. 23 mengutip Joy Kategekwa, “Unlocking the Mode 4

Deadlock: Creative Approaches to Enhanching Mode 4 Type Temporary Labour Mobility
Commitments in Frec Trade and Migration Agreements with Lessons from the GATS,” (Paper
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3. Pelaksanaan Liberalisasi Mode 4

Movement of Natural Persons adalah moda penyedia jasa yang paling
kecil liberalisasinya di dalam GATS’’. Tingkat liberalisasi yang diperoleh untuk
Mode 4 GATS diperkirakan hanya 0 — 4% dari komitmen GATS sampai saat ini.
Mode 4 mengalir pada kurang dari 5% dari jasa perdagangan dunia’,
dibandingkan dengan 55 — 60% dari jasa di seluruh dunia yang dihasilkan oleh
Mode 3 (kehadiran komersial), 25 — 30% oleh Mode 1 (pemasokan lintas batas)
dan 10 — 15% oleh Mode 2 (konsumsi luar negeri)’ (Bagan ).

Bagan 1 - :
Perbandingan Liberalisasi Moda Pemasokan Jasa

Perbandingan Liberalisasi
Moda Pemasokan Jasa

disiapkan untuk Workshop on Swiss Migration and EU Mobility Partnership: Unveiling the
Promise, World Trade Institute Berne, 12-13 Desember 2008),

”JO}' Kategekwa, “Extension of Mode 4 Commitments to Include Unskilled Workers in
the WTO. A Win Win Solulion, Especially for LDCs,”
hitp://www.occd org/datacecd/5/26/37501680.0df, divnduh | Maret 2010.

®panizzon (b), loc. cit., hal. 12 mengulip Joscelyn Magdeleine dan Andreas Maurer,
“Measuring GATS Mode 4 Trade Flows”, WTO Stalf Working Paper ERSD-2008-05 (2008), hal.
10.

™Ibid., mengutip Andreas Maurer dan Philippe Chauvel, “The Magnitude of Flows of

Global Trade in Services” dalam Bernard Hockman, Aaditya Mattoo and Philipp Englis (eds.)
Development, Trade and the WTO, A Handbook (2002), hal. 235 - 246,
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Penolakan untuk membuat komitmen yang signifkan untuk
meliberalisasikan para pemasok jasa perpindahan tenaga kerja merupakan sesuatu
yang umum dilakukan, baik oleh negara-negara maju maupun negara-negara
berkembang. Negara maju menolak untuk merundingkan penawaran Mode 4
karena negara-negara pengirim tenaga kerja tidak menuntut timbal balik. Pada
kenyataannya, ikatan-ikatan tersebut yang dibuat melalui forum GATS telah
terbukti menjadi yang paling sedikit tingkat liberalisasinya di antara semua moda
pemasokan, baik dari segi kedalaman (depfh) maupun besaran (width), dengan
pangsa komitmen saat ini yang tidak terikat di bawah Mode 4 menjadi hampir
no!®®. - -

Berbagai komitmen Mode 4 yang telah dijadwalkan sejauh ini cenderung
ke arah tepaga kerja berketerampilan tinggi dan profesional, khususnya yang
berhubungan dan terkait dengan pemasokan Mode 3 dan pendirian penanaman
modal asing®'. Oleh sebab itu, kebanyakan pengakuan yang ada memiliki makna
yang terbatas untuk negara-negara berkembang karena keunggulan komparatif
mereka terletak pada tenaga kerja yang berketrampilan rendah dan menegah®. Di
antara 43 initial offer yang dibuat berdasarkan ketentuan GATS pada Apustus
2004, hanya sedikit yang mengandung berbagai komitmen pemasok jasa
kontraktual (contractual service suppliers), baik sebagar pekerja atau pemasok
jasa independen, dan tidak ada penawaran yang diperluas menjadi para pekerja
berketerampilan rendah®,

Dalam perdagangan multilateral WTO, GATS berupaya untuk mengurangt
hambatan perdagangan jasa lintas batas. GATS mencapai liberalisasi pada tingkat

yang lebih tinggi melalui komitmen®. Secara teknis, ini terjadi pada setiap 153

*Manning and Cronin, /oc. cit,, hal, 15 mengutip J.A. Marchetti, “Developing Countries
in the WTO Services Negoliations,” Economic Research and Statistic Division, WTO Siaff
Working Paper, Seplember 2004,

®'Hal ini terutama untuk infra-corporate transferees.

®2alan Winters, Terrie Walmsley dan Zhen Kun Wang, Liberalising Labour Mobilily
Under the GATS (London: Commonwealth Secretariat, 2003), hal. v.

**Manning and Cronin, loc. cit.
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negara Anggota WTO yang memasuki komitmen untuk setiap empat moda
penyediaan jasa yang berbeda sebagaimana ditetapkan dalam Pasal I GATS.
Dalam komitmen mereka, Anggota WTO berjanji untuk menghilangkan hambatan
akses pasar tertentu untuk jasa asing dan penyedia jasa®. Namun, pada
kenyataannya untuk mencapai liberalisasi pada tingkat yang lebih tinggi, Anggota
WTO dihadapkan pada hambatan-hambatan, baik yang berupa hambatan teknis
dan prosedural, maupun hambatan di dalam dan di luar negeri.
Hambatan-hambatan  yang  dihadapi  Anggota WTO  dalam
meliberalisasikan Mode 4 adalah sebagai berikut:
a. Hambatan Teknis dan Prosedural
1) Persyaratan dan Prosedur Kualifikasi, serta Standar Teknis dan
Persyaratan Perizinan
Pasal VI4 GATS memfokuskan secara khusus pada jenis
peraturan tertentu vyang harus dilakukan dengan perlindungan
konsumen dan berkaitan dengan masalah kebijakan pubiik. Pasal ini
dirancang untuk mengizinkan negara Anggota untuk mempertahankan
kebijakan peraturan domestik mengenai persyaratan dan prosedur
kualifikasi, standar teknis dan persyaratan prosedur, serta untuk
menjamin bahwa dampak perubahan perdagangan dari kebijakan
tersebut dijaga agar tetap minimum®®,
Persyaratan dan prosedur kualifikasi, serta standar teknis dan
persyaratan perizinan merupakan hambatan di belakang perbatasan
(behind the border barrier). Komitmen int menetapkan tingkat akses

yang sebenamya kepada pasar jasa Anggota WTO lainnya dan

8'Panizzon (b), foc. cit., hal 13.
Bibid.

¥L. Alan Winlers, ef. al., “Liberalising Temporary Movement of Natural Persons: An
Apgenda for the Development Round,”
http://siteresources worldbank. org/INTRES/Resources/liberalising temporary_movement LAW.p
df. diurduh 7 Maret 2010.
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menentukan pada tingkat mana orang asing akan diperlakukan sama

atau lebih baik terhadap pekerja rumah tangga di bidang jasa®’,

Visa dan fzin Kerja

Visa dan izin kerja merupakan hambatan perbatasan (borders
barrier). Kebijakan yang terkait deagan masuknya individu {(naiural
person) ke suatu negara asing dengan visa dan izin kerja, dapat
menjadi hambatan serius untuk administrasi perdagangan jasa oleh
negara berkembang melalui Mode 4. Hal ini dapat meniadakan nilai
komitmen spesifik-yang dibuat. Sejumlah permintaan diajukan secara
bilateral untuk mencari visa multiple entry bagl pemasok jasa atau
perpanjangan tinggal otomatis mereka. Beberapa negara telah
mendukung pembentukan visa GATS atau visa pemasok jasa untuk
mengatasi masalah yang biasanya dihadapi oleh warga negara negara
berkembang®. Kategori visa baru ini dimaksudkan untuk membantu
perpindahan terkait Mode 4 yang terpisah dari yang dianggap sebagai
bagian dari imigrasi dan untuk menekankan sifat khusus perpindahan
tersebut. Satu atau jemis visa GATS lainnya telah digunakan oleh
sejumlah negara®. Namun, kondisi di mana visa tersebut dikeluarkan
tidak dapat memenuhi harapan dari perspektif GATS. Penerbitan visa
dalam jangka waktu yang berbeda untuk orang-orang dengan
kualifikasi yang sama dan untuk tujuan masuk yang sama tetapi
dengan kewarganegaraan yang berbeda meninggalkan beberapa dari
mereka pada kerugian kompetitif, terutama di mana visa tersebut

menentukan jangka waktu izin kerja.

" panizzon (b). loc. ¢it., hal, 13

SUNCTAD Secretariat, “Increasing the Pariicipation of Developing Countsies through
Liberalization of Market Access in GATS Mode 4 for Movement of Natural Persons Supplying
Services,” (Catatan disampaikan pada Experl Meeting on Market Access Issues in Mode 4
(Movement of Natural Persons to Supply Services) and Effeclive Implementation of Arlicle [V on
Increasing the Participation of Developing Countries, Geneva, 29-31 Juli 2003), hal. 13 mengulip
WTO Communication from India, S/CSS5/W/12,

®Ibid., hal. 13.

UNIVERSITAS INDONESIA

Analisis hukum..., Afrianti Kusuma Wardhani, FH Ul, 2010.



115

3) Masalah Definisi Mode 4 GATS
Mode 4 GATS relatif luas cakupannya, namun kurang dalam

definisi. Definisi-definisi tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Definisi Natural Person
Dalam kategori natural person, ada perbedaan pendapat dalam
ruang lingkup karyawan (employee) dari perusahaan di luar negeri.

(1i) Definisi Service Supplier
Adanya interpretasi yang berbeda mengenai ruang lingkup sektor
tertentu, seperti jasa yang terkait dengan pertanian, perburuan dan
kehutanan.- GATS berlaku hanya untuk kehadiran orang vyang
memberikan jasanya dan tidak berlaku bagi orang yang bekerja di
sektor non-jasa (pertanian dan manufaktur) dan jasa yang dipasok
berdasarkan wewenang pemerintah.

(it)Definisi Temporary
Kata “rtemporary” (sementara) hanya didefinisikan dalam
pengertian negatif. Dalam GATS kata tersebut dinyatakan dengan
“tidak permanen”.

(iv)Definisi Tingkat Keterampilan
Tidak ada definisi mengenai tingkat keterampilan. Dari teks
GATS, diketahui bahwa GATS berlaku pada semua tingkat
keterampilan, Namun dalam praktiknya, komitmen Anggota WTO
pada umumnya mengacu pada /nira-Coporate Transferees (1CT);
Eksekutif, Manager, Spesialis (EMS); Business Visitors (BV);
Contractual ~ Service Suppliers (CSS8), dan [Independent
Professionals (IP). Ini menunjukkan bahwa komitmen yang

Anggota lakukan tidak sesuai dengan ruang lingkup GATS.
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b. Hambatan dari Dalam Negeri
1} Pengakuan Kualifikasi

Negara berkembang sangal dipengaruhi oleh tiga hal™, yaitu
persepsi bahwa mereka memiliki standar profesional rendah atau tidak
memadal, kurangnya pengakuan terbadap persamaan derajat
pendidikan dan kualifikast mereka, serta ketidakmampuan pihak yang
berwenang untuk menjamin kualifikasi profesional secara teknis dan
prosedural yang memenuhi kriteria yang ditetapkan di pasar negara
maju. Namun, ketika negara maju menghadapi kekurangan pegawai
dalam profest atau pekerjaan tertentu, mereka mampu menyetujui
proses yang cepat dan mudah, serta mengakui kualifikasi yang
diperoleh di negara-negara berkembang. Selain itu, transfer antar
perusahaan biasanya tidak tunduk pada pembatasan yang berkaitan
dengan pengakuan kualifikasii Menurut UNCTAD Secretariat,
pengakuan kualifikasi tidak perlu ketat dan itu merupakan hambatan
yang efektif untuk masuk bagi jasa profesional dari negara
berkembang,.

Negara berkembang akan mendapat manfaat jika kemajuan
pada tingkat multilaterai dapat sampai pada pengakuan terhadap (i)
pengalaman dan aspek non-pendidikan lainnya, (i} bagaimana
pengalaman dapat menggantikan pendidikan, dan (iif) kualifikasi untuk
kelompok selain profesional dengan tingkat keterampilan tinggi. Jika
pada tingkat nasional suatu sistern tunggal untuk pengakuan kualifikasi
diperlukan atau secara alternatif jalur yang difasilitasi dapat diterapkan
untuk warga negara asing yang memenuhi syarat yang sepenuhnya
diakui negara, maka penting untuk mempertimbangkan pengakuan
kualifikasi. Dalam konteks perundingan yang sedang berlangsung,
negara berkembang mendapat manfaat dengan memperoleh informasi

pada tingkat multilateral dalam persyaratan dan prosedur kualifikasi,

P7bid.
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serta informasi yang menetapkan hirarki kebijakan untuk mendapatkan

pengakuan seperti itu,

2} Brain Drain (Hijrahnya para Sarjana ke Luar Negeri)

Salah satu hambatan utama bagi kemajuan perundingan untuk
meliberalisasikan Mode 4 adalah ketakutan hirjahnya para sarjana ke
luar negeri (brain drain). Brain drain merupkan salah satu kelemahan
utama dari perpindahan sementara pekerja terampil karena dapat
mengurangi tingkat rata-rata sumber daya manusia (SDM) di negara
pengirim dan menghambat pertumbuhan ekonomi (ketika emigrasi
orang dengan pendidikan tersier mencapai tingkat di mana
produktivitas perekonomian domestik menurun)’'. Fenomena ini dapat
terjadi di dalam negeri atau di sektor yang tidak menyediakan
kesempatan kerja yang memadai. Beberapa negara berkembang
percaya bahwa mereka memiliki lebih banyak kehilangan personil
terampil yang langka daripada mereka harus memperoleh keuntungan
dari akses yang sangat terbatas sampai pasar lain yang kemungkinan
besar diberikan kepada pekerja dengan keterampilan lebih rendah di
dalam perundingan”’.

Namun demikian, brain drain juga menjadi masalah bagi
beberapa negara maju. Negara maju mengkhawatirkan akibat sosial
dan politik, dan menghadapi perlawanan dari tenaga kerja dalam
negeri di jasa industri”®, Bahkan, hilangnya tenaga kerja terampi!
sementara bisa menjadi masalah ketika permintaan luar negeri tinggi

dan persediaan domestik terbatas.

A ipid., hal. 7.

"Policy Brief OECD, foc, cit,

Mattoo, lec. cit.
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3} Tes Kebutuhan Ekonomi (£conomic Needs Tests/ENT)

Ficonomic Needs fests (ENT) dikenal sebagai hambatan untuk
akses pasar sesuai ketentuan Pasal XVI GATS. Di dalam GATS, tidak
ada definisi ENT beserta peraturan, kriteria atau prosedur
permohonannya, sehingga tes kebutuhan ekonomi im  dapat
mengurangt kesempatan perdagangan vyang tersedia untuk negara
berkembang dan mengurangi kemajuan dalam meliberalisasikan akses
pasar . Dalam beberapa kasus, ENT sudah dijadwalkan mempunyai
dampak dalam perlakuan nasional (wational treatmensf) di dalam
schedule of specific commitment GATS. Sejumlah penawaran awal
(inital offer) telah mengecualikan perpindahan investasi yang berkaitan
dengan personil dari penerapan ENT. Hal ini dapat diperluas pada
kategori individu lainnya dan sektor jasa lainnya. Kategori tersebut
dapat didasarkan pada kekurangan pekerjaan atau pekerjaan khusus.
Konsep yang dipakai dalam perjanjian perdagangan muitilateral sepert
akses pasar minimum atau akses pasar saat ini dapat juga
dipertimbangkan dalam menciptakan akses pasar bebas tes oleh
individu. Dalam hal ini penting untuk memastikan bahwa tes
kebutuhan ekonomi atau tes sejenis tidak dimasukkan ke dalam

instrumen lain yang mengatur akses pasar.

c. Hambatan dari Luar Negeri
1) Struktur dan Cakupan Komitmen

Komitmen Anggota GATS menyatakan bahwa tingkat
komitmen sangat bervariasi dalam setiap moda pemasokan. Di sektor
tertentu, kondisi perdagangan untuk Mode 4 cenderung lebih terbatas
daripada kondisi untuk moda pemasokan lainnya. Tidak ada negara
industri yang menjadwalkan “tidak ada (norne)” untuk masuk untuk
komitmen Mode 4 dan hanya 1% komitmen akses pasar yang

dilakukan oleh negara-negara berkembang sepeauhnya bebas.

HUNCTAD Secretariat, foe. cit., hal. 12,
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Dangkalnya tingkat komitmen untuk Mode 4 untuk juga tercermin
dalam pola pembatasan horizontal yang bertaku di semua sektor, yaitu
lima kali lebih banyak pembatasan yang dijadwalkan untuk Mode 4
dibandingkan dengan Mode 2°°.

Komitmen sering diatur secara khusus oleh apa yang tertulis
dalam bagian horizontal dari komitmen, sehingga kondisi akses yang
sama berlaku untuk semua sektor yang dijadwalkan. Komitmen
biasanya didasarkan pada kriteria fungsional atau hierarkis, baik yang
terkait dengan jenis orang yang terlibat (misalnya eksekutif, manager,
spesialis)maupun untuk tujuan perpindahan tersebut (misalnya untuk
menjalin kontak bisnis, menegosiasikan penjualan, mengatur kehadiran

komersial)®®.

2) Perbedaan Perlakuan Individu (Natural FPerson) Dalam dan Luar
Negeri
Berkontribusi dalam sistem jaminan sosial negara tuan rumah
dapat mengenakan beban tambahan bagi orang asing yang tinggal
sementara di luar negen jika pembayaran tidak dapat dikembalikan
setelah keberangkatan mereka, dengan asumsi bahwa tinggal
sementara mereka tidak akan cukup lama untuk memungkinkan
mereka untuk menarik manfaat jaminan sosial. Jika mereka secara
bersamaan berkontribusi pada pola jaminan sosial negara asal mereka,
mereka dikenakan pajak ganda’'. Perjanjian bilateral tentang pola
jaminan sosial yang ada dapat dibuat universal dan dapat menetapkan

komitmen yang sama atau setara antar negara-negara, di mana negara-

?Antonia Carzaniga, “The GATS, Mode 4, and Patiern of Commitments,” dalam AMoving
People to Deliver Services. Edited by Aaditya Mattoo dan Antonia Carzaniga (Washington, D.C.:
World Bank and Oxford University Press, 2003), hal. 24,

*lbid.

TUNCTAD Secretarial, Joc. cir., hal. 14,
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negara yang berkomitmen untuk membuat pembayaran terkait dan
menyelesaikan kewajiban terkait sesuai dengan persyaratan perjanjian.

Warga negara asing yang tinggal di suatu negara sering tidak
memiliki akses jasa subsidi negara tuan rumah, seperti pengobatan atau
rencana asuransi pensiun, pendidikan dan perumahan, atau perlakuan
istimewa pajak penghasilan®. Dalam beberapa kasus, mereka tidak
boleh membawa pasangan atau anggota keluarga mereka, atau
pasangan ditolak haknya untuk bekerja atau dapat bekeja hanya

berdasarkan kondisi yang terlalu berat.

Dengan melihat. komitmen negara-negara maju dan negara-negara
berkembang terhadap Mode 4 dan melihat adanya hambatan-hambatan tersebut di
atas, maka dapat disimpulkan bahwa liberalisasi Mode 4 sulit dilaksanakan

karena:

a. Adanya Perbedaan Kepentingan antara Negara Maju dan Negara
Berkembang mengenai Mode 4
Negara-negara berkembang mempunyai kepentingan lebih besar dalam
mengekspor tenaga kerja berketerampilan rendah dan kurang dalam
mengimpor tenaga kerja berketerampilan rendah. Hal ini menyebabkan
sulitnya mencapai liberalisasi perdagangan yang timbal balik dalam Mode
4. Sedangkan negara-negara maju memiliki kepentingan dalam
mengekspor tenaga kerja berketerampilan tinggi dan profesional,
khususnya yang berhubungan dan terkait dengan Mode 3 dan pendirian
penanaman modal asing. Dengan demikian, kepentingan negara-negara
maju dalam perundingan adalah untuk membahas tenaga kerja
berketerampilan tinggi dan profesional yang terkait dengan Mode 3, bukan
untuk membahas Mode 4 yang merupakan keunggulan komparatif negara-

negara berkembang. Berdasarkan teks GATS, Mode 4 berlaku untuk

*Ibid., hal. 15.
UNIVERSITAS INDONESIA

Analisis hukum..., Afrianti Kusuma Wardhani, FH Ul, 2010.



121

semua tingkat keterampilan. Alasan inilah yang menjadi dasar negara-

negara berkembang untuk terus merundingkan liberalisasi Mode 4.

Adanya Ketakutan Besar Negara Pengirim dan Negara Penerima

Ketakutan besar bagi negara pengirim dan penerima adalah bahwa orang

yang pindah berdasarkan Mode 4 dengan sementara waktu kemudian akan

mencoba untuk tinggal secara tetap di negara penerima. Ketakutan-

ketakutan itu antara lain:

1) Pengaruh mengikatnya komitmen dalam GATS terhadap jabatan-

2)

jabatan pekerjaan yangdibuka -

Komitmen GATS bersifat mengikat dan dapat diubah jika telah
dilakukan serangkaian perundingan dengan negara-negara yang
dirugikan dan adanya pemberian kompensasi sebagai akibat
perubahan komitmen tersebut. Dengan mengikatnya komitmen
GATS, maka negara-negara sangat berhati-hati bila ingin
berkomitmen, karena jika suatu negara salah dalam membuat
komitmen, maka negara tersebut harus membayar kompensasi.
Selain itu, pasar kerja bersifat dinamis dan sesuai dengan
pertumbuhan penduduk. Suatu saat bisa terjadi kelebihan tenaga
kerja di bidang tertentu dan saat lain bisa juga kekurangan tenaga
kerja di bidang tersebut. Oleh karena itu, banyak negara
memanfaatkan tes kebutuhan ekonomi (ecornomic needs fests) atau
labor market tests di dalam komitmennya untuk jabatan-jabatan
yang terbuka,

Indonesia sangat berhati-hati dalam memberikan komitmen dan
memberikannya sedikit mungkin karena Indonesia tidak ingin
komitmen yang telah dibuatnya itu merugikan masyarakat,
sehingga Indonesia harus memberikan kompensasi.

Tenaga kerja yang bekerja di luar negeri akan tinggal menetap di

negara penerima dan tidak kembali ke negara asal.
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Bagi negara pengirim yang tidak mempunyai kesempatan kerja
yang memadai, tenaga kerja yang tidak kembali ini akan
menghambat pertumbuhan ekonomi (hrain drain). Sedangkan bagi
negara penerima, mereka takut kesempatan kerja di negaranya akan
banyak diisi oleh TKA, sehingga akan merebul pasar kepa di
dalam negeri. Negara penerima juga takut karena kehadiran TKA
dapat menimbulkan masalah sosial, politik dan/atau konflik dengan

penduduk setempat.

¢. Adanya perbedaan peraturan keimigrasian dan kewarganegaraan
Negara-negara .maju tidak mementingkan Mode 4 karena dalam sistem
kewarganegaraan mereka banyak yang menganut sistem dwi
kewarganegaraan. Sehingga tidak ada hambatan dalam berhubungan antar
sesama mereka. Selain itu nepara-negara maju sangat mudah dalam
memperoleh visa, baik untuk berpergian maupun untuk bekerja, sehingga
mereka dapat dengan mudah berpergian ke luar negeri. Sebaliknya,
negara-negara berkembang sulit dalam memperoleh visa, terutama untuk
berpergian ke negara-negara maju, baik untuk berwisata maupun untuk
bekerja. Hal ini dikecualikan, jika antar negara maju dan berkembang

memiliki perjanjian kerja sama bilateral.

d. Adanya masalah dalam mendefinisikan Mode 4
Definisi Mode 4 menimbulkan interpretasi yang berbeda antara negara
maju dan negara berkembang. Negara berkembang menginterpretasikan
Mode 4 berlaku untuk semua tingkat keterampilan, sedangkan negara maju
menginterpretasikan Mode 4 hanya untuk tingkat keterampilan menengah
dan tinggi karena negara-negara maju unggul dalam tenaga kerja

berketerampilan menengah dan tinggi.
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C. Kepentingan Indonesia dalam Liberalisasi Perdagangan di Bidang Jasa

1. Kepentingan Ekspor lndonesia

Berbagai kepentingan ekspor Indonesia dalam jasa ketenagakerjaan
terletak pada bidang-bidang di mana Indonesia memiliki (atau secara potensial
dapat memiliki) keunggulan komparatif {comparative advaniage) yang kuat.
Keunggulan komparatif Indonesia terletak pada melimpahnya tenaga kerja
berketerampilan rendah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari
2009, jumlah pengangguran terbuka menurut pendidikan tertinggi yang
ditamatkan sebidgian besar penduduk Indonesia adalah kategon tidak/belum
pernah sekolah/belum tamat SD sebanyak 2.620.049 orang, ditkuti oleh lulusan
SLTP sebanyak 2.133.627 orang dan lulusan SD sebanyak 2.054.682 orang
(Bagan 2).

Bagan 2
Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
(Februari 2009)

PENGANGGURAN TERBUKA MENURUT

PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN
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Banyaknya jumlah pengangguran terbuka dengan rendahnya pendidikan
tertinggt yang ditamatkan sebagian besar penduduk Indonesia, menunjukkan
bahwa Indonesia memiliki banyak tenaga kerja berketerampilan rendah. Ini
merupakan sumber utama ekspor Indonesia dan dengan demikian, Indonesia
cenderung mengimpor tenaga kerja yang berketerampilan tinggi dan profesional.
Ekspor terbesar Indonesia pada tahun 2009 adalah tenaga kerja untuk jabatan para
pekerja rumah tangga, tenaga kerja untuk jasa umum, perdagangan, konstruksi,
industri, perkebunan dan perkapalan”. Pekerjaan ini merupakan pekerjaan 3D
(dirty, dangerous and difficult) yaitu pekerjaan yang dipandang kotor, berbahaya
dan sulit, Pekerjaan ini sudah banyak ditinggaikan warga negaranya di luar negeri,
sehingga Indonesia mempunyai kesempatan untuk mengisi pekerjaan ini.

Indonesia memiliki banyak tenaga kerja berketerampilan rendah yang siap
dikembangkan secara internasional. Jasa maritim (pelayaran), jasa transportasi
(supir prbadi dan supir kendaraan berat), jasa kesehatan (keperawatan dan
pengasuhan), industri spa dan kecantikan, dan jasa hospitality (jasa hotel dan
restoran) merupakan bidang-bidang permintaan global yang dapat dilakukan oleh
orang Indonesia dan secara potensial seharusnya menjadi fokus dalam upaya
untuk memperluas ekspor jasa ketenagakerjaan'®. Dengan memiliki keunggulan
komparatif tersebut, Indonesia dapat meliberalisasikan pasar jasa ketenagakerjaan
dan dapat memperoleh banyak manfaat dan keuntungan besar dalam perdagangan
jasa.

Indonesia merupakan sumber global tenaga kerja yang penting dan ekspor
jasa tenaga kerja Indonesia menjadi kontibutor yang signifikan bagi perekonomian
Indonesia. Indonesia telah menyaksikan berbagai manfaat langsung dari
perfumbuhan perdagangan ini. Yang paling nyata adalah dalam besarnya arus
pengiriman uang (remitfarnice), peningkatan keterampilan yang dicapai melalui
bekerja di luar negeri dan juga dampaknya dalam mengatasi masalah kelebihan

tenaga kerja.

PData BNP2TKI tahun 2009, likat Tabet 2.

'®Manning and Cronin, foc. cit., hal. 28.
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Bagi pereckonomian Indonesia, pentingnya perdagangan di bidang jasa
ketenagakerjaan terutama dilihat dart adanya pengiriman uang (remirtance) yang
dibayarkan kepada pekerja rumah tangga. Dengan cara ini perekonomian
meningkat dan ini merupakan salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan pada
tingkat rumah tangga. Menurut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), pengiriman uang (remittance) yang dikirim
tenaga kerja Indonesia pada tahun 2008 adalah sebesar US$ 2,23 milyar'®,
Jumlah ini sangat besar dibandingkan jika tenaga kerja tersebut bekerja di dalam
negeri. Dengan pengiriman uang ini, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar
negeri sangat berperan dalam meningkatkan penghasilan keluarga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam memajukan kepentingan
ekspor Indonesia, Indonesia harus mempunyai strategi penting yang harus
dilakukan dalam membuat komitmen liberalisasi dalam forum internasional,
Strategi tersebut merupakan strategi yang berfokus pada kesejahteraan
perekonomian Indonesia. Strategi ini dilakukan, baik di dalam negeri maupun di
luar negeri.

a. Strategi Indonesia di Dalam Negeri

1) Menetapkan sektor-sektor di mana Indonesia memiliki atau berpotensi

untuk memiliki keunggulan komparatif yang kuat
Seperti telah disebutkan di atas, bahwa keunggulan komparatif
Indonesia terletak pada melimpahnya tenaga kerja berketerampilan
rendah. Tenaga kerja berketerampilan rendah ini merupakan sumber
utama ekspor jasa Indonesia. Untuk dapat bersaing di pasar dunia,
Indonesia harus dapat mengembangkan jasa-jasa yang menjadi
unggulan Indonesia, seperti jasa maritim (pelayaran), jasa transportasi
(supir pribadi dan supir kendaraan berat), jasa kesehatan (keperawatan
dan pengasuhan), industri spa dan kecantikan, dan jasa hospitality (jasa
hotel dan restoran). Indonesia harus dapat mengembangkan jasa-jasa

tersebut karena jabatan-jabatan itu sudah fidak diminati lagi oleh

1 Data BNP2TKI sampai akhir April 2008.
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tenaga kerja di negara-negara maju. Di Indonesia terdapat banyak
sekolah perawat dan bidan, serta sekolah pariwisata. Dengan demikian,
diharapkan banyak tenaga kera lulusan sekolah ini dapat mengisi
pasar kerja di tuar negeri, khususnya untuk bidang jasa kesehatan dan

hospitality.

Meningkatkan kualitas tenaga kerja di dalam negeri agar tegjadi
kemajuan dari perpindahan tenaga kerja berketerampilan rendah ke
tenaga kerja yang berketerampilan tinggi
--Meningkatkan kualitas tenaga kerja merupakan satu-satunya
cara di mana tenaga kerja Indonesia akan beranjak maju dari
perpindahan tenaga kerja berketerampilan rendah ke tenaga kerja yang
berketerampilan tinggi. Untuk dapat bersaing dalam berbagai sektor di
pasar dunia, kualitas dan sumber daya manusia Indonesia periu
ditingkatkan. Indonesia harus dapat menyiapkan tenaga kerja yang
memiliki standar internasional. Untuk itu strategi yang perlu dilakukan
Indonesia dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia antara
lain:
(i) Mengadakan pendidikan dan pelatihan kerja
Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 2004
tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di
Luar Negeri, calon TKI berhak mendapatkan pendidikan dan
pelatihan kerja sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan.
Pendidikan dan pelatihan tersebut dimaksudkan untuk:
e membekali, meningkatkan dan  mengembangkan
kompetensi kerja calon TKI,
« memberi pengetahuan dan pemahaman tentang situasi,
kondisi, adat istiadat, budaya, agama dan risiko bekerja di
luar negeri;
e membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahasa

negara tujuan; dan
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» memberi pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan
kewajiban calon TKI/TKI'%,

(1) Mengembangkan keterampilan
Perubahan teknologi yang semakin cepat dan canggih, menuntut
adanya penyesuaian keterampilan bagi tenaga kerja. Untuk itu
diperlukan penguasaan keterampilan yang tinggi agar dapat
mengikuti perkembangan teknologi yang maju pesat. Contohnya,
dalam penggunaan peralatan medis, alat-alat berat dan peralatan-
peralatan di perhotelan,

(i1) Mengembangkaii keterampilan bahasa i
Dengan memiliki keahlian berbahasa asing, TK! dapat mempunyai
nilai tambah dan dapat dipekerjakan di sektor-sektor yang banyak
menggunakan bahasa asing.

(iii)Menerapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
(SKKNI)
SKKNI adalah ramusan kemampuan kerja yang mencakup aspek
pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian, serta sikap kerja
yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang
ditetapkan sesuai dengan peraturan pcrundang—undanganm.
Penerapan berbagai standar kompetensi kerja'® nasional
merupakan suatu langkah dalam mencapai daya saing yang lebih
tinggi, jika standar kompetensi kerja nasional tersebut sama atau
lebih baik daripada standar kompetensi kerja intermasional. SKKNT
ini sangat penting bagi TKI1 yang akan bekerja di luar negeri karena

berguna untuk mengisi jabatan-jabatan yang ditawarkan dan

"CIndonesia (a), Undang-undang Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri, UU No. 39, LN. No. 133 tahum 2004, TUN No. 4445, pasal 42 ayat (2).

1%K ementcrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (a), Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Tenlang Pendidikan dan Pelatihan Kerja bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia di
Luar Negeri, Permenakerrans No. PER.23/MEN/TX/2009, pasal 1 bulir 5.

%K ompetensi kerja adalah kemampuan kerja sctiap individu yang mencakup aspek
pengetahuan, kelerampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Ibid., pasal 1 butir 4.
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terbuka di fuar negeri. Untuk di dalam negeri, SKKNI ini berguna
agar TKI dapat bersaing dengan TKA.

3) Menetapkan negara mana yang menjadi sasaran pasar kerja dan yang
merupakan peluang terbesar bagi masuknya TKI

Menurut Chris Manning dan Mathew Cronin'®

ada tiga

kategori negara pengimpor dalam menentukan negara-negara sasaran

pengembangan ekspor Indonesia dalam jasa ketenagakerjaan, yaitu:

(i) Mitra dagang kawasan (regional frading parfeners), yaitu negara-
"negara di mana Indonesia telah mengekspor jasa tenaga kerjanya
dan di mana di sana ada potensi pertumbuhan; ..

(1) Mitra di luar kawasan (extra-regional partners), yaitu negara-
negara di mana Indonesia telah mengekspor jasa tenaga kerjanya
dan di mana pertumbnhan perdagangan dapat diperkirakan
(terutama di Timur Tengah);

(1ii)Negara maju pengimpor bersih (net-importing developed nations),
yaifu negara-negara maju yang bertindak sebagai negara
pengimpor bersiti jasa tenaga kerja dan merupakan pasar kunci

untuk migrasi kontrak dari kawasan Asia Pasifik.

Untuk dapat bersaing di pasar kerja luar negeri, Indonesia harus
melakukan penelitian dan mempunyai data mengenai potensi negara-
negara tujuan yang merupakan peluang pasar kerja di luar negeri.
Indonesia harus mengetahui kelebihan dan kelemahan negara tujuan,
antara lain mengenal potensi negara mana saja yang memungkinkan
dilakukannya pengiriman TKI; jabatan yang terbuka dan/atau belum
terbuka, tetapi kekurangan tenaga kerja; dan memahami peraturan

negara penempatan yang berkaitan dengan TKA (peraturan mengenai

'9*Manning and Cronin, /oc. cif., hal. 43.
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imigrasi, perpajakan, jaminan sosial, dan lain-lain). Dengan
mengetahui kelebihan dan kekurangan negara tujuan, Indonesia dapat
mengetahui apakah pengiriman tenaga kerja ke negara-negara tersebut
menguntungan Indonesia atau tidak.

Untuk meningkatkan peluang kerja di luar negeri — dalam
menetapkan strategi ini — sebaiknya Indonesia tidak meminta (request)
liberalisasi Mode 4 kepada negara-negara sesama pengirim tenaga
kerja (seperti India dan Cina) karena negara-negara int merupakan
pesaing Indonesia dalam merebut kesempatan kerja di luar neger:.

- Selain itu, sebaiknya Indonesia juga tidak meminta kepada negara-
negara yang upah tenaga kerjanya setara atau lebth rendah daripada

upah di Indonesia.

b. Strategi indonesia di Luar Negert

1) Melaksanakan berbagai perundingan di berbagai fora (multilateral,
regional dan bilateral)
(1) Multilateral
Hanya sedikit manfaat yang diperoleh Indonesia dalam membuat
berbagai permintaan (requesi) jasa fenaga kerja melalui GATS.
Selain disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan negara-
negara maju dan negara-negara berkembang mengenai Mode 4,
Indonesia juga harus berhati-hati dalam memberikan komitmennya
karena di forum multilateral, Indonesia bersaing dengan negara-
negara lainnya. Oleh karena itu, Indonesia harus sedikit mungkin
memberikan komitmennya karena Indonesia ingin mendapatkan
keuntungan yang sebesar-besarnya dari komitmen tersebut. Oleh
karena sedikitnya manfaat tersebut, Indonesia berharap dapat
menukar berbagat komitmennya tentang Mode 4 di tempat lain

(regional atau bilateral).
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(11) Regional
Oleh karena liberalisasi untuk Mode 4 di forum WTO sangat kecil,
Indonesia melhihat bahwa akses pasar untuk liberalisasi Mode 4
lebth dapat dicapai dengan mudah pada tingkat regional atau
bilateral.

(ii1)Bilateral
Perundingan bilateral dapat digunakan untuk mencapai berbagai
perjanjian perdagangan jasa yang saling menguntungkan dengan
mitra dagang di luar negeri, di luar GATS dan AFAS. Perundingan

-+ bilateral menguntungkan -Indonesia dalam jasa ketenagakerjaan
_karena dalam perundingan bilateral dihindari perdebatan mengenai
definisi mengenai Mode 4. Melalui perundingan bilateral Indonesta
dapat bebas menentukan isi komitmennya karena komitmen ini
terikat hanya pada dua negara, di mana kedua negara tersebut
saling mengetahui dan memahami kelebihan dan kekurangan

masing-masing.

2) Menerapkan strategi apple fo apple dalam melakukan permintaan
akses pasar

Berbagai permintaan dan penawaran (request and offer)'™.

Indonesia harus ditentukan semata-mata oleh manfaat ekonomi'®’.

Indonesia harus meneliti secara hati-hati nilai ekonomis dari masing-

masing permintaan dan penawaran tersebut. Nilai-nilai ini harus diukur

dengan keadaan yang sebenarnya dan sesuai dengan kondisi Indonesia

'%Requests and offers: market access negotiations in the WTO for goods and services
usually proceed on the basis of bilateral requests and offers, except in the case of accession
negotiations which are confined to requests by existing members. Requests are normally made by
countries which have a significant interest in the traded product. Offers can be made in response
" to requests or concurrently. When two parties have reached agreement on the exfent of new
markel access they are willing to give and accepl, the result must be extended to ali other WTOQ
members on a most-favoured-nation basis,

Goode, fac. cit., hal, 92,

197\ anning and Cronin, fec. cif., hal. 37.

UNIVERSITAS INDONESIA

Analisis hukum..., Afrianti Kusuma Wardhani, FH Ul, 2010.



131

untuk mengisi pasar-pasar dalam jangka pendek, daripada Indonesia
mengharapkan hal-hal yang tidak jelas terhadap keahlian pada suatu
bidang jasa tertentu dalam jangka panjang Ini dimaksudkan agar
Indonesia tidak menjadi pihak yang kalah dalam perundingan.
Indonesia dalam melakukan permintaan akses pasarnya lebih
baik menerapkan strategi apple fo apple. Sebagai contoh, dalam
IJEPA. Indonesia melakukan permintaan jasa keperawatan dengan
Jepang. Perawat dan caregiver Indonesia dapat masuk ke pasar Jepang
dengan gaji yang sama dengan perawat dan caregiver Jepang,
begitupula sebaliknya, perawat dan caregiver Jepang dapat masuk ke
pasar Indonesia dengan gaji yang sama dengan perawat dan caregiver
Indonesia, dengan asumsi bahwa perawat dan caregiver Jepang mau
menerima gaji dengan standar Indonesia. Ini merupakan salah satu
bentuk strategi Indonesia dalam berunding dalam melakukan
permintaan akses pasarnya karena Indonesia memiliki keunggulan
komparatif yang kuat dalam jasa keperawatan. Dengan strategi ini,
Indonesia mendapatkan manfaat ekonomi yang besar dalam

perdagangan jasa ketenagakerjaan.

2. Kepentingan Impor Indonesta

Berbagai kepentingan impor Indonesia dalam jasa ketenagakerjan
sebaliknya terletak pada bidang-bidang di mana Indonesia memiliki
ketidakunggulan  komparatif = (comparative  disadvantage).  Indonesia
membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan tinggi yang belum
dimiliki tenaga kerja Indonesia atau dimiliki tetapi masih terbatas. Kehadiran
TKA di Indonesia akan berdampak pada kegiatan perekonomian, yang pada

akhirnya akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia
(Tabel 3}).
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Jumlah TKA 1 Januari 2009 - 31 Desember 2009

Tingkat Jabatan Jumlah

Profesional 21254
Teknis} 17.295
Manager 9.239
Direksi 4.249
Supervisor 3.621
Advisor/Consultant 3.537
Komisaris 392

Total 59.587

Sumnber: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI

Dalam perdagangan barang, kehadiran TKA diharapkan dapat
menghasilkan produk yang dapat bersaing di pasar internasional, baik secara
kualitas, kuantitas, maupun dalam mengikuti tren internasional (selera
internasional). TKA yang bekerja di sektor ini dapat memperluas pasar, yang pada
akhirnya akan memperiuas kesempatan kerja. Selain itu, kehadiran TKA adalah
dalam rangka alih keterampilan dan teknologi, kedisiplinan dan etos kerja kepada
tenaga kerja Indonesia.

TKA yang bekerja di Indonesia tentunya sudah mempunyai pengalaman
bekerja di negara asal {(negara maju), di mana kedisiplinan dan etos kerjanya
tampak lebih tinggi dan kreatif. Dalam pola kerja dan dalam berorganisasi,
mereka disiplin dan dinamis. Dengan keterampilan dan pengalaman-pengalaman
yang dimilikinya, diharapkan mereka dapat membaginya dengan tenaga kerja
Indonesia.

Untuk memajukan kepentingan impor Indonesia, Indonesia juga harus
mempunyai strategi penting yang berfokus pada kesejahteraan perekonomian

Indonesia.

1) Selektif dalam penggunaan TKA
Kesempatan kerja pada dasarnya diutamakan bagi warga negara
Indonesia. Negara melindungi warga negaranya dalam memilih

pekerjaan. Hal ini tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang
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Dasar 1945, yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk
pekerjaan ini, setiap orang berhak dengan bebas untuk memilih
pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat
ketcnagakerjaan yang adil'®. Oleh karena adanya perlindungan warga
negara dalam bekerja, Indonesia harus selektif dalam menggunakan
TKA. Ketentuan penggunaan TKA diatur dalam Bab VIII tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing Undang-undang No. 13 tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan. Bab tersebut antara lain mengatur:
(i) tenaga kerja asing yang dipekerjakan di Indonesia harus dalam
hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu'%’;
(i)  tenaga kerja asing yang masa kerjanya habis dan tidak dapat
diperpanjang, dapat digantikan oleh tenaga kerja asing
Iainnya””; dan

(i)  tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi
111

personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu

Selain itu, TKA yang dipekerjakan oleh pemberi kerja wajib

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(1) memiliki pendidikan danfatau pengalaman kerja sekurang-
kurangnya 5 (lima) tahun yang sesuai dengan jabatan yang akan
diduduki;

(ii) bersedia membuat pernyataan untuk mengalihkan keahliannya
kepada tenaga kerja warpga negara Indonesia khususnya TKI

pendamping; dan

1%Indonesia (b), Undang-undang Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 39, LN No. 165
Tahun 1999, TLN No. 3886, pasal 38 ayat (2).

'“Indonesia (c), Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan, UU No. 13, LN No. 39
Tahun 2003, TLN No. 4279, pasal 42 ayat (4).

Yrbid., pasal 42 ayat (6).

Wibid,, pasal 46 ayat (1).
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(ii1)dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia''.

2) Mengembangkan sektor yang dapat memperluas kesempatan kerja
yang bersifat padat karya
Kehadiran TKA dapat meningkatkan ekspor Indonesia. Dengan
meningkatnya ekspor, maka perekonomian nasional meningkat.
Perusahaan-perusahaan dapat memperluas usahanya, sehingga dapat
memperluas kesempatan kerja di dalam negeri. Banyaknya tenaga
kega Indonesia yang mengisi pasar kerja tersebut, tidak saja
menguntungkan-- bagi perekonomian negara, tetapi juga bagi

perekonomian tenaga kerja tersebut dan keluarganya.

3) Jabatan-jabatan yang saat imi berlaku terbuka dan/atau tertutup bagi

TKA harus ditinjau setiap saat dengan menggunakan labour market

test’’?

Hal ini dimaksudkan untuk melihat apakah untuk jabatan-jabatan
tersebul sudah bisa diisi oleh tenaga kerja Indonesia, apakah TKA
sudah mengalihkan teknolginya, sehingga untuk jabatan tersebut dapat
diisi oleh tenaga kerja indonesia''’; dan apakah TKA melaksanakan

pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia’"”.

"2K ementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (b), Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Permenakertrans No.
PER.02MEN/1I/2008, pasal 21 ayal (1).

"1 abour market lesting: the practice of ascertoining whether gualified local people

might be available when assessing whether to support an application for the employment of
Joreign nationals.

Goode, loc, cir., hal. 259.
"Indonesia (c), Joc. cit., pasal 45 ayat (1) a.
"’Ibid,, pasal 45 ayat (1} b.
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4) Mengembangkan standar kompetenst bagi jabatan-jabatan yang boleh
diisi oleh tenaga kerja asing
Hal ini dimaksudkan agar TKA yang bekerja di Indonesia harus
merupakan tenaga kerja yang kompeten dan ahli di bidangnya. Dalam
hal jabatan yang akan diduduki TKA telah mempunyai standar
kompetensi kerja, maka TKA yang akan dipekerjakan harus memenuhi

standar tersebut'‘®,

Strategi-strategi ekspor dan impor ini bertujuan tidak hanya untuk
-menciptakan perdagangan jasa yang bebas (free frade) tetapi juga adil (fair
trade). Dalam teon distributive jusiice yang dikemukakan oleh Frank J.
Garcia, hukum perdagangan internasional yang adil harus dirumuskan
sedemikian rupa untuk melindungi kesetaraan moral seluruh individu yang
terpengaruh oleh adanya perdagangan internasional. Hal ini meliputi
komitmen terhadap free trade sebagai prinsip ekonomi, terutama untuk
mempertahankan prasyarat liberal bagi keadilan.

Hal ini secara nyata ditegaskan dalam GATS, bahwa GATS mengatur
ketentuan-ketentuan secara spesifik mengenai negara-negara berkembang dan
negara-negara terbelakang. Dalam pembukaannya, GATS menyatakan bahwa
para Anggota berkeinginan untuk memfasilitasi peningkatan partisipasi negara
berkembang dalam perdagangan di bidang jasa dan memperluas ekspor jasa
mereka, antara lain melalui peningkatan kapasitas, efisiensi dan daya saing
domestik di bidang jasa. Proses liberalisasi juga harus dilaksanakan dengan
mempertimbangkan tujuan kepentingan nasional dan tingkat pembangunan
masing-masing negara Anggota. Negara berkembang diberikan fleksibilitas
yang memadai untuk menentukan dibukanya pasar pada beberapa sektor,
meliberalisasikan beberapa jenis transaksi, memperluas akses pasar secara

bertahap yang disesuaikan dengan kondisi pembangunannya dan menetapkan

116K ementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (b), loc, cif., pasal 21 ayat (2).
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persyaratan tertentu dalam membuka akses pasarnya bagi pemasok jasa
asing'"”.

[ndonesia memanfaatkan kepentingannya sebagai negara berkembang
dengan mengirim tenaga kerja berketerampilan rendah ke luar negeri untuk
bekerja karena inl merupakan keunggulan komparatif Indonesia. Pekerjaan
tenaga kerja in1 merupakan pekerjaan 3D (dirty, dangerous and difficult) yaitu
pekerjaan yang dipandang kotor, berbahaya dan sulit. Pekerjaan ini sudah
banyak ditinggalkan warga negaranya di luar negeri, terutama di negara-
negara maju, sehingga Indonesia mempunyai kesempatan untuk mengisi
pekerjaan ini.

Agar tercipta perdagangan yang adil (fair trade) antara negara maju
dan negara berkembang, dalam perundingan, negara-negara maju harus mau
membuka akses pasar bagi jabatan-jabatan yang dimiliki negara-negara
berkembang tersebut. Hal ini dimaksudkan agar terjadi kesimbangan atau win
win solution bagi kedua belah pihak.

Metode perundingan dapat dinilai adil jika memenuhi tiga kriteria,
yaitu menghasilkan kesepakatan yang bijaksana jika kesepakatan itu
dimungkinkan; harus efisien;, dan harus meningkatkan atau setidaknya tidak
merusak hubungan antara para pihak'®. Kesepakatan yang bijaksana adalah
perjanjian yang sedapat mungkin memenuhi suatu kepentingan yang sah dari

masing-masing pihak, menyelesaikan konflik kepentingan dengan adil, tahan
19

lama dan membawa serta kepentingan masyarakat

Suatu metode perundingan yang secara eksplisit dirancang untuk
menciptakan hasil yang secara efisien dan secara damai bijaksana disebut
dengan perundingan yang berprinsip'®®. Perundingan ini dapat diringkas

menjadi empat pokok dasar, yaitu memisahkan orang dari masalah; fokus pada

WTQ, GATS, pasal XIX 2.

''8Roger Fisher dan Willian Ury, Getfing to Yes: Negotiating Agreament Without Giving
In (New York: Penguin Books, 1983), hal. 4.

Norhid.

1207bid | hal. 11.
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kepentingan, bukan pada posisi; menemukan pilthan untuk keuntungan timbal
balik; dan berpegang teguh dalam menggunakan kriteria obyektifm.

Dasar perundingan tersebut berkaitan sejak dari mulai berpikir tentang
perundingan, sampai pada waktu kesepakatan tercapai atau kesepakatan
dihentikan. Periode ini dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu analisis,
perencanaan dan diskusi. Pada tahap analisis, yang dilakukan adalah
mendiagnosa situasi, mengumpulkan informasi, mengatur dan berpikir tentang
hal situasi. Selain itu juga mempertimbangkan masalah persepsi orang, emosi
bermusuhan, komunikasi yang tidak jelas dan mengidentifikasi kepentingan
sendiri dan pihak- lain, Pada tahap perencanaan, yang dilakukan adalah
menghadapi  keempat dasar perundingan unfuk kedua kalinya, baik
mengumpulkan ide maupun memutuskan apa yang harus dilakukan.
Selanjutnya pada tahap diskust, yang dilakukan adalah melakukan komunikasi
dua arah antara kedua belah pihak dengan melihat ke arah kesepakatan dalam
membahas dasar perundingan tersebut'?%,

Untuk menghasilkan kesepakatan yang bijaksana, para pihak harus
berfokus pada kepentingan kedua belah pihak, bukan pada posisi yang lebih
kuat atau lebih lemah. Hal ini bertujuan agar tercipta kesepakatan yang adil
dalam melindungi kesetaraan moral seluruh individu, sebagaimana yang
dikemukakan oleh Frank J. Garcia.

2 1bid.

2r5id  hal. 12-14.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

General Agreements on [rade in Services (GATS) adalah perjanjian
perdagangan multilateral yang menangani perdagangan di bidang jasa. Definisi
perdagangan jasa menurut GATS terdiri dari empat jenis yang tergantung pada
keberadaan pemasok dan konsumen pada saat transaksi dilakukan. GATS
mendefinisikan empat cara- perdagangan jasa, yang dikenal dengan moda
pemasokan (modes of supply). Salah satu moda pemasokan itu adalah Mode 4
(movement of natural persons), yaitu pemasokan suatu jasa yang dilakukan oleh
individu pemasok jasa dari suatu nepara Anggota di dalam wilayah negara
Anggota lainnya. Individu pemasok jasa pindah ke negara lain untuk memberikan
jasanya kepada konsumen di luar negeri. Dalam hal ini, perdagangan jasa terjadi
kettka jasa disediakan oleh warga negara dari negara lain, yang dikenal sebagai
presence of natural persons.

GATS terdiri dart dua struktur dasar yaitu, teks perjanjian dan schedule of
specific commitments. Ruang lingkup Mode 4 ditetapkan oleh teks perjanjian
GATS, sedangkan komitmen akses pasar (market access) dan perlakuan nasional
(national treatment) yang diberikan berkenaan dengan Mode 4, ditetapkan oleh
schedule of specific commitments Anggota

Mode 4 diatur dalam Pasal 1.2 GATS dan Annex tentang Movement of
Natural Persons Supplying Services under the Agreement, Dalam Mode 4 GATS
tidak ada pembatasan mengenai ruang lingkup Mode 4, yaitu:

a. Definisi Mode 4 tidak jelas. Ketidakjelasan tersebut adalah dalam
membedakan antara pemasok jasa dan pekerjaan berdasarkan sifat
keterlibatan orang asing di perusahaan domestik. Pemasok jasa tersebut
apakah sebagai karyawan atau sebagai pemasok jasa berdasarkan kontrak,
dan apakah orang asing tersebut dipekerjakan oleh perusahaan domestik

atau perusahaan asing.
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b. Kategoni individu (nafural person) pada Mode 4 tidak jelas.
Ketidakjelasan tersebut adalah dalam mendefinisikan individu (raneal
person) dari suatu Anggota yang dipekerjakan oleh pemasok jasa suatu
negara Anggota Apakah individu tersebut adalah karyawan asing yang
dipekerjakan oleh perusahaan domestik atau yang dipekerjakan oleh
perusahaan asing? Namun GATS hanya mencakup orang asing yang
dipekerjakan oleh perusahaan asing.

c. Sulit menentukan apakah suatu jasa termasuk dalam Mode 4 atau tidak.
Hal ini tergantung dari bagaimana Anggota mendefinisikan kategori

- Services Sectoral -Classification List GNS/W/120. GATS tidak berlaku
bagi orang yang bekerja di scktor non-jasa (pertanian dan manufaktur).

d. GATS tidak berlaku bagi jasa yang dipasok berdasarkan wewenang
pemerintah. Namun, adanya kurang kepastian mengenai apa yang
termasuk jasa dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah (misalnya
pendidikan atau jasa kesehatan).

e. Mode 4 berkaitan dengan aspek sementara (femporary), tetapi
"temporary” tidak didefinistkan dalam GATS.

f  GATS tidak mendefinisikan tingkat keterampilan (tinggi, menengah dan
rendah), tetapi dengan adanya kata-kata “semua kategor individu (natural
person) yang memasok jasa’ pada Annex 3 Annex tentang Movemen! of
Natural Persons Supplying Services under the Agreemens, maka dapat
dikatakan bahwa Mode 4 mencakup pemasok jasa di semua tingkat

keterampilan.

Mode 4 adalah moda penyedia )asa yang paling kecil liberalisasinya di
dalam GATS. Tingkat liberalisasi yang diperoleh untuk Mode 4 GATS
diperkirakan hanya 0 — 4% dari komitmen GATS sampai saat ini. Berbagai
komitmen Mode 4 yang telah dijadwalkan sejauh ini cenderung ke arah tenaga
kerja berketerampilan tinggi dan profesional, khususnya yang berhubungan dan

terkait dengan pemasokan Mode 3 dan pendirian penanaman modal asing,. Hal ini
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terbatas bagi negara-negara berkembang karepa keunggulan komparatif mereka
terletak pada tenaga kerja yang berketrampilan rendah dan menegah.

Dalam perdagangan multilateral WTO, GATS berupaya untuk mengurangi
hambatan perdagangan jasa lintas batas. GATS mencapai liberalisasi pada tingkat
yang lebih tinggi melalui komitmen. Secara teknis, ini terjadi pada setiap 153
negara Anggota WTO yang memasuki komitmen untuk setiap empat moda
penyediaan jasa yang berbeda. Dalam komitmen mereka, Anggota WTO berjanji
untuk menghilangkan hambatan akses pasar tertentu untuk jasa asing dan
penyedia jasa. Namun, pada kenyataannya untuk mencapai liberalisasi pada
tingkat yang lebih tinggi, -Anggota WTO dihadapkan pada hambatan-hambatan.
Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

a. Persyaratan dan prosedur kualifikasi, serta standar teknis dan persyaratan

perizinan;

=

Visa dan izin kerja;
Masalah definisi Mode 4 GATS;
Pengakuan kualifikasi;,

& a

Brain drain (hijrahnya para sarjana ke luar negeri);
Tes kebutuhan ekonomi (Liconomic Needs TestssTENT);

Struktur dan cakupan komitmen, dan

=~

Perbedaan perlakuan individu (natural person) dalam luar negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa:

1. Liberalisast untuk Mode 4 sulit dilaksanakan karena beberapa hal, antara
lain yaitu adanya perbedaan kepentingan antara negara maju dan negara
berkembang mengenai Mode 4. Negara-negara berkembang mempunyai
kepentingan lebih besar dalam mengekspor tenaga kerja berketerampilan
rendah, sedangkan negara-negara maju memiliki kepentingan dalam
mengekspor tenaga kerja berketerampilan tinggi dan profesional,
khususnya yang berhubungan dan terkait dengan Mode 3 dan pendirian
penanaman modal asing. Selain itu adanya ketakutan besar negara
pengirim dan negara penerima. Ketakutan besar bagi negara pengirim dan
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penerima adalah bahwa orang yang pindah berdasarkan Mode 4 dengan
sementara waktu kemudian akan mencoba untuk finggal secara tetap di
negara penerima. Bagi negara pengirim, tenaga kerja yang tidak kembali
ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi (brain drain). Sedangkan
bagi negara penerima, mereka takut kesempatan kerja di negaranya akan
banyak diisi oleh TKA, sehingga akan merebut pasar kerja di dalam
negeri. Negara penerima juga takut karena kehadiran TKA dapat
menimbulkan masalah sosial, politik dan/atau konflik dengan penduduk
setempat. Alasan lainnya adalah adanya perbedaan peraturan keimigrasian
dan kewarganegaraan. Negara maju tidak mempunyai hambatan dalam
berhubungan dengan sesama mereka. negara maju sangat mudah dalam
memperoleh visa, baik untuk berpergian maupun untuk bekerja, sehingga
mereka dapat dengan mudah berpergian ke fuar negeri. Kondisi ini
berbeda dengan negara-negara berkembang. Alasan terakhir adalah adanya
masalah dalam mendefinisikan Mode 4. Negara berkembang
menginterpretasikan Mode 4 berlaku untuk semua tingkat keterampilan,
sedangkan negara maju menginterpretasikan Mode 4 hanya untuk tingkat
keterampilan menengah dan tinggi karena negara-negara maju unggul

dalam tenaga kerja berketerampilan menengah dan tinggi.

2. Mode 4 penting bagi Indonesia karena Indonesia mempunyai kepentingan
ekspor berupa keunggulan komparatif (comparative advantage) pada Mode 4,
vaitu berlimpahnya tenaga kerja Indonesia yang berketerampilan rendah yang
siap dikembangkan secara internasional. Jasa maritim (pelayaran), jasa
transportasi (supir pribadi dan supir kendaraan berat), jasa kesehatan
(keperawatan dan pengasuhan), industri spa dan kecantikan, dan jasa
hospitality (jasa hotel dan restoran) merupakan bidang-bidang permintaan
global yang dapat dilakukan oleh orang Indonesia dan secara potensial
menjadi fokus dalam upaya untuk memperluas ekspor jasa ketenagakerjaan.
Dengan memiliki keunggulan komparatif tersebut, Indonesia dapat

meliberalisasikan pasar jasa ketenagakerjaan dan dapat memperoleh banyak
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manfaat dan keuntungan besar dalam perdagangan jasa. Selain itu, Mode 4

penting karena adanya keuntungan yang diperoleh dari perdagangan jasa

Mode 4. Keuntungan-keuntungan tersebut adalah:

a.

Mode 4 dapat mengurangi pengangguran di dalam negeri.

Dengan banyaknya TKI yang bekerja di luar negeri, maka secara
langsung dapat mengurangi pengangguran di berbagai daerah di
Indonesia. Bagi negara yang berpenduduk padat dan memiliki
penduduk yang berketerampilan rendah, perpindahan tenaga kerja ke

lvar negeri merupakan salah satu alternatif dalam mengurangi

- pengangguran. - - - _ R

Mode 4 juga meningkatkan arus pengiriman uang (remittance).

Bagi perekonomian Indonesia, pentingnya perdagangan di bidang jasa
ketenagakerjaan terutama dilihat dari adanya pengiriman uang
{(remiftance) yang dibayarkan kepada pekerja rumah tangga Dengan
cara ini perekonomian meningkat dan ini merupakan salah satu cara
untuk mengurangi kemiskinan pada tingkat rumah tangga.

Mode 4 dapat meningkatkan sumber daya manusia (human capital).
Setelah memperoleh keterampilan tambahan (bahasa, pengalaman,
keterampilan), tenaga kerja yang telah tinggal sementara di luar negeri
dapat menempatkan mereka untuk bekerja di negara asal ketika
mereka kembali. Dengan berbagi pengalaman ini, mereka memberikan

kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Indonesia memanfaatkan Mode 4 dalam liberalisasi perdagangan di bidang
jasa ketenagakerjaan dengan melakukan berbagai strategi, yaitu strategi
ekspor dan strategi impor. Kedua strategi ini merupakan strategi yang

berfokus pada kesejahteraan perekonomian Indonesia, yang harus dilakukan

dalam membuat komitmen liberalisasi dalam forum internasional. Dalam

a.

strategi ekspor, Indonesia melakukan strategi-strategi sebagai berikut:

Menetapkan sektor-sektor di mana Indonesia memiliki atau berpotensi

untuk memiliki keunggulan komparatif yang kuat.
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Untuk dapat bersaing di pasar dunia, Indonesia harus dapat
mengembangkan jasa-jasa yang menjadi unggulan Indonesia, seperti
jasa maritim (pelayaran), jasa transportasi (supir pribadi dan supir
kendaraan berat), jasa kesehatan (keperawatan dan pengasuhan),
industri spa dan kecanttkan dan jasa hospitality (jasa hotel dan
restoran), Indonesia harus dapat mengembangkan jasa-jasa tersebut
karena jabatan-jabatan itu sudah tidak diminati lagi oleh tenaga kerja
di negara-negara maju.

. Meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia dj dalam negeri agar
tefjadi kemajuan dari perpindahan tenaga kerja berketerampilan rendah
ke tenaga kerja yang berketerampilan tinggi.

Untuk dapat bersaing dalam berbagai sektor di pasar dunia, kualitas
dan sumber daya manusia Indonesia periu ditingkatkan. Indonesia
harus dapat menyiapkan tenaga kernja yang memiliki standar
internasional dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan kerja,
mengembangkan keterampilan, mengembangkan keterampilan bahasa
dan menerapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indeonesia
(SKKNI).

Menetapkan negara mana yang menjadi sasaran pasar kerja dan yang
merupakan peluang terbesar bagi masuknya tenaga kerja Indonesia.
Untuk dapat bersaing di pasar kerja luar neger, Indonesia harus
melakukan penelitian dan mempunyai data mengenai potensi negara-
negara tujuan yang merupakan peluang pasar kerja di luar negeri.
Indonesia juga harus mengetahui kelebihan dan kelemahan negara
tujuan.

. Melaksanakan berbagai perundingan di berbagai fora (multilateral,
regional dan bilateral).

Indonesia harus berhati-hati dalam memberikan komitmennya di
forum multilateral karena Indonesia bersaing dengan negara-negara
lainnya. Oleh karena liberalisasi untuk Mode 4 di forum multilateral

sangat kecil, Indonesia melihat bahwa akses pasar untuk liberalisasi
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Mode 4 lebih dapat dicapai dengan mudah pada tingkat regional atau
bilateral.

e. Menerapkan strategi apple io apple dalam melakukan perminiaan
akses pasar.
Indonesia dalam melakukan permintaan akses pasarnya lebih baik
menerapkan strategi apple to apple. Sebagai contoh, dalam IJEPA.
Indonesia melakukan permintaan jasa keperawatan dengan Jepang.
Perawat dan caregiver Indonesia dapat masuk ke pasar Jepang dengan
gaji yang sama dengan perawat dan caregiver Jepang, begitupula
sebaliknya, perawat dan caregiver Jepang dapat masuk ke pasar
[ndonesia dengan gaji yang sama dengan perawat dan caregiver
Indonesia, dengan asumsi bahwa perawat dan caregiver Jepang mau

menerima gaji dengan standar Indonesia.

Sedangkan dalam strategi impor, Indonesia melakukan strategi-strategi
sebagai berikut:
a. Selektif dalam penggunaan TKA

Untuk melindungi warga negara Indonesia dalam bekerja, Indonesia
harus selektif dalam menggunakan TKA, yaitu dengan mengatur
bahwa tenaga kerja asing yang dipekerjakan di Indonesia harus dalam
hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu; tenaga kerja
asing yang masa kerjanya habis dan tidak dapat diperpanjang, dapat
digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya; dan tenaga kerja asing
dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau
jabatan-jabatan tertentu. Selain itu, TKA yang dipekerjakan oleh
pemberi kerja wajib memenuhi persyaratan: (i) memiliki pendidikan
dan/atau pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang
sesuai dengan jabatan yang akan diduduki; (ii) bersedia membuat
pernyataan untuk mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja warga
negara Indonesia khususnya TKI pendamping; dan (iii) dapat

berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
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Mengembangkan sektor yang dapat memperluas kesempatan kerja
yang bersifat padat karya.

Kehadiran TKA dapat meningkatkan ekspor Indonesia. Dengan
meningkatnya ekspor, maka perekonomian nasional meningkat.
Perusahaan-perusahiaan dapat memperivas usahanya, sehingga dapat
memperiuas kesempatan kerja di dalam negeri,

Jabatan-jabatan yang saat ini berlaku terbuka dan/atau tertutup bagi
TKA harus ditinjau setiap saat dengan menggunakan Jabor market test.
Hal ini dimaksudkan uatuk melihat apakah untuk jabatan-jabatan
tersebut sudah bisa diisi oleh tenaga kerja Indonesia; apakah TKA
sudah mengalihkan teknolginya, sehingga untuk jabatan tersebut dapat
diisi oleh tenaga kerja Indonesia, dan apakah TKA melaksanakan
pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia.
Mengembangkan standar kompetensi bagi jabatan-jabatan yang boleh
diist oleh TKA.

Hal ini dimaksudkan agar TKA yang bekerja di Indonesia harus
mentpakan tenaga kerja yang kompeten dan ahli di bidangnya. Dalam
hal jabatan yang akan diduduki TKA telah mempunyai standar
kompetensi kerja, maka TKA yang akan dipekerjakan harus memenuhi

standar tersebut.

Oleh karena di dalam GATS tidak ada pembatasan mengenai ruang

lingkup Mode 4, maka Indonesia harus dapat memanfaatkan peluang

tersebut dalam setiap perundingan perdagangan di bidang jasa, dengan

memasukkan TKI sebagai bagian dari Mode 4, dan meyakinkan kepada

mitra rundingnya bahwa Mode 4 bukan hanya untuk tenaga kerja

berketerampilan tinggi (profesional). Selama ini negara-negara maju

membatasi pembahasan Mode 4 dengan kategori individu (natural persor)

yang berketerampilan tinggi, sedangkan TKI dianggap sebagai pekerja

migran (migrant workers), bukan sebagai pemasok jasa.
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2. Dalam persaingan pasar global, Indonesia tidak lagi dapat mengandalkan
keunggulan komparatifnya di bidang jasa ketenagakerjaan, tetapi harus
beralih ke keunggulan kompetitif, yaitu dengan meningkatkan kualitas
TKI. Hal ini bertujuan agar TK! dapat bersaing di pasar dalam negeri
dengan TKA, dan dapat bersaing di pasar luar negeri dengan tenaga kerja
dari sesama negara pengirim. Dari 12 sektor jasa yang terdapal dalam
Dokumen WTQO mengenai Services Sectoral Classification List
{GNS/W/120), jasa yang siap dikembangkan secara internasional sebagai
keunggulan kompetitif Indonesia adalah jasa kesechatan dan sosial
(keperawatan dan pengasuhan), dan jasa wisata dan jasa yang
berhubungan dengan pariwisata (industri spa dan kecantikan, dan jasa
hospifalify — jasa hotel dan restoran).

3. Indonesia sebaiknya mempunyai basis data (database) atau peta mengenal
kekuatan dan kelemahan Indonesia di semua sektor, termasuk Mode 4.
Database 1ni adalah sebagai modal Indonesia dalam berunding di berbagai
fora (multilateral, regional dan bilateral). Indonesia sebaiknya juga
mempelajari database mengenai kekuatan dan kelemahan mitra runding,
antara lain mengenai potenmsi negara mana saja yang memungkinkan
dilakukannya pengiriman TKI; jabatan yang terbuka dan/atau belum
terbuka, tetapi kekurangan tenaga kerja; dan memahami peraturan negara
mitra runding yang berkaitan dengan TKA (peraturan mengenai imigrasi,
perpajakan, jaminan sosial, dan lain-lain).

4. Indonesia sebaiknya banyak melakukan kerja sama bilateral di dalam
perdagangan di mana salah satu sektor yang dibahas adalah Mode 4.
Melalui perundingan bilateral, Indonesia dapat lebih leluasa
memperjuangkan kepentingannya, mengingat tidak ada pesaing lain yang
akan menikmati hasil perundingan tersebut.

5. Indonesia sebaiknya meningkatkan kerja sama dengan negara-negara
penempatan TKI dengan memperiuas kerja sama di sektor-sektor lain
melalui kerja sama perdagangan, yang dilakukan dengan menggunakan

prinsip-prinsip GATS. Hal ini dimaksudkan agar Indonesia mendapatkan
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manfaat lain berupa perluasan akses pasar di sektor-sektor lain. Dengan
diterapkannya prinsip-prinsip GATS (MFN, national treatment,
transparansi, peraturan domestik, pengakuan, akses pasar, dan liberalisasi
bertahap), maka TKI akan lebih terlindungi. Misalnya, kesetaraan dalam
memperoleh upah, dan fasilitas-fasililas lain yang sama dengan tenaga
kerja lokal atau TKA yang berasal dari negara lain.

6. Dengan adanya prinsip single undertaking dalam perundingan, Indonesia
sebaiknya sudah menetapkan sektor mana yang mernupakan kekuatan dan
kelemahan Indonesia dan mitra rundingnya, sehingga Indonesia dapat
memperoleh manfaat yang sebesar-besamya dani sektor unggulan yang

dimikki Indonesia.
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